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TENTANG

. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH - -

Menimbang

Mengingat ' I_

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA -
PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3  huruf ¢
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan - Bupati tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah; N

-1, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang -

" Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); -

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

"~ Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diebah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun @ .
2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516); . SR

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

' Pemeriksaan . Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara - Republik
Indonesia Tahmun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
~ Pembentukan Kabupaten Pringsesua di Provinsi
- Lampung (Lembaran Negara . Republik Indonesia
 Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4932); . R



. 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negarg Republik
Indonesia  Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587}
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomoer 11 Tahun 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 6373);

G, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
' Pengelolaan Barang Milik NegarafDaerah Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
schagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6523);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan . Daersh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. 8. Peraturan Menteri Dalam . Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Dagrah ({Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 547); '

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447); :

" 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolagn Keuangan
Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

: 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pringzewua Nomor 1
Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pringsewu Tahun 2022 Nomor 167);

MEMUTUSKAN:

Menctapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
- PEMERINTAH DAERAH.



BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

" Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

L
2,

Daerah adalah Kabupaten Pringsewu,

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD .
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinstp otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan .
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia .
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar -

Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat
Daerah schagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

Bupati adalah Bupati Pringsewu.

Keuangan Daerah adalah semua hek dan kewajiban
Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

dacrah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di =

dalammnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, .

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan
pengawasan keuangan Daerah,

Aluntansi adalah proses identifikasl, pencatatan,
pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran
transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan
serta penginterpretasian atas hasilnya.

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya
disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-
dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-
praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Dacrah
gebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan
laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk

memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan

dalarmn rangka meningkatkan keterbandingan laporan
keuangan terhadap anggaran, antar pennde maupun

- antar entitas, E
. 10,SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui -

pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam
pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui
pendapatan,  belanja, dan pembiaysan dalam
pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis
yang ditetapkan dalam APBD.
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.Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah

prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan
pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan -
merupakan rujukan penting bagi Komite Standar .
Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan -
dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas suatu
masalah yang belum diatur secara jelas dala.m
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Anpgaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oeh pemerintah daerah dan DFRD
dan ditetapkan dengan peraturan daerah,

Entitas Pelaporan adalah wunit pemerintahan yang
terdiri dari satz atau lebih entitas akuntansi vang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan -
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban |
berupa laporan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajiby
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan
keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Unit pemerintahan adalah pengguna anggaran/ .
pengguna barang vang berada di Perangkat Daerah
Kabupaten Pringsewt,

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat -
LRA adalah laporan yang menyajikan informasi
realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer,
surplus/defisit-LRA, pembiayasan, dan gisa
lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-
masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam
satu periode.

.Laporan Perubahan Salde Anpggeran Lebih yang

selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang
menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL

tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, -

SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

~ 18.Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi

. 19.

posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai
aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu,

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO
adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai
seluruh  kegiatan operasional keuangan entitas
pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO,
beban dan surplus/defisit operasional dexi suatu
entitas pelaporan yang penygjiannya disandingkan
dengan periode sebelumnya.
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. 20.Laporan Arus Kas yang seclanjutnya disingkat LAK

adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai
sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas
selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan
setara kas pada tanggal pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya
disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan
informasi mengenai perubahan eckuitas yang terdiri
dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan
ckuitas akhir.

22 Catatan atas Laporan Keuangan yang seclanjutnya

o

(2)

disingkat CalK adalah laporan yang menyajikan
informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atan
analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA,
LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka
pengunglapan yang memadai.

BABII
' MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah adalah untuk mewujudkan pengelolaan dan
pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah
yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan
tepat wakiu, :

Kebijakan Akuntansi Pemerintah bertujuan untuk
memberikan pedoman penyusunan laporan keuangan
bagi Pemerintah Daerah yang harus disajikan sesuai
dengan standar akuntansi pemerintah atau prinsip-
prinsip akuntansi dan sistem akuntansi Pemerintah
Daerah yang diterima umum sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

BAB I
RUANG LINGKUP

Pasal 3

~ Ruang lingkup penyusunan Peraturan Bupati ini terdiri
- dari:

D kcbl_]akan Akuntanm Pemerintah Dacrah

b pelapcran Keuangan



BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

{1} Kebijakan akuntansi pemerintah dacrah menerapkan

(2)

3

-4

Q)

@

SAP Berbasis Akrual.

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas;
4, kebijakan akuntansi pelaporan keuangan; dan
b. kebijakan akuntansi akun.

Kebijakaﬁ akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat [2) huruf a memuat penjelaszan
atas unsur-unsur laporan keuangan vang berfungsi
sebagai panduan dalam penysajian pelaporan
keuangan. ' _

Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud
pada ayat {2) huruf b mengatur definisi, pengakuan,
pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi
atau peristiwa sesuai dengan pernyataan SAP atas:

4. pemilihan metode akuntansi atas  kebijakan -

akuntansi dalam SAP; dan :
b. pengaturan yang lebih rinci atas kehijakan
. akuntansi dalam SAP. -

- Pasal S

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan terdiri dari;

a. kerangka konseptual kebijakan akuntansi
pemerintah daerah; :

b. penyajian laporan keuangan,

¢. laporan realisasi anggaran,

d. laporan perubahan SAL;

e. mneraca; - :

f. laporan operasional;

g- laporan perubahan ekuitas;

h. laporan arus kas; dan

i. laporan konsolidasian.

Kebijakan akuntansi alkun terdin dari:
akuntansi kas dan setara kas;
akuntansi piutang;

akuntansi persediaan;
akuntansi investasi;
akuntansi aset tetap;
akuntansi dana cadangan;
akuntansi aset lainnya;
akuntansi kewajiban;
akuntansi eltuitas;

akuntansi pendapatan-LO;
alluntansi pendapatan-LRA;

Frr @R Mo An o p
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alkuntansi beban; -

akuntansi belanja;

alkuntansi transfer;

akuntansi pembiayaan;

akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan
kebijakan  akuntansi, perubahan  estimasi
akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan; dan
q. akuntansi atas properti investasi.

.E!"‘

D oD

-

BAB V
PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 6

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
entitas pelaperan wajib menyusun dan menyajikan
laporan keua.ngan tahunan, setidak-tidaknya terdiri
dari:

a, laporan realisasi anggaran;

laporan perubahan saldo angga:an lebih;

neraca;

lapcran operasional; _

laporan perubahan ekuitas;

laporan arus kas; dan

catatan atas laporan kenangan,

Dalam ra.ngka pertanggungjawaban pelaksanaan AFBD
entitas akuntansi untuk unit pemerintahan wajib
menyusun laporan keuangan tahunan, yang sctldak-
tidaknya terdin dari:

laporan realisasi anggaran;

laporan operasional;

neraca;

laporan perubahan ekuitas; ‘dan

catatan atas laporan keuangan.

Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan
perbendaharaan daerah, bendahara umum daerah
wajib menyusun Laporan Keuangan, yang setidak-
tidaknya terdiri dari-

laporan realisasi anggaran;

laporan upcrasmnal

¢. neraca;

laporan arus kas;

Iaporan perubshan ekuitas; dan

catatan atas laporan keuangan.

o P

- o

Pazal 7

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Kebijakan
" Akuntansi Akun diatur lebih lanjut dalam Leampiran
- Peraturan Bupati Pringsewu tentang Kebijakan Akuntansi
" Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

. Pasal 8

Pada saat Peraturan Bﬁpaﬁ ini berlaku, maka Peraturan

. Bupat Pringsewu - Nomor 35 . Tahun 2014 tentang
. Kebijakan Akuntansi Kabupaten Pringsewu (Berita Daerah

Kabupaten Pringsewu Tahun 2014 Nomor 35}, dicabut dan

o dm}fatakan tidak beriaku

| Paaalg

" Peraturan Bupati ini mula_l ber]aku pada tanggal

' diundangkan.

f_ Agar setiap . orang - tnengetahuhy&, | memerintahkan"
pengundangan Peraturan Bupat i - dengan

o penempatannya dalam_ Berita Daerah - Kabupaten

* Ditetapkan di Pringsewu -
pada tanggal 14 gktcber 2022
PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 14 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAHYUDI

" . BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2022 NOMOR 650

Salinan sesu
Kepala B

PUTRA ADITIA

i dengan aslinya

ian Hukum

MILANG..5.H..M.H

Panﬁﬁla [ IV.a
NIP. 19870212 201001 1 005
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- LAMPIRAN1
PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR . TAHUN 2022
TENTANG KEBLJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH

S KERANGKA KONSEPTUAL - :
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

- A, PENDAHULUAN
1. UMUM

a. Kerangka konseptual . Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Pringsewu mengacu pada kerangka konseptual
Standar Akuntansi Pemerintahan untuk merumuskan konsep
yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan -
pemerintah daerah. Kerangka konseptual mengakul adanya

- kendala dalam pelaporan keuangan

b. Kebijakan skuntansi adalah prinsip-prinsip akl.lntarlsl yang -
' telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan -

: untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Lapﬂran
' Keuangan Pemerintah Daerah.

- ¢. Dalam hal terjadi pertentangan a:ﬂtara kerangka konseptual :
- dan kebijakan akuntansi, maka ketentuan kebijakan akuntansi -
diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini. Dalam
jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat
diselesaikan sejalan dengan pengembangan stsmdar akuntanm
- pemerintahan di masa depan.

d. Kerangka konseptusl ini berlaku bagi pelaporan keuanga.n
sctiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintsh
Kabupaten Pringsewu yang memperolch anggaran berdasarkan
APBD, tidak termasuk perusa.haan daerah dan badan layanan
umum daerah. : :

2 Tu_]ua.n

a. Tujuan kerﬂngka konseptual kebl_]a.kan akuntansi pemerintah
daerah ini adalah sebagai acuan bagi : .

.. 1} - Penyusun laporan keuangan dalam mcnangglﬂangl masalah .
akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi,
2) Auditor/pemeriksa dalam memberikan pcndapat mengenai
apakah lapcran keuangan dlsusun sesuai dengan kcbl_]akan
akuntansi; dan
3) Para pengguna  laporan keuangan dalam menafsirkan
informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang
disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi. '

b. ﬁ.ﬁuan Kebijakan Akuntansi adalah mengatur pcnjrusunan dan
penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan



umum dalam rangke meninhkatkan keterbandingan laporan
keu&nga.n terhadap anggaran dan atar periode.

3. Fungsi
Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal
terdapat masalah akurlta.nm _v,rang belum dinvatakan dalam
kebuakan akuntans:..

~ 4. Ruang ngkup

Kerangka konseptual ini membahas: -

Tujuan kerangka konseptual;

Lingkungan akuntansi pemerintah daerah;
Pengguna dan kebutuhan informasi;
Entitas akuntansi dan pelaporan;

Peranan dan tujuan pelaporan keuangan;

Asumsi dasar, karakteristik kualitatif, 'Prmmp pnnmp serta
kendala informesi akuntanm

. Unsur laporan keuangan;
Pengakuan unsur laporan keuangan;
Pengukuran unsur laporan keuangan;
. Dazsar hukum pelaporan keuangan,

P
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B. LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

1. Lingkungan  operasional - organisasi pemerintah = daerah
berpengaruh  terhadap karaktenstlk tujuan akuntansi - dan
pelaporan keunangannya. o :

2. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintah daerah yang perlu
dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan
pelaporan keuangan adalah sebagai berikut :

a. Ciri utama struktur pemerintah daerah dan pela}ranan yang
diberikan :
1) bentuk umum pemerintah daerah dan pemisahan kekuasaan;

2] sistem pemerintahan otonomi dan tranfer pendapatan antar
pemerintah:

3} adanya pengaruh proses p-u:ﬂltll«;1

4) hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan
pemerintah daerah.

b. Ciri keuangan pemenntah daerah yang penting bagl
: pengendahan

1) anggaran sebagai pernyataan kebijakan publ:_k target figkal,
- dan sebagal alat pengendalian;

2) investasi dalam aset :,rang tidak langsung menghasilkan
pendapatan;

3) kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan
pengendaha.n dan



4) penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena
digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan

C. CIRI UTAMA STRUKTUR PEMERINTAH DAERAH DAN PELAYANAN
YANG DIBERIKAN

1.

Bentuk Umum Pemerintah Daerah dan Fe:tnisahan Kekuasaan

'@, Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasas

Pancasila, kekuasaan ada di tangan rakyat sesuai dengan sila
keempat. Rakyat mendelegasikan kekuasaan kepada pejabat
publik melalui proses  pemilihan. Sejalan  dengan
pendelegasian kekuasaan ini terdapat pemisahan wewenang
di antara eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara
negara lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
_ Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945, Sistemn ini
dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan -
terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di antara
penyelenggara negara. Berdasarkan ketentuan perundangan
yang berlaku, diberlakukan otonomi daerah di tingkat kota dan
atau provinsi sehingga pemerintah daerah kota/provinsi memiliki
- kewenangan mengatur dirinya dalam urusan-urusan tertentu,

b. Dalam penvelenggaraan pengelolaan keuangan daerah,
pemerintah daerah selaku pihak eksekutif menyusun anggaran
dan menyampaikan kepada DPRD selaku pihak legislatif untuk
mendapatkan persetujuan. Setelah mendapat persetujuan,
pemerintah  daerah melaksanakannya dalam batas-batas .-
apropriasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan apropriasi tersebut. Pemerintah daerah
bertanggungiawab atas penyelenggarasan keuangan tersebut
kepada DPRD.

Sistem Pemerintahan Otonomi dan Transfer Pendapatan antar
Pemerintah.

Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam
sistem pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat,
pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah
yang lebih luas cakupannya memberi arahan kepada pemerintahan
yang cakupannya lebih sempit Adanya pemerintah yang
menghasilkan pendapatan pajak atau bukan pajak yang lebih
besar mengakibatkan diselenggarakannya sistem bagi hasil, alokasi
dana umum, hibah, atau subsidi antar entitas pemerintahan.

Pengaruh Proses Politik.

Salah satu  tujuan utama pemerintah daerah  adalah
meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat., Sehubungen dengan

. jtu, pemerintah daerah berupaya untuk mewujudkan . -

keseimbangan fiskal - dengan . memertahankan kemampuan -

kevangan daergh yang bersumber dari pendapatan pajek dan
sumber-sumber lainnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
Salah satu ciri yang penting dalam mewujudkan keseimbangan
tersebut  adalah  berlangsungnya - proses  politik untuk
menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.



4 Hubungan antara Pembaya:an Pa_gak dengan Pelayanan Pemenntah
- Dagrah : )

o Pa]ak yang dipungut oleh pemenntah daerah dapat berupa pajak
pemerintah pusat maupun pajak daerah meskipun pemungutannya
dilakukan oleh pemerintah daerah. Mekanisme otonomi
memungkinkan adanya bagl hasil atas pemungutan pajak-pajak
tersebut.

Pemerintah daerah dalam keadaan tertentu dapat memungut secara
langsung atas pelayanan yang diberikan dalam bentuk retribusi,
scbagian pendapatan pemerintah daerah bersumber dari pungutan
pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Jumlah pajak yang dipungut tidak berhubungan langsung dengan
-pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada wajib pajak, -
. Pajak yang dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah
. daerah mengandung sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan
dalam mengembangkan laporan keuangan, antara lain sebagsu
berikut: . -

a. Pembayaran pajak bukan mcmpakan sumber pendapatan yang
sifatnya sukarela;

b. Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan
pajak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-
“undangan, seperti penghasilan yang diperoleh, keckayaan yang
dimiliki, aktivitas bernilai tambah ekonomis atau nilaj

: kemkmatan yeng diperoleh; :

c. Efisiensi pelayanan yang diberikan pcmermtah daerah-
dibandingkan dengan punguten yang digunakan & untuk
pelayanan dimaksud sering sulit diukur sehubungan dengan

monopoli pelayanan oleh pemerintah daerah. Dengan dibukanya .

kesempatan kepada pihak lain untuk menyelenggarakan
‘pelayanan yang biasanya dilakukan pemerintah daerah seperti
layanan pendidikan dan kesehatan, pengukuran -efisiensi
pelayanan oleh pemerintah menjadi lebih mudah;

d. Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pela}fanan yang
diberikan pemerintah daerah adalah relatif sulit. :

5. Anggaran Sebagai Pernyataan Kebljakan Publik, Target Flska.l dsm
. Alat Pengendalian.

Anggaran pemerintah daf:rah merupakan dukumr:n fonnal hasﬂ
kesepakatan antara cksekutif dan legislatif tentang belanja yang
ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah daerah dan
pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja-
terscbut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan
terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, fungsi anggaran di
linglingan pemerintah daerah mempunyai pengaruh penting dalam
akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena:
a. Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.
b. Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan
- keseimbangan antara hr:lan;a, pendapatarn dan pambla},raan yang

. diinginkar. '

c. Anggaran mcnjam landasan pengendalian yang mermhlu
konsekuensi hukum.

4



d Anggaran memben landasan penilajian  kinerja pemermtah
.- daerah, S _ _
" -e. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam lapc-ran
- . keuangan pemerintah daerah sebagai pernyataan
pcrtanggung]awaban pemermtah daerah kepada publik. .

6. Investasi dalam  Aset yang Tidak langsung Menghasilkan

Pemerintah daeralh menginvestasikan dana yang besar dalam
bentuk aset yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan
bagi pemerintah daerah, seperti gedung perkantoran, jembatan,
jalan, taman dan kawasan reservasi. Sebagian besar aset dimaksud
" mempunyai masa manfaat yang lama sehingga program
. pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan untuk -
* mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. Dengan demikian, .
- fungsi aset dimsksud bagi pemerintah daerah berbeda dengan
fungsinya bagi organisasi komersial. Sebagian besar aset tersebut
tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi pemerintah
daerah, bahkan menimbulkan komitmen pemerintah daerah untuk

: memehharanya di masa mendatang _

7. Kemungkinan Pcnggunaan Akuntanm Dana untuk tujuan
' pengendalian

Akuntansi dana (fund amaunnng‘) merupakan sistem akuntanm dan
laporan keuangan yang lazim diterapkan di lingkungan pernerintah
‘vang memisahkan kelompck dana menurut tujuannya, sehingga

. masing-masing merupakan - entitas akuntansi yang mampu

- menunjukan keseimbangan antara belanja dan pendapatan atau
transfer yang diterima. Akuntansi dana dapat diterapkan untuk
tujuan - pengendalian rmasing-masing kelompok dana selain
kelompok dana wumum fthe general fund) sehingga - perlu
dipertimbangkan dalam pengembangan ptlaporan keuangan
pemerintah.

8. Penyusutan Aset Tetap

Aset yang dlgunakan pemerintah, kecuali beberapa jenis aset
tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas .
~ yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan mani‘aat :
: dan suatu aset dilakukan penyesuman nilai, o

D PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFURMASI
L Pengguna Laporan Keuangan ' :
. Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan
pemerintah daerah, narnun tidak terbatas pada:
a. Masyarakat;
b. Para waldl rakyat, Iembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;

. ¢. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, K
_ investasi, dan pinjaman; dan : .

- d, Pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat}.



2. Kebutuban Informasi para Pengguna Laporan Keuangan

a. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan
umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dan semua
kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan -
pemerintah daerah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan
spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Komponen

- laporan yang disajikan setidaknya mencakup jenis laporan dan

. elemen informasi yang diharuskan oleh lcetenman peraturan
perundang-undangan {statutory reports).

b. Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan
serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan
lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual,
yakni berdasarkan pengakuan munculnya hak dan kewajiban,
bukan berdasarkan pada arus kas semata. Jika terdapat
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan
penyajian suatu laporan keuangan dengan basis kas, maka
. laporan keuangan dimaksud wajib disajikan demildan. -

¢. Pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan
dalam - laporan keuangan untuk keperluan perencanaan,
pengendalian, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya,
pemerintah dapat menentukan bentuk dan jenis informasi
tambahan untuk kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang
diatur dalam kerangka konseptual ini maupun standar-standar
akuntansi yang dinyatakan lebih lanjut.

E. ENTITAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN
Entitas di pemerintah daerah terdiri atas:

1. Entitas Axuntansi

Entitas akuntansi adalah SKPD dan SKPKD pada pemerintah
Kabupaten Pringsewu yang mengelola anggaran, kekayaan dan
kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan
laporan kcuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan.

2. Entitas Pelaporan

- Entitas pelaporan edalah Pemerintah Kabupaten Ptmgsewu yang

. terdiri satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

F. PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

1. Peranan Laporan Keuangan

a. Laporan Kkeuangan pemerintah daerah disusun untuk
menyediakan informasi vang relevan mengenai posisi keuangan
dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah

 selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah
daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi
pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan,
menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi
pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya
terhadap peraturan perundang—undangan.



b. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan
. upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam

- pelaksanaan kKegiatan secara sistematis dan tf:rstmktur pada-. :
suatu pericde pelaporan untuk kepentingan: :

- 1) Akuntabilitas

.. Mepertanggungiawabkan pengelolaan sumber daya serta
pelaksanasn kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah
daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara
periodik;

2} Manajemen
‘Membantu para pengguna laporan keuangan untuk
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam
periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan,
pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas
pemerintah daerah untuk kepﬂntmgan rnasyarakat

3} Transpa:ansl
Memberikan informasi keuangsn yang terbuka dan jujur
kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa
masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka
dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah
dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan
kepadanya dan ketaatannya pada peratura.n perundang-

- undangan;

- 4) Kesclmba.ngan antar generasi {Intergenerational equity’_l '
~ Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah
© penerimaatn pemerintah daerah pada periode laporan cukup
untuk membiayai scluruh pengeluaran yang dialokasikan dan
- gpakah generasi yang akan datang diasumsikan akan jkut
' menanggung beban pengeluaran tersebut;

5) Evaluasi kinerja

. Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam
penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah
untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

~ 2. Tujuan Pelaporan Keuangan

a Pelaporan keuangan pemerintah daerah mcnyapkan informasi
‘yang  bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai
- akuntabilitas dan membuat keputusan beuk kePutusan ekonomi,

sosial maupun politik dengan:

1) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan
- penggunaan sumber daya keuangan,;

2] Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan
- periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;

3} Menyvediakan informasi mengenai jumlah sumber daya
ekonomi yang digunakan dalam kegiatan enutas pelapura.n
. serta hasil-hasil yang telah dicapai; .

4} Menyediakan informasi mengenai bagaimana | r:ntitas
. pelaporan mendanai seluruh kcglatannya dan mﬂncukupl
kehutuhan kasnya;



5) Menyediakan  informasi mengenai posisi keuangan dan

b,

kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber
pencrimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang,
~ termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

: 6} Menyediakan informasi mengenal perubahan posisi keuangan

-entitas pelaporan, apakah mengalami  kenaikan ataw -
" penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dllakukan selama
~ periode pelaporan; - :

Menyediakan sumber dan penggunaan sumber daya
keuanganfekonomi, transfer, pembiayaan, sisa Iebih/kurang
pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-
Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas
suatu entitas pelaporan.

G. ASUMSI DASAR, KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN,
PRINSIP-PRINSIP SERTA KENDALA INFORMASI AKUNTANSI '

1. ASUMSI DASAR

Asumsi dasar dalam pelapnra:i keuangan pemerintah daerah adalah
anggapan yang diterima scbagai suatu kebenaran tanpa perlu
dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri
ataS' -

a)

b

Asumsi Kemandirian Entitas.

Artinya bahwa unit pemerintah daerah sebagai entitas pclaporan
dan entitas ekuntansi dianggap sebagal unit yang mandiri dan
mempunyai kewajiban untuk menygjikan laporan keuangan
sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam
pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi
ini adalah adenya kewenangan entitas untuk menyusun
anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh.
Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber
daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas
pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan asct dan
sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat
pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana ndaknya
program dan kegiatan yang telah ditetapkan; :

Asumsi Kesinambungan Entitas.

Laperan keuangan pemerintah daerah disusun dengan asumasi
bahwa pemerintah daerah akan berlanjut keberadaannya dan
tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi dalam jangka
pendek.

Asumsi Keterukuran® Dalain  Satuan Uang (onetary
measurement).

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap
kegiatan yang diasumsikan dapat dinilaji dengan satuan uvang.
Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis
dan pengukuran dalarn akuntansi,



2. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN -

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran
normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi
schingpa dapat memenuhi tujuannya,

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif
yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dar;:rah dapat
memenuhi kualitas yang dlkehendah .

1) Relevan

2)

Laporan keuangan pcmenntah daerah dikatakan releva.n ape.bﬂa

informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi
keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantunya
dalamm mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, dan
memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi
hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian,

informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat.

- dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan harus: .

a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback wvoiue), arﬁnya'
bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat

informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk
menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya dimasa lalu;

b. Memiliki manfaat prediktif {predictive value), artinya bahwa
laporan keuengan harus memuat informasi yang dapat
membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang - .

akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa . .

kini; ' _ '

¢. Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah
daerah harus disajikan tepat waktu schingga dapat
berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan;

d. Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan
pemerintah daerah harus memuat informasi yang selengkap
mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang
dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan
memperhatikan kendala yang ada,

Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama
yang termmuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan
dengan jelas agar kekeliruan  dalam penggunaan informasi
tersebut dapat dicegah.

Andal -

Inlormasi dalam lapnraﬁ kcﬁéngan pemerintalh daerah harus = -
bebas dari pengertian yang menyesatkan - dan kesalahan

material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat
diverifikasi. Informasi akuntansi mungkin relevan, tetapi jika
hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka
penggunaan informasi tersebut berpotensi menyesatkan.
Informasi yang andzal harus memenuhi karakteristik:



: 1 Penygjian jujur, artm:,ra bahwa Iaparan keunangan pemenntah
- daereh harus memuat informasi yang menggambarkan
~dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnoya yang
scharusnya disajikan atau - yang secara wajar dapat
diharapkan untuk disajikan; - B :

2. Dapat diverifikasi (verifiability), ertinya bahwa laporan .
keuangan pemerinteh daerah harus memuat informasi yang
- dapat diuji, dan jika pengujian dilakukan lebih dari sekali -
oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap memm;ukkan
simpulan yang tidak jauh berbeda; :

3. Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan pemenntah
dzerah harus memuat informasi yang diarahkan untuk
memenmithi  kebutuhan umum da_u tldak br:rplhak pa-:la
kehutuhan plhak tertentu -

3) | Dapat leandmgkan

Informasi vang termuat dalam lapﬂran keuangan pemermtah
- daerah akan lebih herguna jika dapat dibandingkan dengan
" laporan keuengan periode sebelumnya atau laporan keuangan
pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat
dilakukan secara internal den eksternal. Perbandingan sccara

internal dapat dilakukan jika pemerintah daerah menerapkan -
kebijakan akuntansi yang  sama dari tahun ke tahun.

Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan jika pemerintah

daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi @

yang same. Jika pemerintah daerah akan menerapkan kebijakan

. gakuntansi vang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang

. sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi- harus
diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut. ~ °

.4} Dapat Dlpahaml :

- Informasi yang dlsajlkan dalam 1aporan kcuangan harus dapat -
dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan
. dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas
. pemahaman para pengguna - laporan. Untuk  itu, pengguna
laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas
kegiatan dan lingkungan operasi Pemerintah daerah, - serta
adanya kemauan pengguna laporan  untuk  mempelajari
informasi yang dimaksud. . . S

3. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN -

Prinsip akuntansi dan ﬁelapurah keuaﬁgan dimaksudkan schagai
ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara

- akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam - - '

melakukan Kkegiatannya,” serta oleh pengguna laperan dalam
memahami laporan keuangan yang disajikan. .

Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam a.kunta.nm
dan pelaporan keuangan pemermtah daerah: C
1) Basis akuntansi, _
2] Prinsip nilai historis;
. 3) Prinsip realisasi;
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S)
6)

8)

1)

Prinsip substansi mengungguli formal;
Prinsip periodisitas;

Prinsip konsistensi; :

Prinsip pengungkapan lengkap; dan
Prinsip penyajian wajar.

Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang chgunakan dalem laporan keuangan
pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan

- pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal

peraturan perundangan - mewajibkan disajikannya laporan
keuangen dengan basis kas maka entitas pemermt:ah daerah
wajib menyampaikan laporan demikian,

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diekul pada saat hak
untuk memperolek pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas
belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas
pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang

. mengakibatkan penurunan nilai  kekayaan bersih telah

terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas
Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti
bantuan pihak luarfasing dalam bentuk jasa disajikan pula di

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan

ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau

- pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada
- keuangan pemerintah daerah, bukan padae saat kas atau setara - .

2}

.:3]

- _kas diterima atau dibayar oleh kas daerzah.

Pnnmp Nilel Historis (Histerical Cost) .
Aset dicatat sebesar Jumlah kas dan setara kas yang dlhayar

~atan sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk

memeroleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat

. sebesar jumiah kas dan setara kas vang diharapkan akan

dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan
datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Pengpunaan nilai historis lebih dapat diandalkan dan pada
penilajian yang lain, karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi.
Dalam hal tidak terdapat nilai historis dapat dlg'unakan mlal

wajar asset atau kewajiban terkait. .

Prinsip Realisasi {Realization Principle)

Ketersediaan pendapatan (basis kas) yang telah diotorisasi
melalui APBD selama suatu tahun anggaran akan diganakan
untuk membiayai belanja dacrah dalam periode tahun anggaran
dimaksud atau membayar utang Mengingat LRA masih
merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan dan
belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan
telah menambah atau mengurangi kas. Prinsip layak temu
biaya-pendapatan (matching cost against revenue principle) tidak

“mendapatkan penekanan dalam akuntansi pemerintah daerah,

sebagaimana dlprakuldcam dalarn akuntansi komersial,

Su



4]

5)

6)

P:1n31p Substansi Mmglmgguh Formalitas {Substanoe Over Form
" Principle)

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk men}rajﬂcan dengan
wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan,

- maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan

disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan
hanya mengikuti aspek formalitasnye. Apabila substansi -
transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan

~aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan

den.gan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Prmmp Periodisitas {Penodmty Principle)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah daerah
periu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja
Pemerintah daerah dapat dinkur dan posisi sumber daya yang
dimilikinya dapat ditentukan, Periode utama pelaporan

. kenangan yang digunakan adalah tahunan. Namun pcrmdc
_bulanan, triwulanan dan semesteran juga dianjurkan.

Pnnmp Konsistensi (Consistency Principle)

Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian
yang serupa dari periode ke periode oleh pemerintah daerah
(prinsip konsistensi intermal}. Hal ini tidak berarti bahwa tidak
boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode

~alkuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat
. diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan

mampu memberikan informasi lebih baik dari metode vang

lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan

metode ini harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Kenangan.

Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure Principle)
Laporan keuangan pemerintah daerah harnis menyajikan secara

. lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan.

Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan

" dapat ditempatkan pada lembar muka (on the faﬂe'_l Iap-uran

- keuangan atau catatan atas lapnran keuangan. -

8)

Prinsip Penyajian Wajar (Fair Presentation Pnnmp!e] '

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan dengan
wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus
Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan
Keuangan, Fakior pertimbangan sehat bagi penyusun laporan
keuangan Pemerintah daerah diperlukan ketika menghadapt
ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian

- seperti itu  diakul dengan mengungkapkan hakikat serta -

- tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan - sehat dalam

penyusunan laporan  keuangan pemerintah  daerah.
Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat
melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastien sehingga
aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta
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kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah, Namun
demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak
memperkenankan, misaloya pembentukan dana cadangan
tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang
terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja
yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral
dan tidak andal.

4. KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap
keadaan yang tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam
mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam
laporan keuangan pemerintah daerah sebagai skibat keterbatasan
(limitations) atau karena alasan-alasan tertentu., Tiga hal yang
mengakibatkan kendala dalam mewnjudkan informasi aluntansi
dan laporan keuangan pemerintah daerah vang relevan dan andal,
yaitu: .

1.

Materialitas.

Laporan keuangan pemenntah daerah walaupun idealnya
memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat
infornasi vang memenuhi kriteria materialitas, Informasi -
dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan
atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat
mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan yang

dibuat atas dasar 1nfnrma51 dalarn lapnran keuangan pemenntah -

daerah. .
Perumbangan Blaya da.u Manfaat

- Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dala.m

laporan keuangan pemerintah daerah seharusnya melebihi dari
biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan terscbut. Oleh
karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah tidak
semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil
dibandingkan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi
biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang
substansial, Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh
pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin
jupa dinikmati oleh pengguna lain di samping mereka yang
menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi
lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurang biaya yang
dipikul.

Keseimbangan antar Karaktferistik Kualitatif,

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk
mencapai suatu keseimbangan yang tepat-di antara berbagai
tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi olch laporan
kcuangan pemerintah daerah. Kepentingan relatf antar
karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama
antara relevanst dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan
antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah

pertimbangan profesional
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H UNSUR LAPDRAN KEUANGAN

Laporan keuangan pemenntah daerah terdiri dari:

1. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas
. akuntansi berupa:

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)} SKPD;
Neraca SKPD;

Laporan Dperasmna.l (LOJ; -

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE]; dan
Catatan atas Laporan Keuangan {CalK) SKPD.

2.'Lapuran Keuangan yang dihasilkan oleh SKPKD sebagai EIltltaS
~ akuntansi berupa:

thoao o

Laporan Realisasi Anggaran [LRA] SKPKD;
Neraca SKPKD;

Laporan Arus Kas [LAK],

Laporan Operasional {LO);

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

~Catatan atas Laporan Keuangan (CalK) SKPKD.

3. Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan laporan |
keuangan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan herupa: -

. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan

SAL)
Nergca,

. Laporan Operasional (LOJ;
. Laporan Arus Kas (LAK);

Laporan Perubahan Ekultaé {LPE],
Catatan atas Laporan Keuangan {CalK).

Selain laporan keuangan pokok seperti discbut di atas, entitas
pelaporan wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi
akuntansi yang diwgjibkan oleh ketentuan peramran perundang-
-undangan [statutory reports).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a.

LRA SKPD/SKPKD/Pemerintah daerah merupakan laporan yang
menysjikan ikhtisar sumber, glokasi dan pemakaian sumber
daya keuangan yang dikelola oleh SKPD/SKPKD/Pemerintah

. daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran

dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan
realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang
anggaran dan realisasi SKPD/PPKD fPemerintah daerah secara
tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya
menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah

disepakati antara legislatif dengan eksekut:lf sesual peraturan
perundang-undangan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri dari
pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan. Masing-

- masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

1) Pendapatan LRA adalah penerimaan cleh Bendahara Umum
Daerah (BUD) yang menambah Baldo Anggaran Lebih dalam
periode tahun anggaran yang bersangkuian yang menjadi hak
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Pﬁ‘ﬂlﬁ‘ﬂﬂtah dacra.h daJ_'l tldak perlu dibayar kembsli oleh R ..

pemerintah daerah;

2) Belanja adalah semua pengeluaran oleh BUD yang
mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode anggaran
" bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh pemerintah daerah;

3) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang oleh suatu

entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan - lain, -

termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;

4) peinbiayaan (ﬁnanciﬁg} adalah setiap penerimaan/
pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih .

entitas yang perlu dibayar kembali danfatau yang akan
. diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan
maupun tahun-tahun anggaran berikuinya, yang dalam
pernganggaran pemerintah  daerah terutama dimaksudkan
untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat  berasal dari - S
pinjaman atau hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan @ - -
antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok - - - :

pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan
penyertaan modal oleh pemerintah daergh.

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.

LPSAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo

Anggaran Lebih tahun pelapora.n dlbandmgkan dengan tahun i

Eebclurnnya

3. NERACA

Neraca = menggambarkan posisi keuangan entitas pelaporan
mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu,
Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajjban, dan
ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut;

1)

2)

3

1)

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasal dan/atau 2
dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa

masa lalu dan darl mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di
masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah
daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk
sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan
jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang

. dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu

- yang penyelesajiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya

ekonomi pemerintah daerah.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah dar.rah yang -
merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah
Aset

&. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset -
adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan,
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2)

" b.

baik - langsung maupun - tidak lr-mgsung,' bagi kegiatan
operasional pemerintah daerah, berupa aliran pendapatan
atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah;

. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar.

Suatz: aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika

. diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki

untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas} bulan
sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan -

~ dalam kriteria tersebut . diklasifikasikan sebagai aset

nonlancar,

. Aset lancar meliputi:

- Kas dan sctara kas;

- Investasi jangka pendck,
- Piutang; dan

- Persediaan,

. Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang,

dan aset tak berwujud yang Qdigunaken baik langsung -
maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah -
atau yang digunekan masyarakat umum. Aset non lancar
diklasifikasikan menjadi; '
- Investasi jangka panjang,

- Aset tetap,;

- Dana cadangan; dan

- Aset lainnya;

. Investasi jangka pénjang merupakan investasi yang diadekan =
dengan makaud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan .- -
manfaat sosial dalam jangka wektu lebih dari satu periode - .

akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi
nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara
lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal
dalam proyek pembangunan dan investasi nonpermanen
lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal
pemerintah daerah dan investasi permanen lainnya; '

Aset tetap meliputi;

= Tanah;

Peralatan dan mesin;

Gedung dan bangunan;
Jalan, irigasi, dan jaringan;
Aset tetap lainnya;dan
Konstruksi dalam pengerjaan;

. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. -

Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan
aset kerja sama (kemitraany). . .

Kewajiban

a. Karakteristik esensial kcwa_uban adalah bahwa pemerintah

daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam
penyelesalannya mengakibatkan pengorbana.n sumber daya
ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan

~ tugas atau tangpung jawab untuk bertindak di masa lalu.
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Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain
karena penggunaan sumber pembiayaan . pinjaman dari -
masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah daerah
lain atau lembaga internasional, Kewajiban pemerintah daerah
juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja

pada pemerintah daerah atau dengan pemberi jasa lainnya.

¢. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai
konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan
perundang-undangan.

d. Kewajiban dikelompokkan ke dalam:

- Kewajiban jangka pendek -
Merupakan kelompok kewajiban yang diselesajikan dalam o
waktu kurang dari 12 {dua belas) bulan setelah tanggal
pelaporan.

- Kewajiban jangka panjang
Merupakan kelompok kewajiban wyang penyelesaiannya
dilakukan setelah 12 {dua belas) bulan sejak tanggal_.'

' pelapcran

3] Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah
pada tanggal laporan, Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo
ekhir laporan perubahan ekuitas '

4, LAPORAN OPERASIONAL (LO)

a. LO menysjikan jkhtisar sumber daya ekonomi yang menambah
ckuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah .
uniuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu
periode pelaporan;

b. Unsur yang dicakup dalam LO terdiri dari Pendapatan-LO, beban,
transfer dan pos-pos luar biasa, Maamg-maslng unsur dapat
" dijelaskan sebagai berikut: '

1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diadesi
sebagal penambah nilai kekayaan bersih;

2) Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui
sebagal pengurang nilal kekayaan bersih;

3] Transfer penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang darif )
pleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelapnran :
" lain termasuk dana perimbangan dan bagi hasil; -'

4} Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar
biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan
merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin
terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas yang'
bersmgkutan -
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3.

- b, Unsur yang dicakup dalam LAK terdiri dari penenrnaan dan. -

LAPORAN ARUS KAS (LAK) i

a. LAK ~merupakan lapc&ran yang menya_ukan informasi kas
sehubungan dengan ektivitas operasi, investasi, pendanaan dan
transitoris yang menggambarkan saldo- awal, penerimaan,
pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama
periode tertentu. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan
informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan
setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan
setara kas pada tanggal pelaporan;

pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagal
berikut: '

1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke

Bendahara Umum Daerah;

2) pengeluaran kas adalah semua aliran kas vang keluar dari
Bendahara Umum Daerah

LAPORAN PERUHAHAN EKUITAS {LPE}

LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun
pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK) |
CalLK menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang

- tertera dalam LRA, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, LO ,

LPE, Neraca dan LAK, CalK juga mencakup informasi tentang -
kebijakan akuntansi yang dipergunaken oleh entitas pelaporan dan - -

informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan

di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, serta ungkapan-

ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan

lgeuangan secara wajar. CalK mﬁngungkapkan hal-hal sebagai
erikut:

8. Mengungkapkan informasi umum entitas pelapﬂran dan entltas | } :

skuntansi; - !

b. Menysjikan informasi tentang kebijakan fiskal/ k:uangan,' |
ekonomi regional/ekonomi makro,

c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun
pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam
pencapaian target; :

d. Menyajikan informasi tentang: dasar penyusunan laporan
- keuangan dan kebijjakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk - !
diterapkan - atas transakm-transaksl dan kejadian-kcjadian S

penting lainnya;
e. Menyajikan rincian dan pen_]clasan masing-masing paos yang
disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan

Standar Akuntansi Pemerintzhan yang belum disajikan dalam
lembar muka laporan keua,ngan

& Menyadxakan informasi ~tambahan yang dlpEI‘lU.kHﬂ untuk

penyajian yang wajar, vang tidak disajikan dalam lembar muka
(on th,e face) laporan keuangan. !

| |
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I PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penctapan terpenuhinya ;.
kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan:

akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, -~ |

kewajiban,  ekuitas, pendapatan-LRA, |belanja, pembiayaan,
pendapatan-LO, dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan
keuangan : pemerintah daerah. Pengakuan diwujudkan dalam .

pencatatan jumlah uang terhadap pes-pes laporan keuangan yang

terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dlpenuhi oleh suatu kcjadlﬂn B.tau

periatiwa untuk diakui yaitu:

a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan
dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari
atau masuk ke dalam entitas akuntansi dan entitas pelaporan;

b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang
dapat diulour atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi'-_:
kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas.

1. Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi
Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar
manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian
derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang

berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan
. mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan - .
dalam . menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional

pemerintah “daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat
dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar
bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan
keuangan. -

2. Keandalan Pengukuran _
. Kriteria pengekuan pada umumnya didasarkan pada nilal uang

akibat = peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan
pengukurannya, Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada

hasil estirnasi yang layak. Jika pengukuran berdasarkan biaya dan
estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan
transaksl demikian cukup diungkapkan pada CalK. Penundaan
pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria
pcngakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak tcrjadl
peristiwa atau keadaan lain di masa mcndatang :

3. Pengakuan Aset

Aget diakui pada seat potensi manfaat ekonomi masa dcpaﬁ
diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atay biaya yang
dapat diukur dengan andal.

Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang
. atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk .
- mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnye dari -
entitas lain telah atau tetap masih tcrpenum dan mnilai klalm
tersebut dapat diukur atau diestimasi. :
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J.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah daerah antara -

- -lain bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan
.~ kekayaan daerah yang dipisahkan, transfer dan penerimaan
- pendapatan daerah lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti
" hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan
" tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atan

- instansi. Dengan demikian, titk pengakuan penerimaan kas oleh

pemerintah daerah untuk mendapatkan pengalkuan akuntansi
memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan
mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya
ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak diaku: jika pengeluaran

- telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin

diperoleh pemerintah daerah setelah pcnadc akuntansi be::[alan

. Pengakuan Kewajiban

. Kewajiban digkui _}ikﬂ. besar kemungkman bahwa pengeluaran" -
‘sumber daya ekonomi . skan dilakukan untuk menyelesaikan

kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas
kewajiban tersebut mempunyvai nilai penyelesaian- yang dapat
diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat
kewajiban timbul.

. Pengakl_lan Pendapatan LO dan Pendapatan LRA

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pe.ndapatan
tersebut atau ada aliran masuk sumberdaya ekonomi. Pendapatan
LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah

atau oleh entitas pelaporan.

. Pengakuan Beban dan Belsmja

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi
aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atan potensi jasa.

| Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening

Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan, Khusus pengeluaran

- melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat

pertanggung]awaban atas pengeluaran tersebut disahkan nleh umt
vang mempunyai fungsi perbendaharaan, o

' Pﬁngakuan beban pada pericde berjalan di Pemda Kabupaten :
Pringsewn dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada

saat diterbitkennya SP2D belanja dan Pertanggungjawaban (SPJ),

. kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban

pada saat penyusunan laporan keuvangan dilakukan penyesuaian.

PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai vang untuk mengakul dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah daerah.

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah daerah
menggunakan nilai perclehan historis. Aset dicatat sebesar
pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan

| ‘yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewsajiban dicatat
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sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah
daerah untuk memenuhi kewgjiban, -

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang
rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing herus
dikonversikan terlebih dahulu. dan dinyatakan dalam mata uang
Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral
yang berlaku pada tanggal transaksi.

DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN

L

2‘
3.

4.

10.

11

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian
yang mengatur keuangan negara;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah;

. Undeng-Undang Nomor- 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

‘Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar -
Akuntansi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelclaan _
Keuangan Daerah; :

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang

Penersapan Standar Akuntansi Pemenntahan Berbasis Akruzl pada
Pernerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam N'egf:ri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daersh;

. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan;
12,

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2022
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
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._BAB 1 :
KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

" A. PENDAHULUAN
1. Tujuan

b.

C.

a. Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur penyajian
laporan keuangan untuk tijuan umum {general purpose
financial statements) dalam rangka meningkatkan
keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran,
antar periode, maupun antar entitas akuntansi,

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini
menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian
laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan
perayaratan minirmim isi laporan keuangan,

Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrusl.
Pengakuan, pengukuran dan pengungkapan transalsi-
transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatar
dalam kebijakan akuntansl :,rfmg khusus. :

Ruang ngkup

Aa.

b.

.

Lapc:-ran keusmgan untuk tujuan umum yang dlsusun dan -
disajikan dengan basis akrual.-

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang
dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang
dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif,
lemmbaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau
berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, serta
pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat, Pemerintah
Provinsi). Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang
disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang
disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan
tahunan.

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan
entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas
pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Pringsewu, sedangkan
entitas akuntansi yaitu SKPD dan SKPKD dalam lingkup
Pemerintah Daerah, fidak termasuk perusahaan daerah,

Basis Akuntansi

a.

b.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan
pemerintah daerah yaitu basis akrual

Pemerintah Kabupaten Pringsewu menyelenggarakan akuntansi
berbasis akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran
berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan yang beriaku,



B. DEFINISI
Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan
Akuntansi ini dengan pengertian: -

. 1. Apropriasi merupakan anggaran ]raﬁg disetujui DPRD yang
'~ merupekan mandat yang diberikan kepada Bupati untuk

- melakukan pengeluaran—pengeluaran sesuai  tujuan yang o

- ditetapkan.

2. Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan aetara kas ..
pada Bendahara Umum Daerah. -

. 3. Aset adalah sumber daya ekonomi vang dikuasai dan/atau d1m111k1 a ;
' oleh pemerintah daerah scbagai akibat dari peristiwa masa lalu - -

dan deri mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan
diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat-
diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan
vang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum
dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah
dan budaya.

4. Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat
diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki -
untuk  digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau
digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hek atas kekayaan
mtelcktual :

S, Aset t:tap adalah aset berwu;ud yang mempunyai measa manfaat
' lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunskan dalam kegiatan
 pemerintah daerah atau dimanfastkan oleh masyarakat umum.

6. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh =
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat trensalksi dan peristiwa
itu terjadi, tanpa mf:mperhatikan saat kas atau setara kas diterima
atau dibayar. '

7. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa lanmya pada saat kas atau setara kas
diterima atau dibayar.

8. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat
berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban .

9. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Daerah yang mengurangi Salde Anggaran Lebih dalam periode
tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan dipercleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, .

'10. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung

kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat R

dipenuhi dalam satu tahun anggaran,

11.Ekuitas adalah kekaysan bersih pemerintah daerah yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

12.Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk mempercleh
manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalty, atan
manfaat sosial schingga dapat meningkatkan kemampuan
pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
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13. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap -
" saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
' 14.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang

ditentukan oleh Bendaharawan Umurn Daerah untuk mcnampung
. seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah,

15, Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya _
ekonomi pemerintah daerah. L

16, Laporan keuangan konsolidasian édalah suatu laporan kcuangan _

yang merupakan gabungan keseluruhan laperan keuangan entitas -~ -

akuntensi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelapcran tunggal.

. 17.Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang.' '
diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan. -

18. Mata uang asing adalah mata uang selain mata vang Rupiah.

19. Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikennya atau
salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau
penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan.
Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau
kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana
kekurangan aiau salah saji terjadi.

20, Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban -
antar pihak yang memM1 dan berkeinginan untuk melakukan .
transaksi wajar,

 21.Pembiayaan {financing) “adalah sctiap penerimaan yang peﬂu

dibsyar kembali danfatau pengeluaran yang akan = diterima- o

kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan meupun tahun-
tahun anggaranberikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah
daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau
memanfaatkan surplus anggaran.

22. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali :

23. Pendapatan-LRA adalah semusa penerimaan Rekening Xas Umum
Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemermtah _
dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

24, Penyusutan adalah adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu
aset tetap yang dapat disusutkan [deprecmb!e assets) selama masa_
maninat aset yang bersanglkutan. RO

25, Persediaan adelah aset lancar dalam bentuk barang atau _' g
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan
operasional pemerintah  daerah  dan  barang-barang yang
dimaksudkan untuk dijual dan/fatau diserahkan dalam rangkas
pelayanan kepada masyarakat.

26. Transfer adalah penerimaan f pengeluaran uang pemerintah daf:ra_h :
dari/kepada entitas pelaporan lain sebagai akibat ketentuan -
perundang-undangan. .
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27, Piutang transfer adalah hak pemerintah daerash untuk menerima

pembayaran dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun

. entitas pelaporan lain sebagm akibat peraturan perundang-
unda_ngan

28.Utang | transfer adalah kewajiban pemerintah daerah untuk
melakukan pembayaran kepada entitas lam sebagal akibat
ketentuan perundang—undangan

29.Pos luar biasa adalah pendapatan luar blasafbeban luar biasa
yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan
merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin
terjadi: dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas
bersangkutan

30. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan
uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung
seluruh penerimaan daerah den membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan. :

31. Saldo Angpgaran Lebih adalah gunggungan saldo ysmg berasal dari
akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan
tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

. 32. Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena pen_]abaran mata

uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.

33. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang
- siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko peruba.han .
nilai yang signifikan. '

34, Sisa lebih/ kurang pembla}'aan anggaran {SiLPA/ SJKF‘A] adalah
selisih lebih/kurang antara realisasi penerimsaan dan pengeluaran
APBD selama saty periode pelaporan.

35. Surplus/Defisit-LRA  adalah  selisih  lebih/ kurang antara
pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan,

36. Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan
beban sclama satu pericde pelaporan, setelah diperhitungkan
surplus/ defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

37, Tanggal pelaporan s.dalah tanggal hari terakhir dan suatu penode
pelapuran. . :

TUJUAN mpum KEUANGAN

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi
mengenal posisi kevangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih,
arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas yang
bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi
keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan
pelaporan  keuengan pemerinitah daerah adalah untuk menyajikan
informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk . .
menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daysa yang
dipercayakan kepadanya, dengan:
1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumher da}ra ekonomi,
kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah; :
2. Menyediakan infermasi mengenai perubahan posisi sumber daya
- ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah;



3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaarn
sumber daya ekonomi;

4, Menyediakan informasi mengenal ketaatan realisasi terhadap
anggarannya;

5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai
aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; _

6. Menyediakan informasi mengenal potensi pemerintah daera.h
untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

7. Menyediakan informasi - yang berguna untuk mcngevaluaal
kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya,

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna

mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan
sesual dengan anggaran; dan

2. Indikasi apakah sumber daya dlpcmleh dan dlgunakan sesuai
dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang dztetapkan oleh
DPRD. ;

Guna memenuthi tujuan umum ini, laporan keuangan menycdiakan
informasi mengenai entitas dalam hal;

a., aset;

b. kewajiban;

¢. ckuitas;

d. pendapatan-LRA;

¢. belanja;

f. pembiayaan;

g, saldo anggaran lebih:
h. pendapatan-LO

i. beban; dan

j. arus kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi
tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat
sepenuhnya memenuht tujuan = tersebut. Informasi tambahan,
termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama
dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lehih
komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama. satu
periode.

Pemerintah daerah menyajikan informasi tambahan untuk membantl.l
para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan
pengelolaan aset, seperi halnya dalam pembuatan dan evaluasi
keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi
tarnbahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcomes
dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan,
tinjanan pregram dan laporan lain mengenai pencapa:an kinerja

keua_ngan ent:ttas selama penode pelaporan., _ '

TAN GGUNG JAW&B PEMPDRAN KEUANGAN

Tangpung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada
pada pimpinan entitas, Tanggungjawab penyusunan dan penyajian
laporan keuangan pemerintah daerah berada pada Bupati,
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tanggungja:wab penyusunan dan pényajian laporan kéuanga.n SKPD ..

dan SKPKD berada pada kepala S8KPD dan PPKD.

E. KOMPONEN-KOMPONEN I.APORAN KEUANGAN

L

2.

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan
keuangan pokok adalah:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

b. Laporan Perubahean Saldc- Anggaran Lebih {LPSAL],
¢. - Neraca; :

d. Laporan Operasional [LD]

e. Laporan Arus Kas (LAK);

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CalK).

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh - -
setiap entitas, kecuali LAK yang hanysa disajikan oleh entitas yang

mempunyai fungsi perbendaharaan umum dan LPSAL yang hanya

_ disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yvang

menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan
keuangan, entitas pelaporan mengungkapkan semua informasi
penting baik yang telah tersaji maupun tidak tersaji dalam lembar
muka laporan keuangan. '

F. STRUKTUR DAN ISI

1,

Pendahuluan

Pernyataan kebijakan akuntansi ini mensyaratkan adanya
pengungkapan tertentu pada lembar muka (on the face) laporan
keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam
lembar muka laperan keuangan atau dalam CalK.

Identifikasi Laporan Keuangan

a Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas
dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yvang sama.

b. Kebijakan akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan
dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu
laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu,
penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi
yang disajikan menurut kebijakan akuntansi dari informasi
lain, namun bukan mempakan subyek yang. dlatur dalam
kebijakan akuntansi ini. :

c. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara

jelas. Di samping itu, informasi berikut bharus dikemukakan -

secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana
perlu untuk memperoleh pemahaman yang mcmada.l atas
informasi yang disajikan: :

1) Nama SKPD/SKPKD/pemerintah daerah.

2] Ca.lmpan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal
‘atau gabungan dari behcrapa entitas akuntanm
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3} Tanggal pelaporan atau periﬂde yang dicakup oleh laporﬁn -

~ keuangan, yang sesuai dengan kompnnenhkomponen
laporan keuangan, :

4) Mata uang pelaporan adalah Rupiah.,

5) Tingkat ketepatan yang digunakan dalam pen}ra_jlan angka-
- angka pada laporan keuangan.

Berbagai pertimbangan digunakan untuk pengaturan tentang

penomoran  halaman, referensi, dan susunan lampiran

sehingga dapat mempermudah pengguna dalam memahanu

laporan keuangan;

Laporan keuangan seringkaﬁ lebih mudah dimengerti bilamana
informasi disajikan dalam ribuan atau jutaan rupiah. Penyajian

.. demikian ini dapat diterima sepanjang tingkat ketepatan dalam

penyajian angka-angka diungkapkan dan mformam yang
relevan tidak hilang.

3. Permde Pelaporan
" a Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam

setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas
berubah dan laporan ]-:euangan tahunan disajikan dengan
suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu

" tahun, entitas mengungkapkan informasi berikut: |
. 1) Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun.
- 2) Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan

tertentu eeperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak
dapat diperbandingkan. -

Dalarn situasi tertentu suatu entitas harus mengubah tanggal
pelaporannya, tnisalnya sehubungan dengan adanya

- perubahan tahun anggaran. Pengungkapan atas perubahan

tanggal pelaporan adalah penting agar pengguna menyadari
kalau jumlah-jumlah yang disajikan untuk periode sckarang
dan jumlah-jumlah komparatlf tidak dapat d:perbandmgkan '

4. Tr:pat Walktu

" Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana lapnran hdak

tersedia bagl pengguna dalam suatu periode tertentu setelah
.. tanggal pelaporan. Faktor-faktor vyang dihadapi - seperti
. kompleksitas operasi suatu entitas pelaporan bukan merupakan .

alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu.

5. Laporan Realisasi Anggaran {LRA}

a8 LRA mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah

b.

yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggtmaan
sumber daya ekonomi yang dikelola . oleh
SKPD/ SKPKDfPemenntah daerah dalam satu pennde

- pelaporan,

LRA menyajikan selmr:mg kurangnya. unsur-unsur sehagm
berikut: . .

1) pendapatan-LRA; _
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< 2) belanja;

3) surplus/defisit-LRA; _
4) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran,

- LRA SKPKD dan pemerintah daerah menyajlkan sr:kursmg-

kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

| a) pendapatan-LRA;

b) belanja; -
¢} surplus/defisit-LRA;
d) pembiayaan;

€] sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

LRA menggambarkan perbandingan antara a.nggaran dengan
reahsasmya dalam satu periode pelaporan, I

LRA dijelaskan lebih lanjut dalam CalX. Penjelasan tersebut

memuat hal-hal yang mempengaruhl pelaksanaan anggaran’
seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya
perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya,
serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang
dianggap perlu untuk dijelaskan.

Pengaturan lebih lanjut tentang LRA dan pengungkapannya
diatur dalam kebijakan akuntanm laporan realisasi anggaran.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

LPSAL menyajikan secara kcmparatlf dengan periode sebelumnya
- pos-pos berikut:

Saldo Anggaran Lebih Awa.l

penggunaan saldo anggaran lebih; :
sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan;
koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya.. dan
lain-lain;

saldo anggaran lebih akhir.

Disamping itu, entitas pelaporan meyajikan rincian lebih lan_]ut
dari unsur-unsur yang terdapat dalam perubshan LPSAL dalam
CaLK, '

.. ? Nerar.a

a.

Neraca menggamharkén .'.ﬁosisi keuangan suati entitas
akuntans] maupun entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban
dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Nilai ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan

- selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas pada neraca adalah sama dengan saldo ckuitas
pada LPE.

Neraca menyajikan secara komparatif dengan permde
sebelumnya pos-pos berikut: :
1) kas dan setara kas;

2} investasi jangka pendek;
3) piutang pajak dan bukan pajak;
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4) persediaan; .

5) investasi jangka panjang;

6) aset tetap;

7) aset lainnya;

8) kewsjiban jangka pendek; "

9) kewajiban jangka panjang; dan

. 10) ekuitas. : A
Pengaturan lebih la.n_]ut tentang neraca dan peng‘ungkapannya L

diatur dalam kebijakan akuntansi neraca.

- 8, Laporan Arus Kas

.

LAK men}'ajikan'infunnasi mengenai sumber, penggunaaan- SN

perubshan kas dan setara kas selarna satu periode akuntansi
dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan
arus kas disusun dan disajikan oleh PPKD sebagai unit yang
mempunyai fungsi perbendaharaan umum;

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan
aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris;

Penyajian LAK dan pengungkapan yang berhubungan dengan

arus kas diatur lebih lan_lut dalam kebijakan akuntansi tentang - '

laporan arus kas.

9. Laporan Operasional

&,

b.

Laporan finansial mencakup laporan operasional yang a
~ menyajikan pos-pos sebagai berikut:

1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasicnal;

2) Beban dari kegiatan operasional;
- 3) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Qperasional, hila ada:

4] Pos luar biasa, bila ada;dan
5) Surplus/defisit-LO. _ - B
Penysjian LO secara rinci diuraikan delam Kebijakan .
Aluntansi Laporan Operasional.

10, Laporan Perubahan Ekuitas
a. LPE sekurang-kurangnya menyapkan pos-pos:

1) Ekuitas awal; |
2] Surplus/defisit-LO pada pcnnde bcrsanglcutan,
3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/me ng‘urangl

ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif o
yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan - R '

koreksi kesalahan mendasar misalnya;

'a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan }'ang
:  terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan o

b) perubshan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap
4} Ekuitas akhir. -

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian
lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LPE dalam
Call.
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11. Catatan atas Laporan Keuangan
a. Struktur

1)

2)

3)

4)

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memaharm dan -
membandingkannya dengan laporan keuangan entitas .
lainnya, CaLK mengungkapkan hal-hal sebagat berikut:

a) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Enhtas L

Akuntansi.

b) Informasi tenténg kebl_]akan ﬁskal;‘keuangan, ekonomi '

regional/ekonomi makro.

¢) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan sclama . tahun

pelaporan, berikut . kendala dan hambatan yang
dihadapi dalam pencapaian target.

d} Inforrnasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan
dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk -
diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-
kejadian penting lainnya.

¢] Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang
disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

f) Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian

yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka
laporan keuangan.
CalK disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam LRA,

LPSAL, Neraca, LO, LAK dan LPE harus mempunyai
referenai silang dengan informasi terkait dalam CaLK.

CaLK meliputi penjelasan atau daftar terincl atau analisis
atag nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL,

Neraca, LO, LAX dan LPE, Termasuk pula dalam CalK . |

adalah penyajian . informasi yang diharuskan dan -
dianjurkan oleh kebijakan akuntansi pemerintah daerah ini
serta . pengungkapan-pengungkapan lainnya yang
dipertukan wuntuk penyajian yang wajar atas laporan -
keuangan, scperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-
komitmen lainnya. :

Dalam keadaan tertentu masth dimungkinkan untuk
mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam
CalK. Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian
nilai wajar dapat digabungkan dengan informasi jatuh
tempo surat-surat berharga.

b. Penysjian Kebijakan-kebijakan Akuntansi

1)

Kebuakan akuntansi pada CalK menjelaskan hal-hal
berikut ini:

&) Dasar pe.ngukuran yang dlglmakan dalam penm.lsunan

leporan keuangan; -

b) Sampal sejauh mana kebljakan -kebijakan akuntanm

- yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa
transisi kebijakan akuntansi diterapkan oleh suatu
entitas akuntansifentitas pelaporan; den

| ¢} Setiap kebijakan akuntansi tertenta yang diperlukan

untuk memahami laporan keuangan.
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3)

4)

5)

Pengguna laporan kenangan perha mengetahui basis-basis
pengukuran yang digunakan sebagal landasan dalam
penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis
pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan
keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup

- memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewaliban =

yang menggunakan basis pengukuran tersebut,

Dalam menentukan apakah suatu kebljakan akuntansi

periu diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan

apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna

untuk memaharni setiap transaksi yang tercermin dalam

laporant keuangan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang

perlu  dipertimbangkan untuk disajikan dalam Calk

meliputi, tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai ‘bcnkut

a) Pengakuan pendapatan-LRA;

b} Pengakuan pendapatan-L0;

¢) Pengakuan belanja;

d} Pengakuan beban;

e} Prinsip-prinsip penyl.lsunan laporan kunsohdasmn*

) Investasi;

g} Pengakuan ~dan penghentian/penghaspusan  aset
berwujud dan tidak berwujud;

h) Kontrak-kontrak konstruksi;

i) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;

j] Kemitraan dengan pihak ketiga;

k) Biaya penelitian dan pengembangan;

) Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk
dipakai sendiri;

m) Dana cadangan; '

n} Penjabaran mata nang asmg dan lindung nilai

Setiap  entitas akuntansu'entltaﬂ pelaporan  perlu
mempertimbangkan sifat kegiatan-kegiatan dan kebijakan-
kebijakan yang perlu diungkapkan dalamn CalK. Sebagai
contoh, pengunpgkapan informasi untuk pengakuan pajak,
retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib (non
reciprocal revenue), penjabaran mata uang asing dan
perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.

Kebijakan akuntansi bisa menjadi signifikan walaupun nilai
pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan
sebelumnya tidak material. Selain itu, perlu pula .
diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipililh dan
diterapkan yang tidak diatur dalam Kebijakan ini,

Pengungkapan- Pengungkapan Lainnya
Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini |
apablla belurn diinformasikan dalam bagian meanapun dari

laporan keuangan, yaitu:

1)
2)
3)

domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta ]UflSdlkSl
dimana entitza tersebut beroperasi,

‘penjelasan mengenal sifat operasi entitas dan kegiatan

pokoknya.:
ketentuan pcrundang—undangan yang menjadi landasan
kegiatan operasionalnya.
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BAB I
KEBLJAKAN AKUNTANS]
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS

-~ A. PENDAHULUAN

1.

' LRA menyediakan informasi yang be:rguna dalam mcmpredlksl

Tu]ua.n

a. Tujuan Kebljakan Akuntanm atas LRA adalah menetapkan'
dasar-dasar penyajian LRA Pemerintah Kabupaten Pringsewu
dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan
inforrnasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding di
tingkat SKPD, SKPKD dan Pemerintah Daergh, Perbandingan
antara angearan dan realisasinya menunjukkan tingkat
ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif
dan eksekutif sesuai dengan peraturan daerah.,

Ruang Lingkup

a. Kebijakan akuntansi LRA ini diterapkan dalam penysjian LRA
yang disusun oleh SKPD, SKPKD dan Pemerintah Daerah, tidak
termasuk perusahaan dacrah,

b. Kebijekan ini diterapkan dalam penyajlan LRA yang

disusun dan dlSEl._]lkELtl dengan menggunakan akuntansx |
. berbasis kas. :

Manfaat Laporan Realisasi Anggaran

LRA menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA,
belanja, surplus/defisit-LRA  dan pembiayaan dari entitas
akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang masing-masing
diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna
bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan
mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, altuntabilitas dan
ketaatan entitas akuntansifentitas pelaporan terhadap anggaran
dengan: _

a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan

penggunaan sumber daya ekonorni;
b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara

menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja
pemerintah daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas

penggunaan aAnggaran,

- sumber daya ekonomi yang akan diterimma untuk mendanai kegiatan

pemerintah daerah dalam : periode mendatang dengan cara -
menyajikan laporan secara komparatif. LRA dapat menyediakan =~
informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan . -

dan penggunaan sumber daya ckonomi:

a. telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan hemat;
b. telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya {APBD); dan
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¢. telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

B. DEFINIS! ‘
Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan
Akuntansi ini dengan pengertian:

1.

10.

Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan
pencatatan secara netto penerimaan sctelah dikurangi pengeluaran
pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan
pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara
penerimaan dan pengeluaran.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas
diterima atau dibayar.

Belanja adalah semua pengeluaran dan Rekening Kas Umum
Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun
anggaran bersangkutan yang tidak akan d1pemleh pembayarannyea.
kembali oleh pemerintah daerah. .

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mcﬁampung
kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat
dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung
seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah
dan tidak perlu dibayar kembali oleh pernerintah daerah,

Transfer adalah penerimaan/ pengeluaran uang dari suatu entitas
pelaporan darif/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana
perimbangan dan dana bagi hasil. .

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-
tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah
daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau
memanfaatkan surplus anggaran.

Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau
sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah, :

Rekening Kas UJmum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan
uang daecrah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran

- daerah pada bank yang ditetapkan.

11.

12.

Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan
dan belanja selama satu pericde pelaporan. _

SILPA/SIKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi
pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran
pembiayaan dalan APBD selama safu periode pelaporan.,
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13. Saldo Anggaran Lebih adalah gungoungan saldo yang berasal dari
akumulasi SiLPAJSiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan
tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

STUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN _

1. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi
pendapatan -LRA, belanja, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan,
yang masing-masing d;perhandmgkan dengan angparannya dalam
satu pericde.

2. Delam Laporan Reallsam Anggaran harus dudenr_lﬁkamkan secara

. jelas dan diulang pada setiap halaman Ilaporan, 311{9. dianggap
perly, informasi berikut: = = -

a. Nama SKPD/SKPKD/ pemenntah daerah
periode yang dicakup, )

mata uang pelaporan yaitu Ruplah dan
satuan angka yang digunakan. -

anw

PER]DDE PELAPDRAN

LRA disajikan sekurang- kurang,n}ra sekali dalsu:n setahun. Dalam.
situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan.LRA

tahunan disajikan dengan suatu pericde yang lebih panjang atau .-
- pendek dan satu tahun cntltas mengungkapkan mforrnam sr:bagal C

- berikut: :
1. alasan penggunaan permde pelapnran tidak satu tahun

- 2. fakta bahwa Junﬂah -jumlah komparatif dalam Laporan Reahsasz. 3 i
: Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan, . . - . '

TEPAT WAKTU '

1. Manfaat LRA berkurang _]lka laporan tersebut udak terse-:l:la tepat '
pada waktunya. = Faktor-faktor . seperti kompleksitas operasi
pemerintah daerah tidak dapat dijadikan pembenaran atas .
ketidakmampuan entitas pelapnran untuk menyajikan laporan
. keuangan tepat waktu.

2. Pemerintah Daerah sebagai entitas pelapura.n men}ra_]lkan LR&_
selambat-lambatnya & (enam) bulan setelah berakhimya tahun
anggaran. Entitas akuntansi menyvajikan LRA selambat-lambatnya
2 {dua) bulan setelah berakhimya tahun angearan. -

ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. LRA disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbaga.t

unsur pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan yang
diperlukan untuk penyajian yang wajar. -

2. LRA menyandingkan  realisasi ptndapatan—LRA belanja,
surpius/defisit-LRA dan pembiayaan dengan anggarannya

3. LRA dijelaskan lebih lanjut dalam CaLK.

4, LRA. sckumng—kurangnya mencakup pos-pus Stbagﬂ.l bcnkut.
a. Pendapata.n-LRA
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Bcla:l_]a,

Surplus/ deﬁmt—LRA _

Penerirnaan Pembiayaan; -

Pengeluaran Pembiayaan; .

Pembiayaan Netto; dan™

.Sisa lebih/kurang pcmbla}*aan anggaran (SiLPA/SIKPA),

G. INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN REALISASI
ANGGARAN ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1‘

3.

Entitas akuntansi/pelaporan menyajikan klasifikasi ' pendapatan
menurut jenis pendapatan-LRA dalam LRA. Rincian lebih lanjut
jenis pendapatan disajikan pada CalLK.

Poa pendapatan yang disajikan dalam LRA berdasarkan kelompok
pendapatan sampai pada kode rekening jenis pendapatan, seperti:
pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi  daerah,
pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Entitas akuntansi/entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja
menurut jenis belanja dalam LRA. Pada laporan entitas pelaporan,
klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam CalLK.
Klasifikasi belanja menurut fungsi dlS&]lk&I‘l dala.m catatan atas
laporan keuangan. :

H. AKUNT.&NSI FENDAPATHN LRA

I1l

Transfer masuk adalah penenmaan uang dari entitas p:lapnran'
lain, misalnya penerimaan dana penmbanga.n dari pemerintah

- pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi,

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto,
yeitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat
jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto
(biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak
dapat dianggarkan terlebih dahuhi dikarena proses belum selesai,
maka azas bruto dapat dikecualikan.

Dalam hal badan layanan wumum, pcndapafa.n &iakui dengan
mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai
badan layanan umum.

Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang
(recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode
penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukuksan sebagai
pengurang pendapatan-LRA. -

. Koreksl dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-
. recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada

periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang SAL pada
periode ditemukannya koreksi dan pengembaliantersebut.

" Akuntansi .pendapatan—LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan .
pertangeungjawaban sesuai ' dengan ketentuan dan untuk @
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- keperluan pengendallan bag1 manajemen Pemerintah Kabupaten
_ Pringsewl.
8. Penyajian dan pengungkapan Pendapatan-LRA diatur lebih la,n_lut
dalam Kebuakan Akuntansi Pendapatan -LRA,

L AKUNTANSI BELANJA
1. . Belanja diakui pada saat teuadmya pengeluaran dari Rekenmg Kas
. Umum Daerah. _
2 Belanja diklasifikasikan menurut Kklasifikasi ekonomi {jr:nis :
. belanja), organisasi, dan fungsi. '

3. - Penygjian dan pengungkapan diatur lebih lanjut dalarn Kebljakan
: Akuntansl Belanja.

J. TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

 Transaksi dalam mata uang asing harus dibukuken dalam mata uang |
rupiah dengan menjabarkan jumlzh mata uang asing tersebut
menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. :

K. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. Entitas akuntansi danjatau pelaporan menyajikan LRA sesuai
format mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 20190
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai laporan
keuangan pokok dengan memperhatikan format permendagri

- nomor 77 tahun 2020 tentang pcdnman tekhnis pengelolaan_ o

- keuangan daerah, .
- .2. Contoh format LRA menurut Peraturan Pemenntah Nnmur '?1'
tahun 2010 adalah sebagai berikut: Lo

PEMERINTAH EABUFATEN PRINGBEWU
BEPD corierrsrrsrnen
LAPORAN REALIBABI ANGGARAN FPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
. URTUK TAHUN TANG EERAKHIR SAMPALI DENGAN 31 DESEMBRR 20X1 DAN 20X1

Angwarw nl Realiva si Realisawi
No. : Uraisa Jux: | 20x1 | * 200

PENDAPATAN

PENDAPATM ASLI DAERAH

Psndagatnn pa_,lak daerah

Pendapatan haail pmgclolaanKekayaan deereh
- yang Dipisahlan
& Lain-lain Pendupatun AsliDeerah yang Sah
T Jominh Pendspatan Asl Dacrah {3 s.d. 5)
B

JUMLAH PENDAPATAN (7)
9 | BELANJA

IR NIRRT I

10 | BELANJA OPERASI

11 Bl:]u.rut. Pegavwnl

13 | Belanja Hibah

14 | Belanja Bannuan Sosial

15 Junilah Belanja Operand (E1 s.d 14
16 { Belanja Modal

17 | Belanja Modai Tanah

18 E.elan,;a. Mudn.l Peralatan dan Mesin

Clar



.20 | Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan

21 | Belanja Modal Asst Tetap Lainnya

u o et ek b

22 | Belanja Modal Aset Lainnya

23 Jumish Belanja Modal (1T s.d. 22)

24 JUMLAH BELANKJA {15 + 23}

25 | BURPLUS/DEFISIT [5-14)

PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

sm EREEgERERRY

LAPDRAH REALIBAEI ANGGARAN PEHDAPAT&H DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUH YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMEBER 20X1 DAN

20X0
' P —— Realisnsi
Ho. Tralan 20%1 20x1 20X
1
| 2] PEHDHP&TAH ASLI DAERAH
3 Pandapalan Pajak Daergh
| 4 Pendapatan Retribus{ Daerah
s Pendapatan Hasil ngclulaan Kekayaan Dasrah
yangDipisahkan
6 Lain-lain PAD yang Sah :
7 Jumlah Pendapaten Aali Dacruh 3 5.d. 6)
-] PENDAPATAN TRANBFER
9 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA
PERIMBANGAN
10|  DanaF Bayi Hasil
11| Dena Alokasi Umum
12| Dana Alokasi Khusus. Figil
13 Dana Alokasi Khusus-Non Fisik
14 Jumlah Peodapatan Tranafer Datus Perimbangan
{10 5.d.13)
15 TRARSFER PEMERINTAH PUBAT - LAINNYA
16 “Dana Insentif Daerah ’
17 Dene Ctonomi Khusua
18 Dena Keistimewaan - N
19 Deana Desa
20 Jumlph Pendapaten Tranefer Lainnya {16 0.d.19)
21 PENDAPATAN TRAN BFB_R__MTAR DAERAH
22 Pendepatan Bagi Hasil
23 Bantuan Keuangan
o4 Jomiah Pendepatan Transfor Antwr Daarah
i22+23)
25 Total Pendapaten Transfer (14+20+24)
26 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG AR
ST Pendapaion Hibah
|28 f’;ﬂdapatan Dana Darurat
29 Pendapatan Lainniys
30 Jumlah Lain Lain Pendapatan Dasrah yang Sab
(27 =.d. 20}
31 JUMLAH PENDAPATAN |T+25+30]
J2 | BELANJA :
33| _Belanja Opernsi ]
34 Belanja Pegawai .
35 Belania Baratg dan Jasa
[ 36 Bunga -
(a7 ] Bubsidi -
38| Hibah

L




Bentuan Sosinl

40 Jumlah Belanjs Operasi {34 8.4.39)
41| Belanj Modal
42 Belanja Modal Tanah
41 Belunja Modal Peralatan dan Mesin
44 Belanja Modal Gedung dan Banpunan
45 Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan
46 | Belanja Modal Azet Tetap Lainnyz
47 Belanja Modal Aset Lainnya
48 Jumlah Belanjs Modnl {42 5.d. 47}
49 | Bolanja Tuk Terdupa
54 Belanja Tak Terduga
51 Jumlah Beisnjas Tak Terduga
|52 | Belanjs Truosler
S3 | Beclania Baniuan Keuangan antar Dacrah Kab/Kota
(54| Belanje Bantuan Keuangan Kab/Kota ke Daerah
Provinsi
&5 Belanja Bentuan Keuangan Daerah Provinsi atau
Kab/Kota kepada Desa
56 Jumish Belanja Transfer (53 s.d. 55]
&7 JUMLAH BELANJA (40+48+31+56)
58 SURPLUB/DEFISIT {31-58)
59 | PEMEIAYAAN
&0 Pencrimann Pembisyran
§1 |  Penggunaan SiLPA
62 Pencairan Dana Cadangan
&3 Hasil Peﬂjualﬂ.n Kelayran Deerah yang D1p1,sahkan
ge | Penerimaen Finjaman Deerah - Pemermta.h
Puasat
65 Penerfmaen Finjaman Daerah - Pemerm tah
Daerah Lal
66 Penerimean Pinjam.an Daerah - Lembaga Keuangan
Bank
57 Penerimsan Figjaman Daerah - Lembaga Keuangan
Bulkan Bank
sal Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat
{Obligasi Daerah)
69 | Penerimasn Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
T0 Penerimaan Pembiayaan Lainnys
Tl Jumlnh Penerimaan Pembiayaan (61 s.d. 70)
72| Pengeluaran Pemblayaan
73 Permbentukan Dana Cadangan
74 Penyertean Modal Pemerintah Daersh
| 75 Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat
76 Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain
iy g:;:lazayarﬂ_n Pinjaman dar Lembaga Keuangan
78 Pembayaran Pinjaman darn Lembaga Krnangan
Pubsan Bank
79 Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat [Obligasi
Dacrah]
B Pemberian Pinjaman Daerah
81 Pcngeluamn Pembipyasn Lammys
a2 Jumlah Pengelosrun Pembisyeens (73 a.d. B1)
-k Fembiayean Neto (71-83)
Bisa Leblh Fembinyaan Anggmrun {833+8:1)

as




FEMERINTAH EABUPATEN FRINGSEWU
LAFORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YARG BERAKHIR SAMPAI DERGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Anggaras [Roalisasi Reailaaa]
XO. URAIAN zox1| 2ox1| 0%} | zoxo
1 | FENDAFATAR
2 | PENDAPATAN ASLI DAERAH
3 Pendapatan Pajak Daerah
4 Pendapamn Retriimasmt Daerah
5 F-:_tn:dapata_n Hasil Pengelolaan Keknyaan Daerah yang
Dipisahken
) Lain-lain PAD yang sah
7 Juminh Pendapatan Asli Daerah {3 n.d. 6)
8 | FENDAPATAN TRANSFER .
5 TRANSFER PEMERINTAH FUBAT - DANA
PERIMBANGAN )
10 Deanea Begi Haszil Pajak
11 Dana Ba.gi ‘Hasil Sumber Daya Alam
12 Dana Alokasi Umum
13 Dana Alokesi Khusuas
14 | Jamlah Pendapatsn Transfer Dana Perimbangen (10 ».4.13)
15 TRANSFER PEMERINTAH PFUSAT - LAINNYA
14 Dane Insentif Daerah
17 Dane Otonomi Khusus
18 Dane Keistimewaarn
19 Dana Desa
20 Jumlgh Pendapatan ‘Transfer Lainnya (16 a.d. 19)
21 PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DARAH
22|  Pendapatan Bagi Hasil IR
i 23 Bantuan Keuangan
24 Jomiah Pendapatan Transfer Antar Daerah
(22 =.d 23)
o8 Total Pendapatan Transfor [14+20+24]
B 26 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
27 Pendaprtan Hibeh
28 Pendapaien Dana Darurat
29 Pendapatan Lainoya
a0 Jomlah Lain-lain Pendapatan yang Bah (26 5.d. 28)
31 JUMLAH PENDAPATAN (28+30))
32 | BELARJA
33 | BELANJA GPERAMI
34 Belanja Pegawai
—Eg-.-ﬂ.ﬁélanja Barang dan jasa
S0 Bclanja Bunga
37 Bclanja Subwidi
a8 Belanja Hibah
a9 Brlanja Bantuan Sosial
40 Jumlah Belanjs Operasl (34 s.d. 39)
41 BELANJA MODAL :
42 EBelanjs Modal Tanah
43 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin
44 Belanjs Modal Gedung dan Bangunan
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Belanje Modal Jelan, Irigesi dan Jaringan

46 Belanjs Modal Aset Tetap Lainnya

47 Belenja Modal Aset Lainnya

48 Jumlah Belanjn Modal (42 s.d. 47)

49 | BELARNJA TAK TERDUQGA

50 Belanja Tak Terduga

51 Jamiak Belanja Tak Terdugs {S0)

52 BELANJA TRANSEFER

53 Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kab/Eota

54 Belanjs Bantuan Keuangan Kab/Kota ke Daerah
Provinai

&3 Bclnnjn Baniuan Keuangan Daeranh Provnsl atau
Kab/Kota kpd Desa

56 Jumiah Belanin Transfer (33 £4.55)

LY JUMLAH BELANJA { 40+48+31+36)

58 SURPLUS/DEFISIT |31 - 67)

59

60 | PEMBIAVAAN

&1 PERNERIMAAN FEMBIAYAAN

62 Penggunaar SiLFA

63 Pencmran darm Cadangan

| 64 Hapil Penjunlnn Kekayaan Daerah yang Dlpisahlrmn

&5 Penerimaan Pinjaman Daersh - Pemerintah Pusat

&6 Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemenntah Daerah
Leinnys -
Penerimaan Finjeman Daereh - Lembaga Keuangan

87 | Bank

68 Penterimaan Pinfaman Deerah - Lembaga Keuangan
Bukan Bank

69 Penerimasn Pinjamen Deerah - Masyara.kat {Obligasi
Daesrahi]

Fa - Pinjamean Dealam Neger - I"f‘ifnya

71 Penjerimesn Kembali Pemberian Pirgaman Daeah

i) Penerimaan Pembiayaan Lainnya

73 Jumlah Pensrimaan Pemblayaan {62 s.d. T2}

T4 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

T3 Pembentukan Dane Cadangan

75 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

77 Pembaysran Pm_]amem dari Pemerintah Pusat

8 Pembayaran Pm,iam.an dari Pemerintah Daerah
Lainnya
Pembayaran Pinjaman daeri Lembaga Kewangan Bank

80 Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Kenangan
Bukan Bank

81 Pembayaran Pinjaman darn Masyaralae {Obligas
Datrah]

a2 Pemberian Pinjaman Daerah

a3 Pengeluaran Pembiayean Lammys

B4 Jumilah Pengojuiran Fembinyaan (75 ad. 83|

a5 FEMBIAYAAN NETOD |73 - 84

BS Bisa Leblh Pembizsysan Anggaran (58 + BS5)
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BABII . .
- KEBLJAKAN AKUNTANSI . S
mpnmm PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

| "A” P'END'AHULUAN_‘
‘1. Twjuan

- a - Tujuan kebuakan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Le:blhl L
. (SAL) adalah menetapkan dasar-dasar penyajian LPSAL dalam

rangka memenuhi tujuan . akuntabilitas dan - ketaatan
- sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan.

b, Tujﬁan pelapni"an LPSAL adalah memberikan informasi tentang -

- saldo anggaran lebih awal, mutasi perubahan salde anggaran
lebih, dan saldo anggaran lebih akhir secara kumparatlf dengan -

. periode sebelumnya. ..

2. Ru,ang ngkup

" Kebijakan - alcu_nta_nm LPSAL h.a.a.nya ﬂisajﬂcan “oleh _.Eﬁtita.s
pelapnra;n ' L T T s

B. DEFINISI

. Berikut adalah 1$tllah 1stllah yang dlglmakan dalam kEhljakan S

- -_-'_akunt.ans:L ini dengan pengertian:

L

* Surplusfdefisit adalah selisih lf:bz_‘rlj kurang antara pew:iapatan dan T
- belanja sclama satu pcnudc pelaporan. - R

.. SiLPA/SIKPA adalah” selisih “lebih/ kurang antara reallsas.l_i'. S
penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu permde pelaporan. - U

.. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari ST B
. akumulasi SILPA/SIKPA tahun-tahun anggaran sebelumn}ra dan L

L tahun bclja.l:an serta pcn}rtsuman lain vang d1perkenankan

C." STUKTUR LAPORAN PERUEMAN SALDD ANGGARAN LEBIH -

1. LP3AL men}rajlkan secara knmparat.lf dengan pcnode sebelumnj,ra_'?:'."":' e

e P T

pus-pns berikut: -

" Saldo Anggaran Lebih awal _

. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih. : '

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tﬂhl.'ll'l berjalan
Koreksi Kesalahan Pemhukuan tahun Sebelumnya
Lain-lain. i - :

Saldo Anggaran Leblh Akhlr

' Lapﬂran Saldo  Anggaran Lehih I‘ﬂEﬂ}’&JlkEn mfnnnas1 mengenal S
perubahan kenaikan atau penurunan saldo SiLPA atau SlKFA pada . . 7
_tahun pelapnran dlhandmgkan tahun sebelumnya. - R

' Di samping itu, entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut
. dari unsur-unsur yang terdapat dalam LPSAL dalam CalXK,



D.

FORMAT LAPORAN SALDQ ANGGARAN LEBIH

1. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah dan Pemerintah Daerah
sclaku entitas pelaporan yang menyajikan laporan keuangan

konsolidasian,

2. Format LPSAL mengacu pada format perubahan SAL menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan, namun demikian format tersebut dapat
diubah sesuai kebutuhan apabila ada transaksi-transaksi vang

belum terakomodir dalam format laporan tersebut

3. Contoh format LPSAL menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah

sebagaiberikut:

PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Untuk Tehun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

URAIAN

=
o

20X1

20X0

Saldo Anggaran Lebih Awal
Pengeunaan SAL acb&.ga.l Pen.emnaan Pemhmyaan Tahun
Berjnlan
Subtotal (1 « 2}
Sisa Lebih/Kurang Pemblag;aa.n Angga.ran (SILPAS SlKFA}
Subtotal (3 + 4} : -
Horelesi Kesalahan Pcmhlﬂﬂlan Tahun Sebelumn}ra
Lain-lain . :
Haldu Anggaran Lebih Akhir [5 +6+7)

o =~ Ch h B G B e
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BABIV
KEBIJAKAN AKUNTANSI
NERACA

A. PENDAHULUAN

1.

2.

Tujuan

a. Tujuan kebijakan akuntansi neraca adalah menetapkan dasar-
dasar penyajian neraca untuk entitas akuntansi dan entitas
pelaporan pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan
akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan;

b. Neraca menggambarkan - posisi keuangan suatu entitas
akuntansifentitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan
ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Ruang Lingkup

Kebijakan akuntansi ini dltampkan dalam penyapan neraca yang
disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasia
akrual untuk tingkat SKPD, SKPKD dan Pemerintah Daerah, tidak
termasuk perusahaan daerah. | :

B. DEFINISI* - |
Dalam kebijakan akuntansi ini yang dimaksud dengan:

1.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki

 oleh pemerintalh daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu

dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau scsial di masa depan
diharapkan dapat dipercleh oleh pemerintah daerzh, serta dapat -
diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangzn
yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum
dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah
dan budaya.

Aset tetap adalah aset berwu]ud yang mempunyai masa manfaat
lebih dari 12 {dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan
pemerintah daerah atau dimanfaatikan oleh masyarakat umum.

Basis .akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa
ity terjadi, tanpa memperhahkan saat kas atau setara kas diterima
atau dibayar.

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung
kebutuhan yang memerhukan dana relatif besar yang tidak dapat
dipenuhi dalam satn tahun anggaran.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan wuntuk wmemperoleh
manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat
sosial schingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah
dasrah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat,
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7. Kas adalah uvang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap
' saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintaha.

8, Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber da}ra
ekonomi pemerintah daerah. = .

9, Laporan kenangan gabungan ﬁdalah suaty laporan kcuangan yang
merupakan gabungan keseluruhan lapeoran keuangan entitas
akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.

10.Laporan keuangan interim adalah laporan keuvangan yang
diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.

11. Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah.

12, Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban
antar fihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan
transaksi wajar.

13. Persediaan adalah aset lancar dalam hentuk barang atau

~ perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan
operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang
dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan da.la.m rangka
pelayanan kepada masyarakat.

14 Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang
siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari I‘lBlkD perubahan
nilai yang signifikan.

15, Tanggal pelaporan adalah tanggal han terakhlr dara. suatu periode
pclapnran '

. KLESIFIKASI

1, Setzap entitas  akuntansi - danfatau  entitas pelaporan

. mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta
mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka
pendek dan jangka panjang dalam neraca,

2. Setiap entitas akuntansi danjfatau entitas pelaporan
mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencalup
jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam
waktu 12 {dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-
jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu
lebih dari 12 {dua belas) bulan.

3. Apabila suatu entitas akuntansi dan/fatau entitas pelaporan
menyediakan barang-barang yang sakan digunakan dalam
menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi
terpisah antara aset lancar dan non lancar dalam neraca untuk

- memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan
digunakan dalam periode akuntsnsi henkutnya dan yang akan
digunakan untuk keper]uan jangkea panjang.

4, Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dla.‘rl kewejiban
"~ keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas
“suatu entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan. Informasi
tentang tangpal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewsjiban
geperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk
mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan
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non lancar dan kewsjiban diklasifikasikan sebagai kewajiban
jangksa pendek dan jangka panjang.

5. Neraca mencantumkan sekurang—kurangn]ra pos-pos berikut:
a. kas dan setara kas; .
b. investasi jangka pendek,
¢. plutang; .
d. persediaan;
¢. investasi jangka panjang,
f. asect tetap;
¢. kewajiban jangka pendeck;
h. kewajiban jangka panjang;
i. ekuitas. .

6. Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam neraca J1ka
penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi
keuangan suatu entitas akuntansifcnﬁtas pelaporan.

7. Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara tcrplsa.h
didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:
a. sifat, Ilkuldltas, dan materialitas aset; .
b. fungsi pos-pos tersebut da.lam entitas akuntansi/entitas
pelaporan; '
¢, jumlah, sifat dan _]Emgka waktu kewajiban.

8, Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi dapaf
dinkur dengan dasar pengukuran yang berbeda, Sebagai contoh,
sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya pcmlehan

dan kelompok lamn},ra dicatat atas dasar mlal wajar yang

dlestlmaszlkan

1] Aset Lancar.

1. Suatu aset lancar dlklasﬁ'lkamkan Sﬂbﬂgﬂl aset lancar Jlka
a) Diharapkan segera wuntuk direalisasikan, dipekai, atau
- dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 [dua bclas} bulan sejak
tanggal pelaporan, atau
b Berupa kas dan setara kas.
¢} Semua aset selain yang termasuk dalam &) dan b),
- diklasifikasikan sebagai aset nonlancar,

2. Aset lancar melputi kas, setara kas, investasi jangka pendek,
piutang, dan persediaan.

3. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka.
3(tiga} sampai 12 (dua bcIas} bulan dan surat berharga yang
mudah diperjualbelikan. =

4. Pos-pos piutang antara lain piuta.ng pajak, retribusi, hasil
pengelolanyn kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD
vang sah transfer pemerintah pusat, transfer antar daerah, dan
piutang lainnya yvang diharapkan diterima dalam wakta 12 [dua -
belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

5. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan
disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis bahan,
suku cadang, alat/bahan untuk kegiatan kantor, ohat-obatan,
persediaan untuk dijual/diserahkan, persediaan unt.'uk tujuan
strategls /berjaga-jaga.
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2) Aset Non lancar.

3)

1.

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan
aset tak berwujud, vang digunakan secara langsung atau tidak
langsung wuntuk Xkegiatan pemerintah daerah atau yang
digunakan masyarakat umum

Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka
panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk
mempermudah pcmahaman atas p-n&p-ns aset nonlancar yang
dizajikan di neraca. .

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan
untuk dimiliki selama lebih dari 12 {dua belas} bulan. Investasi
jangka panjang terdiri dan investasi nonpermanen dan investasi

Permaneil.

Investasi nonpermanen terdiri dari:

8) Investasi dalam Surat Utang Negara;

b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat
dialihkan kepada pihak ketiga; dan

¢} Investasi nonpermanen lainnya.

Investasi permanen terdin dari:

a) Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan
daerah, lembaga keuangan, badan hukum millk negara,
badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik
daerah, :

b} Investasi permanen lmnn};a

Aset tetap terdiri dari: -

. 8] Tanah;

b) Peralatan dan mesin;

¢] Gedung dan bangunan;

d] Jalan, irigasi dan jaringan;

e] Aset tetap lainnya; dan

f) Konstruksi dalam pengerjaan.

Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya,

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan aset lainnya. Termasuk
dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan
angsuran vang jatuh tempo lebih dari 12(dua belas) bulan,
tuntutan ganti l'ugl, kemitraan dengan pthak ketiga, dan aset
lain-lain.

Kewajiban Jangka Pendek

1I

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka
pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 {dua belas)
bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya
diklasifikasilkan sebagai kewajiban janghka panjang. -

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh
tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal

- pelaporan. Misalnya utang bunga, utang pinjaman jangka

pendek, utang perhitungan fihak ketiga (PFK), bagian lancar

~utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang

belanja, dan utang jangka pendekmlainnya,

43



4] chapban Jangka Panjang

1. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasﬁ'ikamkan kewsgjiban
jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo
dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan:
getelah tanggal pelaporan jika:

a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih deri 12
(dua belas) bulan; '

b} entitas bermaksud - mendanai kembali (refinance)
kewajibantersebut atas dasar jangka panjang; dan .

¢] maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian
pendanaan kembali (refinancing), atau adanya
penjadualan kembali  terhadap  pembayaran, yang
disclesaikan sebelum laporan keuangan disetujui

Jumlah setiap kewajlban vang dikeluarkan dari kewajiban
jangka pendek sesuai dengan poin ini, bersama-sama dengan
informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam
CalLK.

2. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada
tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali
(refinancing) atau digulirkan {roll over] herdasarkan kebijakan
entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan scgera menyerap
dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk
menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan

diklasifikasikan secbagai kewajiban jangka panjang. Namun =

dalam situasi di mana kebijaken pendanaan kembali tidak .
berada pada entitas ({seperti dalam kasus tidak edanya
persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak
dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini
diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuall penyelesaian
atas perjanjian pendanasn kembali sebelum persetujuan laporan
keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada
tangpal pelaporan adalah jangka panjang.

3. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu
{covenant] yang menyebabkan kewajiban jangka panjang :
menjadi kewajiban jangka pendek {payable on demand) jika
persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan
peminjam dilanggar.

Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan

sebagaikewajiban jangka panjang hanya jika:

a) pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta
pelunasan sebagal konsekuensi adanya pelanggaran, dan

b} tidak mungkin terjadi pelanggaran berikutnya dalam
waktu 12{dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

5) Ekuitas

Ekuitas adalah = kekayaan bersih pemerintah daerah yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah
pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo
akhir ekuitas padalaporan Perubahan Ekuitas, .

a8



6) Informasi yang Disajikan dalam Neraca atau dalam Catatan atas

Laporan Keuangan.

Pengungkapan akan bervariasi untuk setiap pos, misalnya:

a) Plutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi,
penjualan, fihak terkait, uwang muka, dan jumlah lainnya;
piutang transfer dirinci menurut sumbernya

b) Persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan kebijakan yang
mengatur akuntansi untuk persedlaan

D). PENYAJIAN NERACA

Format Neraca mengacu pada Pcraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan memperhatikan
peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang
Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah, namun demikian’
format neraca dapat diubah sesuai kebutuhan apabila terdapat
transaksi-transaksi yang belum terakomodir dalam format neraca
tersebut. Contoch format Neraca sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
adalah secbagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

SKPD....
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
. URAIAN . : . 40X1 20X1
ASET :
ASET LANCAR

Kas dan Setars Kan :
ias di Bendahars Pengeluaren
Kas di Bendaharn Pmenmaan
Piutang Pajak
Piutang Retribusi
Piutang Lainnya
Penyigihan Piutang
Beban Dibayar dimuka
Persediaan

Jumish Aset Lancar

ABET TETAP

Tanah
Peralatan dan Meain
Gedung den Bangunan
Jalan, Irigeai, dan Jaringan
Aset Tatap Lainnya
Konstrukai delam Pengerjaan

© Akumuilasi Penyusutan

Jurmlah Awsct Tetap

ASET LAINNTA :
Tagigan Jangkea Parjang .
Tagihan Penjuslen Angsuran
Tuntutan Gentl Rugi

Kemitrman dengan Pihak Ketiga

Anet Tak Barwujud

Apet Lain-lain

Akumulnaei Amoartsasi Aset Tidak Br:rwwud.
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Juminh Asct Lainnya

JUMLAH ASET
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URAIAN ' 20X1

20X1

IKEWAJIBAN
EEWAJIBAN JANGA PENDEK

Utang Perhitungen Pihek Ketiga {PFK}
Pendapatan Diterima Dimuka

Utang Belanie '
Uteng Jangka Pendek Lainnya

Jumlish Hewsjiben Jangka Pendek

JUMLAH KEWAJIBAN

EEUTTAR
- BERUITAR
Surplus/Defisit-LO
Eluiras Unnulke Dikonsclidasikan

JUMLAH EKUITAS

JUMLAH KEWAJIBAN dan EEINITAS

PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
SKPKD....
NERACA

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

URAIAN o 20X1

20X1

ASET
ASET LANCAR

Kas dan Setara Kan
Kan di Kaa Daerah
Kas di Bendahara Pengeluaran ~
Kas ¢l Benndahart Penerimaan
Kas Lainnya
Setars Kan -
Investasi Jangha Pendel
Piulang Pajaic
Piutang Retribua
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daecrah yang
dipisahkan
Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Pivitang Tranafer Pemerintah Pasat
Piutang Transfer Antar Daerah
Piutang Lainnyn
Penyisihan Plutang
Beban Dibayar dimula
Peracdiaan
Aget Untuk Dikonsolidasi

Jumalsh Aset Lancar

INVEATASL JANGEKA PARJANG
Inveitael Non Permanen

lovestas! Kepada BUMN

Investas! Kepada BUMD

Investan! dalam Oblogesi

Inveatasi dalam Proyek Pembangunan
Dane Bergulir

Jumiah Investasi Non Permenen




URAIAN : 20X1 20X1

Inveatas] Pormancn _
Penyertaan Modal Pemerintah Deerah
Investasi-Pemmberian Finjaman Daerah

Jumlnh Inveatasi PFarmanen

JUMLAHA INVESTAS!] JANGEA PANJANG

ABET TETAP
Tansh )
Peralatan dett Mesin
Cedung dat Bangunan
Jalan, frigasi, dan Jaringan
Asect Totap Lainmya
Konatrukei dalam Pengerjean
Alumulanl Penyusutan

Jumlah Aset Tetap

DANA CADANGAN
Dana Cadangan

Jumilah Pane Cadangan

ABET LAINNYA
Tagihan Janghks Panjang
Tagihen Perjualan Angmyran
Tuntutan Ganti Rugi
Kemitraan denpan Pihak Ketiga
Asct Tak Berwujud
Azet Lain-lein :
" Attamulgsl Amosrtisasi Aset Tidak Berwyjud
Almulani Penyusutan Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainoys

JUMEAH ABRT

[KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGA PENDEEK o
Uteng Perhitungan Pihak Ketiga [PFK}
Utang Bunga
Utang Pinjaman Jangka Pendek
Bapian Lancar Utang Jangka PAnjang

" Pendapatat Diterima Dimuke

. Utang Belanje _

Utang Jangka Pendek Lainnyva

Jumish Eewsjiban Jangka Pendok

EEWAJIBAN JANGEA PANJANG
Utang kepada Pemeriniah Pusat
Utang kepada Lembega Keuangan Baok
Utang kepada Lembaga Kevangan Bukan Bank
Utang kepada Magyarakat (Obligasi)
Premiam [Diskonio} Ohligasi

Jumlah Kewnjiban Jangks Panjung

JUMLAH KEWAJIBAN

EENTAS
EEUTTAS
Surplus/Defiait-LO
: JUMLAH EEUITAS

JUMLAH KEWAJIBAN dan EKUITAS




PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

NERACA

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

URAIAN

20X1

40X1

ASET
ASET LANCAR
Kas dan Sstara Kas
* HKasdi Kaa Daergh
Kanm di Bendahara Pengsluaran
Kas di Bendahara Penerimaan
Eas di BLUD
Eaa Dana Bos
Kas Dana Kapitast pada FEKTP
Kea Lainnys
- Getara Kaa
 Investani Jangka Pendek
“Piutang Pajak
Piutang Retribusi
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
. dipisahkan o
' Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Fiutang Transfer Pemerintah Pusat
~ Piutang Tranefer Antar Derah
Piutang Lainnya
. Penyisihan Piutang
Beban Dibayar dimuka
" Persediaan

Jumlah Asct Lancar

INVESTAB] JANGKA PANJANG
" Investas]i Non Permanen
Investaal Kepada BUMN
Investani Kepada BUMD
Investasl dalam Obloghed
- Inveetas! dalam Proyek Pembangunan -
Dana Bergulir

Jamlah Investasi Non Permanen

Investasl Formunen
..~ Pegysrtasn Modal Pemeriniah Daerah
" Investasi-Femberian Finjaman Daerah

Jumiah [nvestasi Permanen

JUMLAH INVESTABI JANGHA PANJANG

AEET TETAP
Taneh .
.., Peralatan den Mesin
. Gedung dan Bangunan
. Jalan, !rigasi, dan Jaringan
Aset Tetaplainnya
Konstruksi dalam Pengetjaan
* Akumulesi Penyusuten

Jumlah Aeet Tetap

DANA CADANGAN -
Dana Cadangan

Jumish Dane Cadeogan

§2




URALAN

20X1

20x1

ASET LAINNYA
Tagihan Janglka Panjang
~ Tagihen Penjualan Angsuran
Tuntuten Ganti Rugi _
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
~ Asct Tek Berwujud _
Aset Lain-lain E
Alumuissi Amosrtinasi Aset Tidak Berwujud
Alumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Juminh Axet Lainnya

JUMLAH ASET

[KEWAJIBAR .
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Pechitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang Bunga
Utang Pinjaman Jangka Pendek

Bagan Lancar Utang Jangka Panjang
. Pendapaten Diterima Dimuka

Utang Belanja

Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah Kewnjiban Jangks Pendek

EEWAJIBAN JARGEA PANJANG
Uang kepada Pemerintah Pusat
Utang kepada Lembage Keuangan Bank
Utang kepads Lembega Ketiangan Bukan Bank
Utang kepada Masyarakat (Obligasi)
Premium (Diskonto] Obligasd

Jumlah Eewsjibun Jangka Panjang

JUMLAH EEWAJIBAN
EKUITAS
EKUITAS
s JUMILAH EEUITAS

JUMLAH KEWAJIBAN dan EKUITAS
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A

BABV
KEBIJAKAN AKUNTANSI
LAPORAN QOPERASIONAL

PENDAHULUAN

1.

Tujuan

a.

Tujuan Kebijakan Akuntansi Laporan Operasional (LO) adalah
menetapkan dasar-dasar penygjian LO Pemerintah Daerah
dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaran
pemerintahan sebagaimana  ditetapkan oleh peraturan -
perundang-undangan. : 5

Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi
tentang kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam
pendapatan-1.0, beban dan surplus/defisit nperasmnal da.rl
suatu entitas pclaporan

Ruang Lingkup

a.
b.

Kebijakan akuntansi ini dlterapkan dalam penyajian LO.

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan
dan entitas akuntansi Pemerintah Kabupaten Pringsewn dalam

menyusun L{O yang menggambarkan pendapatan-LO, beban
dan surplus/defisit aperasional dalam suatu periode pelapura.n
tertenty, tidak termasuk perusahaan daerah.

Manfaat Informasi Laporan Operasional

a,

LO menyediakan informasi mengenai scluruh kegiatan
operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan
yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban - dan
surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang |
penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya, = - -
Pengguna laporan membutuhkan LO dzlam mengevaluasi

pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit
atan seluruh entitas pcmerintahan, achingga LO
menyediakan informasi: - :

0. Mengenal besarnya bebar yang harus dltangg'ung oleh :

_pemerintah daerah imtuk menjalankan pelayanan.

2) - Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang
berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah
dalam hal efisiensi, efektivitaz dan kehematan perolﬂhan
" dan penggunaan sumber daya ekonomi.

3) . yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LG yang
. akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah |
“dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan o
" secara komparatif. '

4) mengenai penurunan ckuitas (bila defisit opcrasmnal] dan
peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).
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¢, LO disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklua akuntansi
berbasis akrual (full aocrual accounting cycle) sehingga
penyusunan LO, LPE, dan Neraca mempunyai keterkaitan }rang

dapat dlpcrtangmmg]awabkan

B. DEFINISI -

Berikut adalah 1st.11ah-15tilah yang dlg‘unakan dalam Kebla}akan.
Alauntansi ini dengan pengertian:

1. Azas Bruto adalah suatu prinsip tidak dlperkenankannya '
pencatatan penerimaan sctelah dikurangi pengeluaran pada suatu
unit organisasi atau tidak- diperkenankannya - pencatatan -
pengeluaran setelah dﬂakukan kompensam antara pcnenmaan dan .
pengeluaran. : '

2. Bantuan Keuanga.n adalah beban pe:nenntah dalam hentuk
bantuan uang kepada pemerintah lainnya yang digunakan untuk
pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

3 Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan
. kepada masyarakat guna mehndungl dari kemungkman teljadlnya
risiko sosial.

" 4, Basis Akrual ada.lah bams a].cuntanm yang mengakul pengaruh
transaksi dan peristiwa lamnya pada saat hak dan/fatau kewajiban
timbul.

5. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
“ dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yvang dapat
© berupa pengeluaran atau.  konsumsi aset atau timbulnya

kewajiban.

6. Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk wang/barang
atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan mnegaraf
daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak
wajib dan tidak mengikat.

- 7. Beban Penyusutan adalah alokasi vang sistematis atas nilai suatu
aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets] selama masa
manfaat aset yang bersangkutan,

8. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau

~ kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan
- kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan. nIeh
peraturan perundang-undangan,

9, Pendapatan Hibah adalah pendapatan pcnmrmtah dala:n br—:ntuk :
' wang/barang atau jasa dari pemerintahfpemerintah daerah
lainnya, perusahaan negarafdaerah, masyarakat dan organisasi
kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak meng;ikat serta
tidak mecara terus-menerus.

- 10. P:ndapatan-m adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
- penambah ekuitas dalam periode tahun angga.ra.n yang
~ bersangkutan dan tidak perlu dlba}rar kemnbali.

11. Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang
atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu
entitas pelaporan lain yang d1wa_]1bkan uIeh peraturan perundang-
undangan
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12. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar
biasa yang terjadi karena kejadian atau transeksi yang bukan
merupakan operasi biasa, tidek diharapkan sering atau rutin
terjadl . dan " berada dlluar kendali atau pengaruh . Entitas
. bersangkutan. :

13. Subsidi adalah bcba.n pemerintah  yang dlbenkan kepada
perusahaanflembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu
biaya produksi agar harga jual produk/] Jasa yang dlhasﬂkﬂn dapat
- dijangkau oleh masyarakat,

14. Surplus/Defisit dar kegiatan operasional adalah sehsah lebih/
- kurang antara pendapatan-nperasmnal dan beban selama saty
periode pelaporan.

15. Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan

beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan - =

surplus/ defisit dari kegiatan nonoperasional dan pos luar biasa.

16. Untung/Rugi Penjualan Aset merupakan selisih antara nilai buku
asct dengan harga jual aset.

. FERIGDE PELAPORAN

1. LO dlsa_ukan sekura.ng-kurangnya sekali dalam setahun Dalam .
situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dan
LO tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari

. satu tahun, entitas harus m.ennggkapkan informesi sebagai
bertkut:

- a. alasan penggunasan periode pelaporan tidak satu tahun;” |

b, fakta bahwa jumlah-jumlah Xomparatif dalam laporan
operasional dan  catatan-catatan terkait tidak dapat
diperbandingkan. ' '

2. Manfaat LO berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat

. pada - waktunya faktor-faktor seperti kompleksitas - operasi AR
pemmerintah  tidak  dapat  dijadikan ~pembenaran’ atas

- ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan
kf:uangan tepat waktu,

. STRUKTUR DAN iSI LAPORAN OPERASIONAL

1. LO menyajikan berbagai unsur pendapatan-LD bcba.n,

surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non
operasional, surplus/defisit sebelum pos haar biasa, pos luar biasa
dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajlan yang -
wajar secara komparatif, LO dijelaskan lebih lanjut dalam CalK

. yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan  aktivitas - :

keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter,
serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang
dianggap perlu untuk dijelaskan.

2. Dalam LO harus diidentifikasikan secara jelas dan jika dianggap .

. perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut; '

a. Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
b. Calcupan entitas pelaporan;
¢. Periode yang dicakup;
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- bagian dari kebijekan akuntansi. Tujuan ilustrasi ini adalah - .-

d. Mata uang pelaporan; dan

¢. Satuan angka yang digunakan

Struktur LO mencakup pos-pos sr:baga:l benkut
a. Pendapatan-1.0;

b. Beban;

c. Surplus/Defisit dari eperasi;

d. Kegiatan non operasional,

e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;

" f. Pos Luar Biasa;

g. Surplus/Defisit-LO. : _ ‘.
Dalam LO ditambahkan pos, ]udul dan subjumlah lainnya apahlla

diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan atau -

apabila penyajian tersebut diperlukan untuk men:,ra_;:kan laporan
operasional secara wajar.

Contoh format LO disajikan dalam ilustrasi pada lampiran
kebijakan ini. ITustrasi merupakan contoh dan bukan merupakan

menggambarkan penerapan kebijakan akuntansi untuk m:mbantu ; _. '
dalam klarifikasi artinya. .

E INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN OPERASIONAL ATAU
DALAM CFH‘HI'AN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1

Entitas pelaporan menyajikan pendapatim-m ' yang .
diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut '
sumber pendapatan disajikan pada CalK.

Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan
menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasilikasi
organisasi dan Kklasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut
ketentuan perundangan yang berlaloy, disajikan dalam CalK.

Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun .
Idasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnys merupakan -
ldasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu .
berdasarkan jenis. .

F. AKUNTANSI PENDAPATAN-1.O

1

Pendapatan-LO diakui pada saat:
* & timbulnya hak atas pendapatan {eamed]

- b, pendapatan direglisasi, yaitu adanya aliran masulk sumber da}fa '

ekonomi.

Pendapatan dari dana transfer diakui sebagai berilaut:

a. Dana Bagi Hasil diakui berdasarkan realisasi penerimaan dana
bagi hasil pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang
menjadi hak daerah atau surat dari Pemerintah Pusat yﬂng
menvatakan kekurangan penyvaluran dana bagi hasil,

b. Dana Alokasi Umum diakui berdasarkan Peraturan Premden .

yang mengatur tentang dana transfer dan dicatat pada tahun
yang berkenaan.
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c. Dana Alokasi Khusus diakui pada saat terdapat klaim
- pembayaran oleh daerah yang telah diverifikasi oleh Pemerintah
Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya.

" Dalam hal terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara tanggal
pengakuan pendapatan dan direalisasinya pendapatan dalam
bentuk kas, pendapatan dapat diakui pada saat realisasi.

3. Pendapatan-LO yang diperolch berdasarkan peraturan perundang-
undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menaglh
pendapatan.

Dalam hal terdapat p:rhedaan yang tidak signiﬁkan antara tanggal
pengakuan pendapatan dan direalisasinya pendapatan dalam
bentuk kas, pendapatan dapat diakui pada saat realisasi.

4, Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu-
pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan
perundang-undangan, diakui pada saat pelayanan telah diberikan
dan timbulnya hak untuk menagih imbalan.

5. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang
telah diterima oleh pemenntah tanpa terlebih dahulu adanya
- penagihan, ’

6. Dalam ha! badan ls.ya.na.n umum, pendapatan dmlcm denga.n'
mengacu pada perafuran pemndangan yang mengatur mengenai
badan layanan umum.

7. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pcndapétan.

8. Klasifikasi menurut sumber pendepatan pemerintah daerah
dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu
pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain
pendapatan yang sah, Masing-masing pendapatan tersebut
diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

9. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanskan berdasarkan azas bruto,
yvaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat
jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

10. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto
(biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak
dapat diestimasi terlebili dahulu dikarenakan prus:s belum selesai,
maka asas bruto dapat dikecualikan, :

11, Pengembalian yang sifatnya normal dan berula.ng {remmng] atas
pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode
sebelwmnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

12.Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-
. recurring) atas pendapatan-LO  vang terjadi pada periode -

penerimaan  pendapatan  dibukukan  sebegai  pengurang :

~ pendapatan pada periode yang sama.
13.Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-
recurringl atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode
sebelurmnnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode
- ditemukennya koreksi dan pengembalian tersebut. '

14. Penyajian dan pengungkapan Pendapatan-LO diatur 1ehih lanjut S

dalam Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO.
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G. AKUNTANSI BEBAN
- 1. Pengakuan

. Al

Behan diakui pada saat:

1) Timbulnya kewajiban;

2} Terjadinya konsumsi asset;

3] Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi ]aaa

- 8aat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak

dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya
kas dari kas umum negara/daerah. Contohnya tagihan
rekening telepon dan rekening listrik ]rang belum dibayar
pemerintah.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat
pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului
timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam
kegiatan operasional pemerintah

Dalam hal terdapat perbedann yang tidak s:gmﬁkan antara
tanggal pengakuan hbeban dan direalisasinya beban dalam
bentuk kas, beban dapat diakui pada saat realisasi. '

. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau pc-tens: jasa, |

terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan

- penggunaan asset bersangkutan/berlahinya waktu. Contoh

penurunan manfaat ckonomi atau potensi jasa adalah
penyusutan atay amortisasi.

Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dcngan :

© mengacu  pada peraturan perundangan yang mengamr

mengenai badan layanan umum. _
Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi,
Klasifikasi ekonomi - pada prinsipnya mengelompokkan

berdasarkan jenis beban, yaitu terdiri dari beban pegawai,
beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah,

" beban  bantuan  sosial, beban  penyusutan  asset

tetap/amoertisasi, beban transfer dan beban tak terduga.

Penyusutanfamortisasi aset tetap dan aset berwujud yang
nilainya dibawah kapitalisasi dilakukan dengan mctudc garis
lurus (straight line method).

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurua

" {straight line method). Nilai penyusutan untuk masing-masing

periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada
akumulasi penyusutan asset tetap sebagai p:ngurang nilai
aset tetap.

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk
masing-masing kelompok aset tetap dijelaskan tersendiri pada

Lampiran II yvang mempakan bagian tidak tCr'IJISEIhkan dari . Pl

Peraturan ing.

Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau
kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan
kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwapbkan oleh
peraturan perundang-undangan.

. Koreksi atas beban, termasuk penenmaa_n kembali behan yang

terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang
| | s9



2.

beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode

berikutnya, koreksi atas beban dibukuken dalam pendapatan
" lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban

dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. -

Beba.n diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi
aset atau timbulnya kewajiban periode tahun berkcnaan

SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIETEN DPER&SIDNAL

1.

2.

3.

Surplus dari kcglatan uperasmnal sdalah selisih lebih antara
pendapatan dan beban sclama satu periode pelaporan.

Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara
pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan,-

Selisih leblhfiqirang antara péndapatan dan beban selama satu

. periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan
- Operasional

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

1

2.

.- Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutm perlu Lo
._ d1kclompukka,n tersendiri dalam kegiatan non operasional. - '

Termasuk dalam pendapatanfbeban dari kegiatan non opcrasmnal
antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/
defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang dan surplusf

- defisit dari kegiatan non nperasmnal lainnya.

. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan L
© operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional
| mcrupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa,

POS LUAR BIASA

1.

2.

Pos Luar B1asa disajikan terp1sah dari pos-pos lainnya dalam LO

. dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai |
karakteristik sebagai berikut:

a. kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun
anggaran;

~b. tidak diharapkan terjadi benﬂang-ulang, dan

¢, kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

1.

. - Sifat dan jumlah rupish kejadian luar biasa harus dxungkapkan

pula dalam CaLK.

. SURPLUS ;‘ DEFISIT-LO

Surplusteﬁmt—Lﬂ adalah penjumlahan selisih lebihfkurang
antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non

. -operasional dan kejadian luar biasa,

- Saldo Surplus/Defisit-LO pada gkhir pericde pelaporan
_-dlpmdahkan ke LPE. : L o



L TRANSAKSI DALAM MATA UANG HSING

1.

2.

Transaksi dalam mata ua.ng asing harus dlbUkleﬂil dalam mata
uang rupiah.

Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan
‘yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang
asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang .
rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal
transaksi, .

Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang
digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli
dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut .-

dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar
rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.

Dalam hal tidak tersedia dana dslam mata uwang asing yang.

~ digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli ™ .

dengan mata uang asing lainnya, maka:

a) Transaksi mata uang asing ke mata uang asmg lalnnya
dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi.

. b} Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat

dalam rupiah bcrdasarkan kurs tengah bank sentral pada .
tanggal transaksi, '

M. TRANSAKSI PENDAPATAN-LO -DAN BEBAN BERBENTUK -
: BARANGKJASA ' '

1

2.

1

. Transaksi p:ndapatan-m dan beban dalam bentuk barangf_]asa -

harus dilaporkan dalam LO dengan cara mensaksir nilai wajar
barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Disamping itu,
transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa
pada CalK sehmgga dapat memberikan semua mformam yang
relevan mengensai bentuk dari pendapatan dan beban.” E

Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barangf jasa antara
lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan dan jasa
konsultansi. . :

F“DRIMMT LAPDRAN DPEMSIDN&L : : T
. Format LO mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan memperhatikan
peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang -

Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah, namun demikian -

format dapai diubah sesuai kebutuhan apabila terdapat transaksi- -
transaksi yang belum terakomodir dalam format terasebut sepanjang
tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kebijakan akuntansi.

. Contoh format LO SKPD adalah scbagai berikut:
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PEMERINTA.H KABUFATEN FRINGEWU

- SKPD ..
LAPORAN DPERASIDNAL
" Untuk Tahun yang Berakhir s.d. 31 Desember 20x1 dan 20x0
Yo . Ursisn o 20x1 | 30nn |prnelban/| g
| KEG PERASION

1 {PEND AN

2 PENDAPATAN ASLI DAERAH

3 Penidapatan Pajak Daerah

4 Pendeputan Retribusi Daerah

s Jumlah Pendapatan Asll Daerah (3 o.d.4

& JUMLAH PENDAPATAN

7 | BEBAN

8 BEBAN OPERASI

o Beban Pegawni

10 Beban Barang dan Jasa

11 Beban Hibah

12 1. Beben Bantuan Soaial - _ .

13 | .. Beben Penyusutan dan Amortisasi

14 Beban Beban Penyisihan Piutang

15 JUMLAH BEBAN (9 v.4 14}

16 SURPLUS/DEFISIT LO | 6-18)

. 3. Contoh format Laporan Operasional PPKD adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN PRINGEWU '
SKPKD ...
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun yang Berakhir s.d, 31 Desember 20x1 dan 20x0

Ko. Urainn . 20x1 |20xp |fenalkan/| o,

PENDAPATAN

 Dipleahkan

KEGIATAN OPERASIONAL

PENDAFPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pgjak Darrah
Pendapatan Retribusi Caerah
. Pendapatant Hasil Pengelolaan Keka}'aan Dasrah yeng

Lain-Lait PAD yang Sah

Jumlah Pendapatan Asli Dasrah (3 0.d. 6)

PENDAPATAN TRANSFER
TRANSFER PEM FPUSAT-DANA PERIHBA!I‘G&H
Dana Bagi Hasil .
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Ehnaus = Fisik o
Dana Alokasi Khuzsua — Non Fisik

Jiul Peod Transfer Dana Perimbangan {11 ¢.d. 14}

B B e e e et Dl [t ot ok o gk

Dane Desa

TRANSFER FEM., PUSAT LAINNYA
Dana Insentfl Daerah .

~ Duna Otonomi Khusus

~ Dana Keistimewaan
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Kenaikan f

Xa, Urainn 20m1 (20x0 (o runsn %
22 Jml Pend Transfer Pera Powt Lainnys (18 3.4.21)
23 :
24 PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH
25 Penulapaten Begi Hasil
26 Baniuan Kevangan
ri Jm] Pend Transfer Antar Daerah (25 4.4 35]
28 JML PENDAPATAN TRANSFER (15 + 22 + 27]
29
30 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG BAI-I
31 . Pendapatan Hikah
32 Pendapatapan Dans Darurat
33 Pendapatan Lainnya
a4 Jomieh Lain-Lain Pendapatan yng Sah (31 ».4.33)
as JUMLAH PENDAPATAN {7+28+34)
a6 .
37 | BEBAN -
38 Beban Opazasl
a9 Beban Pegawail
40 Beban Barang dan Jasa
41 Beban Buhga
42 Beban Subsidi
43 - Beban Hibah
& Beban Bantuen Sosial
45 Behan Petiylaihan Piutang
45 ~ Beban Penvusutan dan Amortisasi
47 Jumish Beban Operasl (39 a.d 446)
48 Beban Transfer
49 Beban Bagl Hesil
S0 Beban Bantuan Keuangan
51 " Jumlah Bebao Transfer {49 a.d 50)
52 Jumilab Beban {47+51)]
53 SURPLUS/DEFISIT DARI OPERAEI {35-52)
5,‘ .
ES unfDagfleit dard K on O
56 Surplus Noa Opecanional
57 Surplus Penjualan Aset Nonlaticar
53 Surplus Penyelesaian Kewajlban Jangka Panjang
59 - Burplug darl Kegiatan Non Operasional Lainnya
&) Jumiah Surpius Nog Operasional (57 s.d 59)
61 Defisit Noa Operusional
62 Defisit Penjualanf Fcrtuknrmchlepasan Amet
- Nonlanger
63 Drefinit Penyelesaian Kewajiban Jangka Fanjang
54 Diefizit dari Kepiatan Non Operasional Lainnya
65 Jumlah Defisit Nag Operasional {62 3.4 64)
66 JUMLAE BURPLUA/DEAFISIT DAR] KEQIATAN
NOK OPERASIONAL {60-65)
57 EIIR.FLUS,*DEFISIT BEBELUM PﬂrS LUAR BIABA
(53 +66)
68
69 LUAR
70 FPENDAPATAN LUAR HIABA
71 Fendapawan Luar Biasa
T2 Jumlsh Pendapatan Lusg Biasa
T3
T4 BERAN LUAR BIASA
75 Eeban Luar Bissa
76 Jumish Behan Laar Biasa
77 POS LUAR BIASA (72-76)
YA

AURPLUS / DEFISIT LO (6T+77)
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.Cnntoh format Laporan Dpcrasmnal Pemda (Konsolidasian)
adalah sebagau berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN PRINGEWU
- LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun yang Berakhir s.d. 31 Desember 20x1 dan 20x0 .

Xo URAIAN 20x1 | 20x0 |[ArareR! | %)
1 EEGIATAN OPERAS [ONAL
2 | PENDAPATAN
3 PENDAPATAN ASLI DAEHAH
4 Pendapatan Pejek Daerah
] Pendapatan Retribusi Dacrah
& Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekeayaan Daerah yang

Dipisahkan
7 Pendapaten Asli Dacrah Lainmya
8 Jumlah Pendnpatln Asll Daerah (4 8.d. 7)
9
14 PENDAPATAN TRANSFER
1 TRANSFER PEMERINTAH I‘USAT-DAH;\
PERIMBANGAN

12 Dane Begi Haail
13 Dana Alokasi Umum
i4 Lane Algkesl Khusus = Fiaik
15 Dana Alokasi Khusus — Non Fiade
16 Jml Pand Toansfer Dana Perimbangan(lds.d15)
17 :
18 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA
19 Dana [nesentif Daerah :
20 Dana Otonomi Khusus
a1 Dana Kejatimewaan
22 Doana Demy

| 23 | __  Jml Pend Transfer Pem Pusat Lalonya{19s.d.22}
24 - .
25 TRANSFER ANTAR DAERAH
26 Pendapatan Bagi Hasil
27 Bantoan Keusangan
28 © Jml Pand Transfer aptar Daerah (36 0.4 27}
29 TOTAL PENDAPATAN TRANSFEER {16 + 23 + 28)
30 S '
31 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG S8AH
32 Pendapatan Hibah
33 Pendapatan Dana Darurat
34 Pendapatan Lainnya
35 Jml Lain-lyin Pendapatan yang sah {33 e.d. 34|
36 JUMLAH PENDAPATAN [B+29+315]
ar .
38 | BEBAN
39 Beban Oporasl
40 Eeben Pegawai
41 Beban Barang dan Jasa
42 Beban Bunga
43 Beban Subaidi
44 Beban Hibah
45 Beban Bantuan Sosial
45 Beban Penyisihan Piutang
47 Beban Penyusutan dan Amortinansi
48 Jumlah Beban Operasi {40 #.d 47




Kenaikany

No URAIAN 20X1 | 20X0 |, ST R | (%)

49 Beban Tranafer

EC | ° Beben Bagi Hasil

51 Beban Bantuan Keuangan

52 Jumlah Beban Transfer (5O s.d B10

53 JUMLAH BEBAN {48+52)

54 SURPLUB/DEFISIT DARI OPERABI [34 - 53)

55 _

56 | Surplus/Desfisit dari Regiatay Non Opernsiogal

87 Surplus Non Operasional :

58 Surplus Penjualan Asst Notilancar

59 Surplus Penyefesrian Kewajiban Jangka Panjang

60 Surplus dari Ergiatan Non Operasional Lainnya

61 Jomlinh Burplus Non Operazionad {58 e.4 60)

62 Defistt Non Opsrasional .

63 | Definlt Penjuaian/Pertulearan/Pelepasan Agst

Nonlencer :

64 Defiait Penyelesaian Keawjiban Jangka Panjang

65 Defiait dari Kegiatan Non Operasional Lainnyq

66 Jomish Defisit Non Operasionnl (63 .4 65)

a7 JUNMLAH EURPFLUB/DESFISIT DARI KEQGLATAN
NON OPERASIONAL (61 - 66)

68 SURPLUS/DEFISIT BEBELUM POB LUAR BIABA

69 . :

70 | POS LUAR DIASA

Tl PENDAPATAN LUAR BILABA

T2 Pendapatan Luar Biaga

T3 Jumlah Pendapatan Luar Biasa

™™ | - :

75 BEBAN LUAR BIABA -

76 Bebar Luar Biesa

T7 Jumlsh Beban Loar Bissa

78 POA LUAR PLAAA (73-TT)

79 BURPLUS /DEFIBIT LO |68+ 78}
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BAB VI
KEBIJAKAN AKUNTANSI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

A. PENDAHULUAN

1,.

Tujuan

a. Tujuan pelaporan Lapnran Perubahan Ekuitas [LPE] adalah
informasi tentang ckuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak
kumulatif perubahan kebjjakan fkesalahan yang mendasar dan

~ekuitas akhir suatu entitas pelaporan secara komparatlf
. dengean periode sebelumnya. .

'b. Tujuan pelaporan operasi adalah ‘memberikan  informasi

2.

" tentang kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam
~ pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit Dpcrasmnal dari
suatu entitas pelaporan. -

Ruang ngkup

-Kebuaka.n akuntans: ini dlterapkan dalam pcn}rajlan Laporan

Perubahan Ekuitas yang disusun .dan disajikan dengan
men.ggunakan akuntansi berbasis akrual. :

B. DEFINISI :'

Berikut adalah istilah-istilah yang dlg'una.kan dalam Kebuakan
Akuntansi ini dengan pengertian:

1.

2.

Ekuitas awal adalah salde ekuitas akhir tahun pelaporan
sebelumnya.

Surplus/ defisit ~ LD adalah schsxh antara pcndapatan LO dan -

- heban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan

surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional dan pos juar biasa.

Koreksi-koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi
agar akunh/ pos yang tersaji dalam lapnran entitas mt!ﬂ_'[adl sesual

~dengan yang scharusnya. _ L
Ekuitas akhir adalah saldo ekuitas yang dlpernleh dari hasﬂ. prﬂses :

saldo ekuitas awal ditambah/ dikurangi dengan dampak kumulatif

. perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar.

C. STRUKTUR LAPORAN FERUBAH&N EKUITAS

- 1.

Lapc:-ran Perubahan Ekuitas menya_]lkan sekurang kurangnya p{:-s- .

pos:
a, Ekuitas awal.

h. Surp'lusf deﬁsit-LD pada periocde bersangkutan,

" ¢. Koreksi-koreksi yang langsung menarmbah/mengurangi ekmtas, o

~yang antara lain berasal dari dampak - kumulatif yang
disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi
kesalahan mcndasar, misalnya:

66



‘1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang '[Er_]ﬂ.dl
pada periode-periode sebelumnya

2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
" d. Ekuitas akhir.

2. Selain penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada
.. Paragraf diatas suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih
~ lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Lapuran Pemhahan

. Ekuitas dalam CalK.

3. Format LPE mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun
© 2010 tentang  Standar Akuntansi  Pemerintahan - dan
- mernperhatikan peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun
' 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah,
- -namun demikian format dapat diubah sesuai kebutuhan apabila

- terdapat transaksi yang belum: terakomodir dalam format tersebut.

4, Contoh format adalah scbagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN PRlNGSEWU
SKPD.....
' . - LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS :
Unt:uk Ta.hun yang Berakhir s.d. 31 Desemher 20x1 da.n 20%0

URALAN 20x1 20XQ

Eku:ttau Awal

Surplua{'DeFait Lo

Dampak Kumu]-.nt:f Fembahm Kebuaknnﬁ{eaalahm Mendasar

Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran [SILPA fSiKPA)
Koreksi Nilai Persediaan
Selisth Revaluasi Aset Tetap

© . lein-lain

Ekuitas Alhir

PEMERINTAH XABUPATEN PRINGSEWU
. SKPD.....
' LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS .
Untuk Tahun yang Berakhir s.d. 31 Desember 20x1 dan 20x0

URALAN ' 20X1 20X0

Ekuiten Awal

Swrplus/Deflait LO. |
Dampek Kumulatif Ferubahan Kebuakanﬂ{eaalaha.n Mendaaar

Biza Lebih/Kurang Pembiayaan Anggarsn {SiLPA/SIKPA)
" Korelesl Nilai Persedisan
Selisih Revaluasd Acet Tetap
Lain-lain .
Ekuitas Akhir
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 PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

- Untuk Tahun yang Berakhir s.d. 31 Dese:mber?i}xl dan 20x0

URAIAN

20x1

a0xo

Ekuiias Awal
SurpluafDefiait LO _
Dampak Xumulatf Perubahan Kebijakan {Kesalahan Mendasar
Sisa Lebih/Kurang Pembisynatn Anggaran (SiLPA/BiKPA)
" Koreksi Nilai Peracdisan

Selisih Revaluasi Anet Tetap

Lain-lain
Elouitas Akhir




BAB VII
KEBIJAKAN AKUNTANSI
LAPORAN ARUS KAS

A. PENDAHﬁLUAN

1.

Tujuan

a_TuJuan Kebijakan Akuntanm LAK adalah mengatur penyajian
LAK yang memberikan informasi historis mengenai perubahan
kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan
mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi,
investasi aset non keuangan, pembiayaan dan transztuns selama
. satu pericde alkcuntansi. .

b 'I‘u]uan pelapuran arus kas adaleh mcmbenkan mformasi

mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas
selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas
pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk
pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. - .

Ruang Lingkup _
a. Pemerintah daerah menyusun LAK sesuai dengan kebijakan ini
dan menyajikan lapcran tersebut sebagai salah satu komponen

laporan keuangan pokuk untuk seuap periode penyajian laporan
keuangan

_b. Kebijakan akuntansi ini ber]a_ku untuk pen}fusunan LAK

Pemerintah Daerah’yang menurut peraturan perundang-
undangan diwajibkan menyusun LAK kecuali pcrusahaan
daerah.

Manfaat Informasi Arus Kas

a. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di
masa yang akan datang, serta berguna wuntuk menilai
" kecermatan atas taksiran arus kas yang telsh dlbuat

o sebelumn}ra

" b. LAK juga menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan

arus kas keluar selama periode pelaporan.

c. Apabila dikaitken dengan laporan keuangan lamnya, LAK
memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna
laporan  dalam  mengevaluasi  perubahan  kekayaan
bersih/ekuitas dana suatu entitas pelaporan dan struktur
keuangan pemerintah daerah (termasuk likuiditas dan
sulvabi]itas].

B. DEFINISI

Berikut - adalah 15t11ah-1stllah },rang d1gu.naka.n dala_m Kchljakan
Akuntansi ini dengan pengertian:

a.

Aset adalah sumnber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki *

oleh pemerintah daerah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan
dari mana manfaat ekonomi danjatau sosial di masa depan
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c.

L

LY
-

B

O,

- diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat

diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan
yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum
dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah
dan budaya.

Aras Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas
pada Bendahara Umum Daerah.

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas
vang ditujukan untuk kegiatan operasional pernermtah daerah
selama satu periode akuntansi. -

Aktivitas investasi aset nonkeuangan adalah aktivitas penerimaan
dan . pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan
pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk
dalam setara kasdan aset non keuangan lainnya.

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu

dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima - -
kembali yang mengakibatkan pﬂrubahan dalam jumlah . d&n -

komposisi utang dan piutang jangka panjang,

Aktivitas nonanggaran adalah akmntas penerimaan dan
pengehiaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan,
belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah,

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran

kas yang tidak termasuk dalam aktivitas uperam, investasi dan
pendanaan,

. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung - .

kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak
dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. :

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemernntah daerah yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap

saat dapat dlgunaka.n untuk memblayal keg;atan pemermtah I

daerah,

Kes Umum Daerah &dalah ternpat penylmpanan uang daerah yang
ditentukan olelh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang
mempunyai  komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang
dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak
usaha yang dirniliki, :

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

Mata uang asing adalah mata uang selain mata ua_ng pelapuran
entltas

Mata uang pelaporan adalah mata uang ruplah yang digunakan
dalam menyajikan laporan keuangan.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai
1nvcst3.31 berdasarkan harga ptmlchan :
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Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat
nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi
tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor
atas kekayaan bersih/ekunitas dari badan usaha penerima mvestam
(investee] yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

Metode Langsung adalah metode penygjian arus kas dimana
pengelompokkan utama penerimaan dan pengeluaran kas brute.

Metode Tidak Langsung adalah metode penyajian arus kas dimana
- surplus/defisit disesuaikan dengan - transaksi-transaksi
. operasional nonkas, penangguhan (deferral atau pengakuan
 {accrual) penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/yang akan =
- datang, serta unsur penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk

kas yang berkmtan dengan aktivitas investasi dan pr:ndanaan

Penerimaan kas .adaleh semua a.llran kas ya.ng ‘masuk kﬂ
Bendahara Umum Daerah.

Penge:luaran kas adalah semua a_hrfm kas yang ke:luar dan
Bendaha.ra Umum Daf:rah

' KAS DﬁN SETARA KAS

Kas dan setara kas dlsajlkan dalam LAK,

Setara  kas’ pemerintah daerah’ dltu_lukan - untuk . memenuhi
kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk -

. memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus .
.- segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat:

- diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh

karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi
dimaksud mempunyai masa jatuh tempe 3 {tlga] bulan ~atau

kurang dari tanggal pemlehannya

Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas hdak dlmfc}rmamkan

. dalam. laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan __: T
- . bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan  bagian

aktivitas operasi, mvestam aset non keuangan, pembla)raan dan

' tranmtnns

ENTITAS PELHPDRAN ARUS KAS

1.

Entitas Pelaporan adalah Femcnntah Daerah Kahupatcn Prmgsﬂwu ]
vang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau satuan

organisasi lainnya di lingkungan pemerintah daerah yang menurut .
ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan
- laporan pertanggun.awahan bempa laporan keuangan pemermtah

daerah.

Entitas yang Wa_]lb menyusun dan men}rajlkan lapc-ran arus kas
adalah unit organisasi yang mempunyal fungs:. perhendaharaan,

_ dalam hali 1n1 PPKD.

PENYMIAN LAPDRAN ARUS KAaS _ _ _
1. Lapnran arus kas menyajlkan informasi = penerimaan dan

pengeluaran kas sclama penude tertentu yang dﬂdamﬁkamkan' '
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'_.berdasarkan aktivitas operasi,” investasi aset non keuangan,
pembiayaan dan transitoris. :

. . Klasifikasi arus kas menurut akt;mtas operasi, mvestam aset non

" keuangan, pembiayaan dan transitoris memberikan informasi yang
. memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh

.' dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas
pemerintah daerah. Informasi tersebut juga dapat digunakan
untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas OPCI‘EEI, investasi,

- pendanaan, dan transitoris,

. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari
 _beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang
+ terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pemhayaran
pokok utang akan diklasifikasikan ke dalem aktivitas Pendanaan
' sedangkan pcmbayaran bunga utang akan d1k1a51ﬁka51kan ke
dalam aktvitas operasi.

. - Dalam hal Pemerintah Kabupaten Pringsewu masih membukukan
penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas berdasarkan akun
pelaksanaan anggaran maka laporan arus kas dapat disajikan
dengan mengacu pada akun-akun pelaksanaan anggaran
tersebult.

. Yang dimaksud dengan akun-akun pelaksansaan anggaran adalah

akun yang berhubungan dengan pendapatan, belanja,

pembiayaan, dan transaksi ~nonanggaran/transiteris, yang
- dalam Lapeoran Arus Kas dikelompokkan menjadi aktivitas operasi,

.. investasi aset nonkeuangan, pembiayaan .. dan
" nonanggararn/transitoris. : C

.- LAK menyajikan informasi | mengenai sumber, 'peﬁggunaﬁn,
. perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntanm, dan
saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

.’ Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan akumtas
" operasi, investasi, pembiayaan, dan transitoris.

a) Aktivitas Operasi -

1) Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan  dan
pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan
operasional pemermmh daerah selama satu periodc.
akuntansi.

. 2) Arus kas bersih aktmtas nperam m:rupaks.n mdlkator yang

menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah

dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai
. aktivitas operasicnalnya di masa yang akan datang tanpa
mengandalkan sumber pendanaan dari luar.,

3} Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama dzpf:mlch
dari antara lain:
a} Pendapatan Asli Daerah;
b) Dana PerimbanganfPenerimaan Transfer;
¢} Penerimaan hibah;

d) Penerimaan bagian laba perusahaan negara;‘ daﬂrah dan
investasi lainnya; dan . R

' :e] Lain-lain Pendapatan yang Sah.
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f) Penerimaan Transfer.

4) Ars keluar kas wuntuk aktivitas operasi terutama -

digunakan untuk pengeluaran, antara lain:
a} Belanja Pegawai; _

b) Belanja barang dan jasa; .

¢] Pembayaran Bunga,

| ~d) Pembayaran Subsidi; :

5)

6)

€] Pembayaran Hibah; =

) Pembayaran Bantuan Sosial;

g) Pembayaran lain-lain/tak terduga; dan
h) Pembayaran transfer.

Jika Pemerintah Kabupaten Pringsewu mempunyai surat
berharga yang sifatnya sarna dengan persediaan, yang dibeli
untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga
tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

Jika Pemerintah Kabupaten Pringsewn mengotorisasikan
dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang
peruntukannya belum jelas apakah sebagai meodal kega, .
penyertaan modal atau untulk membiayai aktivitas periode
berjalan, maka pemberian dana tersebut Tharus
diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini
dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan,

b} Aktivitas Investasi

1)

.2}

3)

4)

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan
pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan
pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak
termasuk dalam setara kas.

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan
dan pengeluaran kas brutoc dalam rangka perclehan dan
pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk
meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah
daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

a) Penjualan Aset Tetap;

b} Penjualan Aset Lainnya;

¢} Pencairan Dana Cadangan,

d) Penerimaan dazi Divestasi;

¢) Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas. | |
Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset non keuangan
terdiri dari: : o ' ' :
a] Perclehan Aset Tetap; '

b) Perclchan Aset Lainnya.

¢] Pembentukan Dana Cadangan;

d) Penyertaan Modal Pemerintah,

e) Pembhelian Investasi dalam bentuk Sekuritas.
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c] Aktlmtas Pendanaa_n .
: .1]

Aktivitas pendanaan adalah aktmtas penernnaan dan'_ |

 pengeluaran kas yang berhubungan dengsn pemberian

" piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka .
. panjang yang mengakibatikan perubahan dalam jumlah

g

dan komposisi plutang jangka panjang dan utang _]angka '

' panjang

Arus kas dari a_ktivitas pendanaan ' mencerminkan -

. penerimaan dan pengeluaran kas yang - berhubungan -

dengan perolehan atau pemben:an pmjaman - jangka & -
_panjang. ' ' : "

- .. 3} ' Arus masuk kas dari aktiwtas pendanaan antara 1&11‘1 o

a) Penerimaan Utang Luar Negeri; - -
bl . Penerimaan Utang Obllgasl

" '¢) . Penerimaan kembali - Pm;aman kepada perusahaan B

. 4]
' . 'a) pembayaran pokok utang luar negeri;

'-d}

¢} Pengeluaran kas . untuk dipm_]amkan 'kepada' A

,_3}_

%)

" daerah;

| d) . Penerimaan kembah Plnjaman kepada Entltas Pc]apnran .-

- Lain.

‘Arus keluar kas dari aktivitas pendana.an antara lain; " :

b} pembayaran pokok utang obligasi,

perusahaan daerah

_?d} Pengeluaran kas 'u:ltu.k dlplnjamkan kepada Entltas '

_ Pelapnranlmn

_ ﬂktlwtas Transitoris . S
SRR ‘Aktivitas transitoris - adalah aktivitas penenmaan dan:'_ L
o pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam akﬁmtas- S
-operasi, investasi, dan pendanaan. : . : :

Arus kas -~ dar . aktivitas tranmtons mencermjnkan

~ penerimaan dan pengeluaran kas brute yang tidak
‘mempengaruhi pendapatan, beba_n .. dan - pendanaan
_pemermtah R . -

‘Arus kas dari aktivitas tranmturis aﬂtara lam transaksi
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), pemberian/ penerimaan
‘kembali uang ' persediaan kepada,fdan bendahara
_pengeluaran, serta kKiriman uang. o

PFK menggambarkan kas yang berasal dari jurrilah dana
‘yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima

secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen
dan Askes. Kiriman uang menggarmmbarkan mutasi kas antar

L rekemng kas umum negaraj daerah.
5} .
. penerimaan PFK dan penenmaan fransitoris seperti kiriman .
-uang masuk dan penerimaan kemba.h uang persediaan dari
: bcndaham penge.luaran -

Arus masuk kas - dari aktivitas  transitoris 'meﬁputi
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6) Arus - keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi
penpgeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti
kiriman uang keluar dan pemberian uang persedman
kepada bendahara pengeluaran

F. PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTAS] ASET
NON KEUANGAN, PEMBIAYAAN DAN TRANSITORIS

I.

1‘

2‘

Pemerintah Kabupaten Pringsewu melaporkan secara terpisah
kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dar
aktivitas operasi, invest{asi, pendanaan dan {ransitoris.

Pemerintah Kabupaten Pringsewu menyajikan arus kas dari

- aktivitas operasi dengan cara metode langsung. Metode langsung g

ini mengungkapkan pengelompukan utama penenmaan dan
pengeluaran kas bruto. -

Pemerintah Kabupaten Pnngse“ﬂ.l menggunakan metode langsung
dalam melaporkan arus kas dar aktivitas cperasi karena memiliki
beberapa keuntungan sebagai berikut: -

a) Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mcngestamasmsm
arus kas di masa yang akan datang; .

' b) Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan =

c) Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas brutu
' dapat 1angsung dxpf:rnlf:h dan catatan akuntansi. '

PELAPDRAN ARUS KAS ATAS DﬂSﬁR .H.RUS KAS EERSIH

Arus kas yang timbul dari aktmtas operasi dapat dllapurkan atas' ..
dasar arus kas bersih dalam hal::

1.

Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kﬂpennngan peneruna
manfaat . (beneficiaries) arus kas tersebut lebih mencerminkan

 aktivitas pihak lain daripada aktivitas pemerintah daerah. Salah

satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional.

Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang
perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka

- waktunya singkat.

ARUS KAS MATA UANG ASING

1.

Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus
dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan
menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uvang
rupiah berdasarkan kurs bank sentral pada tanggal transaksi.

." Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri

harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs
bank sentral pada tanggal transaksi.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat

- perubahan kurs mata uang asmg tidak akan mempengaruhi arus

kas.

BUNGA DAN BAGIAN LABA

1.

Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan
pengeluaran beban untuk pembayaren bunga pinjaman serta
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; ﬁeﬁérﬁa&h pendapé.tﬁﬁ dari - bagian laba pemaahaan cl.ﬁeréhn RN
.. harus . diungkapkan secara terpisah. Setizp akun yang terkait -
. dengan - transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke __dalamﬁ

B aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun..

. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam_
- arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar - . .
- diterima  dari pendapata.n bunga pada permde akuntans1 yang SRR
_ bersangkuta.n L

. Jumlah’ pengeluaran beban pemha}raran bunga utang yang |

dilaporkan - dalam arus kas . aktivitas operasi adalah jumlah

“pengeluaran  kas  untuk pemha:,raran bunga dal:a.m penc:df:
. akuntansi yang bersangkutan .

" Jumlah penerimaan pcndapat.an darl bagla_u laba perusahaan'j' :
- daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah .= - :

_ : .. jumlah : kas yang  benar-benar diterima - darl bagian " laba &
e perusahaa_n daerah dalarn permde akuntansz yang bersangkutan =

J. INVESTASI DAIAM PERUSAHAAN DAERAH DAN KEMITRAAN

N 1

Pencatatan investasi pada pemsahaan daerah - dan kemltra,an: . _:
5 dapat dilakukan dengan menggunakan dua mﬁtc-de j,raltu metude.._’_
- ekuitas dan metode blaya ' : e

Investam pemermtah daerah dalam perusahaa.n daerah dﬂ_ﬂ T
- kemitraan dicatat dengan menggunakan metude bla}ra ysutu P
.. sebesar nilai perolf:hann}ra ' . e

. Entitas pelaporan melapc:rkan pengeluaran investasi jangka SR

. - panjang dalam pemsahaan daerah da.n kem,ltraan dalam arus kas
o 'a.ktwltas pemblayaan - : : Lo R

K PEROLEHAN DAN PELEFASAN PERUSAHAAN DAERAH DAN UNIT . o

DPERASI LAINNYA

1.

. dari aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan

“Arus kas Vang berasal dan perolehan dan pelepasan perusahaan:

~ daerah harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas 1nvesta31 i

2. Entitas pelapnran - mengungkapkan seluruh perolehan da.n -
'pelepasan perusahaan daerah dan unit ﬂperas.l lainnya selama

:_ satu periode. Hal-hal yang dmngkapkan ada.lah ' SR
-~ a. Jumlah harga pembelian atau pelcpasan

* b. Bagian dari harga pembelian atau pclepasan yang dlbayarkan U :

. dengan kas dan setara kas; -

c "Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan daerah dan umt _ C T

operasi lainnya yang dipercleh atau dilepas; dan

_. d. Jumlah aset dan utang selain kas dari setara kas vang dlakul L -
" oleh . perusahaan . dacrah * dan . unit up::rasz lmxmya j,rang ot

diperoleh atau dllepas

:Fen}'ajian terpmah arus kas dari pf:rusahaan daerah da.n umt _ L
. operasi lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu - - -

untuk membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal



dan non anggaran. Arus kas masuk dari pelepasan tersebut tidak
dikurangkan dengan perclehan investasi lainnya.

Aset dan utang selain kas dan setara kas dari pcméahaaﬁ daerah
dan unit operasi lainnya yang diperoleh etau dilepaskan perlu

. diungkapkan hanya jika transaksl tersebut telah diakui

sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan daerah.

L. TRANSAKSI BUKAN KAS

1.

Transaksi operasi, investasi dan pendanaan yang tidak
mengalkibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas
tidak ~dilaporkan dalam LAK. Tra.nsaksl tcrsebut harus

" diungkapkan dalam CalK.

Pengecualian transaksi hukan kas dari LAK konmsten dengan
tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak

| mempengarvhi kas periode yang bersangkutan, Contoh transaksi

bukan kas yang tidek mempengaruhi laperan arus kas adalah
perclehan aset melalui pertukaran atau hibah,

M. KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS

Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas
dalam LAK yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

N. PENGUNGKAPAN LAINNYA

L.

Entitas pelaporan rnengungkapkan jumlah salde kas da.n setard
kas yang signifikan yang tidak bnleh digunekan aleh entitas. Hal

 ind dijelaskan dalam Cal.K.

Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi
pengguna laporan dalam memaharni posisi keuangan dan
likuiditas suatu entitas pelaporan.

Contoh kas dan setara kas yang tidak boleh digunakan oleh entitas

.adalah kas yang ditempatkan sebagai jaminan dan kas yang

dikhususkan penggunaan untuk kegiatan tertentu,

FORMAT LAPORAN ARUS KAS - _ .
Format LAK mengecu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun . demikian
format dapat diubah sesuai dengan kebutuhan apabila terdapat
transaksi yang tidak terakomodir dalam format tersebut. Format LAK
- adalah sebagai berikut: : '

77



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desembet 20X1 dan 20X0

No Uralan 20X1 | 20X0
2 [ArmsMasukhas:
3 Penerimaan Pajal Darrah
4 Pensrimaan Retribusi Daerah
5 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayasn Dasrah yang
Dipisahkan :
& Penerimaan Lain-lain PAD yang sah
7 Penerimaan Dana Bagl Hasi
-] Penerimaan Dana Alpkas Umum
G Penerimesn Dana Alokasi Khusus ~ Figik
10 Fenerimaan Dana Alokssi Khusus - Non Fisik
11 Penerimaan Dana [nsentil Dacrah
| 12 Penerimaan Dane Otonomi Khusus
13 Penerimaan Dana Keistimewaan
14 Penerimaan Dana Desa
15 Penerimann Bagi Hanil dari Provinsi
L4 Penetlmaan Bantran Keuangan
L7 Penerimaan Hibih
13 Penerimaan Dane Darurat
19 Penerimeen dar pendapatan lainny Lainnya
20 Jumlah Arus Masak Kas |3 8/d 19|
21 { Atus Keluar Haa:
22 Fembayaran Pegawai
23 Pembayaran Barang
249 Pembayaran Bunps
23 Pembuyuran Subsidi
26 Pembayaran Hibah
27 Pembayaran Bantuan Sosial
28 Pembeysran Tek Terdupga
29 Pembayaran Banruan Keuangan antar Daerah KabfKota
30 Pembayaran Bantuan Keuangan ke Dacrah Provinasi
31 Pembayaran Bantuan Keuangan leepada Deaa
3 Jumlah Aros KEelant Ens {21 4/d 31)
a3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasd (20 - 32]
34| Arps Kas dari Aitivitas nvestes!
38 | AregMamukRes - N
| 36 Pencalran Dana Cadangan
ay Penjualan atas Tanah
;:3:5 Penjualan aiaa Peralatan dan Mesin
39 Penjualan atas Gedung dan Bangunan
40 Penjuelen avas Jalan, Irgesi dan Jaringan
41 FPenjualen Aset Tetap Lainoya
42 Penjualan Aset Lainnyas
413 Hanil Penjualan Kekayaan Daermh yang Dipisahkan
&4 Peperimaan Penjualan Investas Non Permanen
45 Juminh Arns Masok Kas (36 8/d 44)
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o il

Ho Uraian 20X1 | 20XQ
A5 | Arun Keluar Kas
47 Pembentulan Dana Cedangan
48 Perclehan Taneh
49 Perolechan Peralatan dan Mesin
50 Perolehan (Jedung dan Bangonan
| 51 Pemlehan Jal_a}p, Irigasi dan Jaringan
o2 Perolehan Asct Tetap Lainnya
ka2 Perolehan Aaet Lainnya
54 Penyertaan Maodal n Pemerintah Dasrah
53 Pengsluaran Pembelinn Investasi Non Permanen
BE Jumink Arus Koluar Kas (47 »/d 55}
57 Arus Kas Rersih dard Aktivitas Tovestasd (45 - 56)
[ 68 | Arus Xay gnrf Ajuivitas Pendanaan _
B9 | Arus Masuk Kas .
:“Eﬁ Pcnmimaa.g:éi_pjamm Daerah « Pemerintah Pusat
51 Penerimaut Pinjumen Daerah - Pemerititul Dasrah Lain
62 Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembugs Keuangan Bank
&3 Penerimasan Pinjaman Daerah - Lembaga Kewangan Bukan
Bank - :
64 Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat {Obligasi
Daersh)
&5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Dacrah
1) Jomlah Arns Masuk Ene (60 s/d 65
&7 | Arus Eeluar Has
68 Pembeyaren Pinjaman dari Pemerintah Puaat
&5 Pembeyaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lainma
7O Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Kenangan Bark
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan
71 _
Bank -
T2 Pembayaran Pinjaman dari Masyaraket (Obligrsi Daerah)
73 Pemberian Pinjaman Deerah '
T4 Jomlah Arny Helusr Has (68 8/d 73)
T8 Arus Eas Boraik dari Aktivites Pendanaan {65 - 74}
T6é | Arun Kas dar] Aktlvitas Tranaitoris
7T | Ams Masuk Kaa
T8 Penerimean Perhitungen Fihak Ketiga (PFK)
79 Jumlah Aros Masuk Eas (78|
BO | Arus Keluar Kan
81 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
a2 Jumlah Azus Kelosr Eas [B3)
83 Avus Kas Beraib duri Aktivitas transitoris (79 - B3)
84 | Keneikan/Penutunks Kas
B5 | Baldo Awnl Kas
BS | Baldo Akhir Has
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. BABVII
KEBIJAKAN AKUNTANSI
LAPORAN KONSOLIDASIAN

A. PENDAHULUAN
1. Tujuan

Kebijakan ini mengatur penyusunan laporan Keuangan
konsolidasian pada pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam
rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum
(gereral purpose financial statements) demi meningkatkan kualitas
dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Dalam kebijakan
ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum
adalah laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan bersama
sebagian besar pengguna laporan termasuk lembeaga legislatif
(DFRD) sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.

2. Ruang Lingkup

g. Laporan keuangan untuk . tujuan umum dari pemerintah
Kabupaten Pringsewu yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan
disajikan secara terkonsolidasi menurut kebijakan ini agar
mencerminkan satu kesatuan entitas, :

b. Lapc:-ran keuangan konsolidasian padaemerintah kabupaten _
pringsewu - sebagai . entitas pelaporan mencakup laporan
keuangan semua entitas akuntanm, termasuk laporan keuangan
BLUD. : :

¢. Kebijakan ini tidak mengatur
a) Laporan keuangan konsolidasian perusahaan daerah,
b} Akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi.
¢) Akuntanst untuk investasi dalam wusaha patungan (joint

venture).
d) Laporan statistik gabungan pemerintah pusat dan
pemenntah daerah

B. DEFINISI

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan

Akuntansi ini dengan pengertian:

1. BLUD adalah badan yang dibentuk pemerintah daerah untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan
barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada
prinsip efisien dan produkiivitas.

2. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang .

diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas
pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik
- agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

80



3.

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan
yvang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas
pelaporan sehingga tersaji sebagal satu entitas hanggal,

C. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

14

Laporan keuangan konsoclidasian terdini dar Laporan Realisasi
Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Salde Anggaran Lebih
{Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional {LO),
Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubzhan Ekmtaa {LPE), dan
Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK],

Laporan keuangan konsolidasian disajikan wuntuk = periode
pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas
pelaporan dan  berisi jumlah komparatif dengan periode
sebelumnya.

Dalam kebijakan ini proses kunschdam dulmtl dengan eliminasi
akun-akun timbal balik {reciprocal accounts}. Narmun demikian,
apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan atauy tidak

o dllakukan maka hal tersebut dlungkapkan dalam CalXk.

ENTITAS PELA.PDR&N

Suatu entitas pelaporan dltetapkan di dalam peraturan perundang- '
undangan, yang umumnya bercirikan:

. a)

b]

.c]

'.;'1]

Entitas tersebut dibiayal oleh APE-D atau mendapat pem_tsaha.n
kekayaan dari anggaran. = -

Entitas tersebut dlhentuk dengan " peraturan perundang- :
undangan.

Pimpinan entitas tersebut adalah pe_labat pemenntah dacerah -
yang diangkat tau pﬁ]abat yang dimn]uk atau }rang dipilih oleh
rakyat.

Entitas tersebut membuat pertanggung]awaban baik langsung

. maupun tidak langsung kepada wakll rakyat sebagal plhak yang
men}rem]ul anggaran.

ENTITAS AKUNTANSI
L

Pengguna anggaranfpengguna barang sebagai entitas akuntansi
menyelenggarakan akuntansi . dan menyampaikan laporan
keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya
yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau
mengelola barang adalah entitazs akuntansi yang wajib
menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan
laporan keuangan dengan penetapan menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku suatu entitas akuntansi
tertentu yang dianggap mempunyai pengaruh signifikan dalam
pencapaian program pemeriniah daerah dapat ditetapkan sebagai
entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara
intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka
penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.
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.F, BAD&N LP..YANAN UMUM DAERPJ.H

1

BLUD adalah badan yang dibentuk pemerintaly daerah untuk
menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima

 serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan

dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan
hukum sebagaimana kckayaan daerah yang dlplsahkan Contoh
BLUD adalah rumah sakit.

Selaku satuan kerja pela}ranah berupa Badan, walaupun bukan
berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan daerah yang

 dipisahkan, BLUD adalah entitas pelaporan,

Selaku penerima anggaran belanja pemerintah deerah (APBD]' -

. BLUD &adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya

1.

" dikonsolidasikan pada entitas pelapr:-ran yang secara nrgamsatnns "

membawahinya.

- Konsolidasi laporan keuangan BLUD pada pemerintah daerah _‘,rang :

secara organisatoris membawahinya dilaksanakan setelah laporan
keuangan BLUD disusun menggunakan standar akuntansi yang
sama dengan standar akuntansi yang dipakai oleh orgamsas:l yang

membawahinya.

' PROSEDUR KONSOLIDASI
_Konsolidasi yang dimaksud oleh kebijakan ini dllaksanakan:

dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang
diselenggarakan olch entitas pelaporan dengan entitas pelaporan

lainnya atau yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan -

entitas akuntansi lainnys, dengan atau tanpa mengelmunam al-:un -
timbal balik,

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan
menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang
secara organisatonis berada dibawahnya.

Laporan keuangan BLUD digabungkan pada lembaga teknis
pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahinya.

H. PENGUNGKAPAN

. L

Dalam CaLK perlu diungkapkan name-nama entitas .yéhg
dikonaolidasikan atau digabungkan beserta status masmg masing,
apekah entitas pelaporan atau entitas skuntansi.

Dalam hal konsolidasi dilakukan tanpa mengehmmam akun- akun' o
yang timbal-balik, maka nama-nama akun yang timbal balik, dan

- estimasi besaran jumlah * dalam ekun yang timbal balik

dicantumkan dalam CalK dan disebutkan pula alasan belum :
dﬂaksanakannya ehmmam
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BAB IX
~ KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS
DAN SETARA KAS

- A. PENDAHULUAN
1 Tujuan

a.

Tujuan kebijakan akuntansi kas dan setara kas adalah untuk o |

. mengatur perlakuan akuntansi untuk Kas dan Setara Kas dan™
informasi lainnya yang d1anggap perlu disajikan dalam 1ap0ran o

keuanigan.

Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi kas dan setara':- :

kas pemerintah Kabupaten Pringsewu yang meliputi definisi,
pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapannya. .

2. Ruang Lingkup

a.

. 8.

C,

Kebijakan akuntansi ini dlterapkan dalam penygjian kas dan
setara kas dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten
Pringsewnu untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan
dengan basis akrual. _

Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansif. .
- pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran
. berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3 Dcﬁmsl

Kas gdalah uang tunai }rang setiap saat dapat dltank dan"' .

. digunakan untuk melakukan pembayaran dan membiayai

kegiatan pemerintah daerah, Kas juga dapat berupa saldo
simpanan di bank yang sangat likuid yang siap
dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dan risiko
perubahan nilai yang signifikan. N
Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likyid
yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dan nmko
perubahan nilai yang signifikan.

Kas meliputi seluruh uang persediaan (Sisa UP/TU), saldo

simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau
digunakan untuk melakukan pembayaran, uang tunai atau

simpanan di bank yang belum disetorkan ke kas daerah, "'

maupun uang tunai atau simpanan di bank yang digunakan =
untuk melakukan pembayaran terhadap pelayanan langsung .- i
" kepada masyarakat {IP’SAPDQ} Dengan demikian, kas terdm Lo

. dari:

1) Kas di kas daerah. _

2) - Kaa di bendahara pengeluaran,

3) Kas di bendahara penerimaan.

4) Kas di badan layanan umum daerah (BLUD).
5) Kas lainnya.

Setara kaa terdiri dari:

1) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3
[tlga] bulan. '
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2} Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau

kurang dari 3 (tiga) bulan.

B. PENGA.KUAN

" kas
menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. (PSAP

1.

Terkait dengan pengakuan aset dalam Paragraf 6'? dan Paragra.f 68

PSAP 01, secara umum pengakuan aset dilakukan:

a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan dlpemleh oleh .

- pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat
- diukur dengan andal. .
b. Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/fatau
kepenguasaannya berpindah. .

Atas dasar angka 1 diatas dapat dikatakan bahwza kas dan setara
kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau
dikeluarkan/ dibayarkan.

Saldo kas di bendahara penenmaan dapat terdiri darl kas tunai
dan kas di rekening penerimaan. Saldo kas di bendahara
penerimaan akan bertambah apebila terdapat nang masuk dari
penerimaan pendapatan umumnya dalam bentuk Pendapatan Asli
Daerah, dan saldo Kas di bendahara penerimaan akan berkurang
apabila terdapat uang keluar yang di transfer ke RKUD.

Apabila karena alasan tertentu masih terdapat uang daerah pada
Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke kas daerah pada
tanggal neraca, maka jumlah tersebut dilaporkan dalam neraca
sebagai Kas di Eendahara Penenmaan.

Kas di BLUD merupakan kas di Bank maupun . tunai yang
dikelola oleh entitas yang berbentuk BLUD. .

Kas lainnya mencakup seluruh kas, baik itu saldorekening di Bank
maupun saldo wang tunai yang pengelolaannya diluar mekanisme
Kas Daerah dan Kas BLUD serta menjadi tanggungjawab entitas
pelaksanateknis. :

FENGUKURAN

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nomlnal Nilai

nominal artinya dissjikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat

dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah

01 Paragraf 69 dan [PSAP 01).

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1.

2.

‘Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan
pemerintah daerah berkaltan dengan kas dan setara kas antara

lain:
a. Rincian dan nilei ks vang disajikan dalam lapors_n keuangan

" b. Rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum -

daerah namun merupakan kas transitoris yang belum
. disetorkan kepihak yang berkepentingan, seperti PPN/PPh yang
dipungut, tetapi belum disetorkan ke kas negara, Iuran
Askes/Taspen/Taperum yang belum disetorkan dan lain-lain.

Saldo kas dan setara kas harus disajikan gdalam Neraca dan LAX.
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A. UMUM
1. Ty

a.

BAB X -
KEBIJAKEN HKUNTAN 51 PIUTANG

uan

Tujuan kebijakan akuntansi piutang adalah untuk mcngatur
perlakuan akuntansi untuk piutang dan informasi lainnya yang
dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Kebijakan ini mengatur perlaknan akuntansi piutang
Pemerintah Kabupaten Pringsewu  yang meliputi definisi,
pengakuan, pf:ngukm-an, p-enﬂaian dan pengungkapannya. -

2. Ruang Lingkup

-

b.

Kebijakan skuntansi ini d]terapkan dalam penyajian seluruh
piutang dalam Izporan keuangan untuk tujuan umum yang
disusun dan disajikan dengan hasis akrual.

Kebijakan ini diterapkan untuk entitas Pemerintah Kabupaten
Pringsewu tidak termasuk pemsahaan daerah,

3. Definiai

B,

Piutang adalah junﬂah uang yang wajib dibayar kepada .
pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang
dapat dinilai dengan uang sehagai akibat perjanjianfatau akibat
lainnya berdasarkan peraturan perundang«undangan atau

- akibat lainnya yang sah.

Plutang - retribusi adalah jmbalan yang dipungut oleh
pemerintah daerah dari masyarakat sehubungan dengen
pelayanan yangdiberikan, misalnya retribusi. S

Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untulk
menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai
akibat peraturan perundang-undangan.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang
yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya
dimasa akan datang dari sescorang danjfatau korporasi
dan/atau entitas lain.

Penilaian Xkualitas piutang untuk penyisihan piutang tak
tertagih  dihitung berdasarkan kualitas umur piutang,
jenis/karakteristik piutang dan diterapkan dengan melakukan
modifikasi tertentu tergantung kondisi darj debiturnya.

Umur piutang adalah jangka waktu dari tangga] penetapan
sampai dengan tanggal pclaperan. :

Nilai realiasasi bersih (Net Realizable Value} piutang adalah
jumnlah bersih piutang yang diperkirakan dapat ditagih.
Piutang disajikan dalam laporan sebesar nilai realiasasi
bersih.

Klasifikasi plutang secara termm dlUI'E.IkﬂIl dalam BAS,
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B. PERISTIWA YANG MENIMBULKAN FPIUTANG

1.

Pungutan Pendapatan Daerah.

Timbulnya pintang di lingkungan pemerintah daerah pada
umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan .
dan pemberian pinjaman * serta transaksi lainnya yang
menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan -

-~ - pemerintah daerah. Piutang :,rang timbu! karena pungutsn
- pendapata.n daerah terdu'ldan .

a. Plutang Pajak;

" b. Piutang Selain Pajak;

- ¢, Pitang Valata Asing.

Perikatan _ _
Terdapat berbagai perikatan antara instansi pemerintah daerah

- dengan pihak lain yang memmblﬂkan piutang, seperti:

a. Pemberian pinjaman;
b. Penjualan kredit;

¢. Kemitraan;

d. Imbalan Fasilitas/Jasa.

Kerugian Daerah

Piutang atas kerugian daerah sering disebut sebagai plutang'
Tuntutan Ganti Rugi (TGR} dan Tuntutan Perbendaharaan (TP). s

a. TGR dikenakan oleh atasan langsung pegawai negeri ataupun

bukan pegawai negeri yang bukan bendeherawen yang karepa - -

lalai atau perbuatan melawan hukum menga.klbatkan keruglan
daerah, .

- b. TP ditetapkan oleh BPK kepada bendahara yang l-:arf:na lalai =

atau perbuatan melawan hukum mengambatkan kerugian

Negara fdaerah

C. PENGAKUAN

1.

Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-
undangan diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika -
timbul klaim/hak untuk menagith uvang atau manfaat ekonunu '
lainnya kepada entitas, yaiti pada saat:

a. Terdapat surat ketetapanfdokumen vang sah yang belum -
dilunasi. .'

' b. Terdapat surat pﬂnaglhan dan telah dilaksanakan penag]han' Coh

dan belum dilunasi.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, vaitu penstlwa S

yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan dan .
pemberian fasllitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dlcatat '
sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria: '

a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang mcnyatakan '
hak dan kewajiban secara jelas; dan

- b. jumlah piutang dapat diukur.
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3. Piu.tan;g Dane Bsagl Hasil (DBH) Pajek dan Sumber Daya Alam -

. diakuj berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai - .

dengan dokumen penetapen yang sah menurut ketentuan }rang
- berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.

" 4. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU)} diakul berdasarksn ]umlah :
‘yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah
menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan
- merupakan hak daerah.

5. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim
pembayaran yang telah diverifikasi oleh pemerintah pusat dan telah
ditetapkan jumlah deﬁmttfnya sebesar jumlah yang belum
~ ditransfer.

| | 6.. Piutang transfer lainnya dlEﬂ-CI.ll apabﬂa

- 4. Dalam hal penyaluran tidak memerlukan pcrsyaratan apabﬂa.
sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum -

© menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum
ditransfer akan menjadi hak tagih aetau piutang bag; daf:rah
penerima.

b. Dalam hal pencmran dana diperlukan persyaratan, III.I.SE]II)FH,

tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak

tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi he]um
dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat. |

7 Piutang Bagl Hasil {DBH) dari previnsi dihitung berdasarkan hasil
: realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.

| "8 Piutang transfer antar dacrah dihitung berdasarkan hasil realisasi -
. pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hakfbaglan daerah
penenma yang belum dibayar. '

9. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun
anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum
dikemnbalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan
" dengan hak transfer periode berikutnya,

10. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP,"TGR
harus didukung dengan bukt SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/
dokumen vyang dipersameakan, yang menunjukkan - bahwa

- penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar

. pengadilan), SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/dokumen yang

- dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan

- bahwa, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab sescorang dan
- bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian
TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan,
pengakuan piutang bam  dilakukan setelah terdapat surat
- ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

D PENGUKURAN

1. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan
. perundang undangan, adalah sebagai berikut:

‘a. disajikan sebesar nilai yeng belum dilunasi sampal dcngﬂn
tanggal pelaporan dari @ setiap tagihan - yang _dltetapkgn
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. terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib F&_}Elk [WP‘] yang:

- berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;

ataty

. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan

tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan

" mengajukan banding; atau -

-~ disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sarnpai dengan "

tanggal pelaporan dari setap tagihan yang masih proses’
banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis
tuntutan ganti rugi.

. Pengukuran piutang yang berasal dari pcnkalan adalah sebagai

herﬂmt'

d.

Pembenan pinjaman

- Putang akibat pemberian plnja.man dinilai dengan _]unﬂ.ah yang

.. dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/

jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan

- atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian

pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment

" fee dan atau biaye-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir

pericde pelaporan harus diakui adanya bunga, denda,
commitment fee danjfatau biaya lainnya pada periode berjalan
yang terutang (belum dlbayar] pada akhir periode pelapnran ’

Penjualan

_Plutang dari pcnlualan diakui sebesar nilai sesuai naskah

perjanjian penjualan yang terutang [b:lum dlbayar] pada akhir

[ periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan .
. adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat
_sebesar nilai bersihnya.

Kemitraan
Piutang vang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan
yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan. -

pemberian fasilitas/jasa

. Piutang yang tirnbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang

:telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan,

- dikurangi dengan pembayaran atau uang muka - yang telah

diterima,

- Pengukuran piutang transfer ada.lah sebagai berikut:
a

DBEH disajikan sebesar nilai yang belum diterima  sampai
dengan tanggal pelaporan dari sctiap tagihan yang ditetapkan
berdasarkan ketentuan transfer yang bertalou,

DAU sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat
kekurangan transfer DAU dari pemerintah pusat ke kabupaten.

- DAK, disgjikan sebesar klaim yang telah dlvenﬁkam dan.

disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pen@ﬂmran piutang ' ganti rug;l berdasarkan pengakuan yang
dlkemukakan di stas, dilakukan sebagai berikut: y

a.

Disajikan sebagai aset lancar scbesar nilai yang _]atuh tempo

dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua
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belas) bulan ke depan berdasarkan surat  ketentuan
penyelesaian yang telah ditetapkan, ~

b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi
di atas 12 [dua belas) bulan berikutnya.,

Pengukuran berikutnya (Subseguent Measurement) terhadap

penpakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal .

tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan

kerugian piutang tidak - tertagih. - Apabila terjadi kondisi yang -
memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis . .
- piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan. '

Pernberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal

dengan dus cara yaitw: penghapustagihan fwrite-off) dan

" penghapushulcuan fwrite down), .
Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan {net .-

realizable value), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan
penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan

klasilikasi sebagai berikut : :

a. Kualitas piutang lancar.

b, Kualitas piutang kurang lancar,

¢. Kuglitas piutang diragukan.

d. Kualitas piutang macet.

Penggolongan kualitas piutang pajak dapat dipilah berdasa:kan

cara pemungut pajek yang terdiri dari: _
a. Pajak dibayar sendiri cleh wajib pajak (self assessmentj;, dan

- b. Pajak ditetapkan cleh Bupati {official assessment).
10.

Penggolongan kualitas piutang'pajak yang pernungutannya dibayar
sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dilakukan dengan -
ketentuan:
a. Kualitas lancar, dengan kriteria:
1) Umur piutang kurang dari 1 (satu} tahun; dan/atau
2} Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
3} Wajib pajak kooperatif; dan/fatau
4} wajib pajak likwud; dan/atau
5) wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
b. Kualitas kurang lancar, dengan kriteria:

1) Umur piutang 1 {satu} Sampal dengan 2 {dua) tahum; .-

dan/atau

2) Wajib pajak kur&ng kﬂoperatlf dalam pemerlkaaan* dan;‘atau o

3) Wajitb pajak menyetujui  sebagian hasil pemeriksaan;
dan/atau '

4) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
c. Kualitas diragukan, dengan kriteria:

1) Umur piutang 3 (tiga) sampai dengan S (lima) tahun;
dan/atau

2] Wajib pajak tidak kouperauf dalam pemetiksaan; dan/atau
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11.

11

3) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan;
_ danfatau :
4} Wajib pajak mengalami kesulitan likkuiditas. .

" Kualitas macet, dengan kriteria
. 1) Umur piutang diatas 5 (ima) tahun; dan/atau

'2) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau

E 3) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunie; dan/ atau

' 4) Wajib pajak mengalami musibah {force majeure}.

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya
ditetapkan oleh Bupati {official a.ssessmentj dllakukan dengan
ketentuan:

a.

Kualitas lancar, dengan kriteria:

" 1) Umur piutang kurang dari 1 {satu) tahun; danf atau )

.~ 2) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
- 3) Wajib pajak likuid; danfatau

4) wajib pajak tidak mengajukan keberatan/ bandmg

Kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
1) Umur piutang 1 {satu] sampai dengan 2 {dua; tahun,;
dan/atau

| 2) Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau

- 3) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding,
. kuelitas diragukan, dengan kriteria:
.0 1) Umur piutang 3 [tlga] sampai dengan 5 [hma} tahun

dan/atau
2) Wajib pajek tidak kunperahf dan/atau
3) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas,
kualitas macet, dengan kriteria:
1} Umur piutang diatas 5 (lima) tahun; dan/atau
2] Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau

. 3) Wajib pajak banghkrut/meninggal dunia; dan/atau

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajek Khusus untuk nbjek :
' - Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

W
- bulan;

b.

.

O d.

12,

. 4) Wajib pajak mengalami musibah (force mgjeure) -

kualitas lancar, jika umur p;utang 0 sampai dengan 1 (satu)

kualitas kurang lancar, jika umur piutang 1 {3atu] sampsu
dengan 3 (tiga) bulan;

kualitas diragukan, jika umur piutang 3 (tiga} sampai dengan
12 [dua belas) bulan; :

kualitas macet, jika umur piutang lebih dari 12 {dua belas)
bulan, -

Penggulongan Kualitas Pmtang Eukan Pajak selain }rang dlsebuﬂ{an .
Retribusi, dilalkukan dengan ketentuan: '

a.

kualitas lancar, apabila belum dlla.kukan pelunasan sampa;
dengan tanggal jatuh tempn yang ditetapkan; :
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b.

kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu)
bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak

~ dilakukan pelunasan;

kualitas diragukan, apahﬂé dalam jangka waktu 1 (satuj bulan

" terhitung sejak ta.nggal Surat Tagihan Kedua tldak dﬂakukan

. pelunasan; dan

kualitas macet, apablla dalam jangka wakm 1 [s&tu} bulan
terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan

- pehinasan,

13. Penggolongan kualitas piutang bukan pajak selain yang disebutkan
retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

No| * Kualitas Plutang - | Taksiran Piutang Tak Tertagih
a | Lancar 0 %
b | Kurang Lancar - 10 %
¢ { Diragukan 50 %
d

Macet 100 %

E. PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH
Penyisihan piutang tidak tertagih untuk pajak, ditetapkan sebesar:

1.

b.

a.
b.

kualitas lancar sebesar 0% (nol persen);
kualitas kurang lancar sebesar 10% (sepuluh perscn} dari

 piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai
- agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

kualitas diragukan sebesar 50% (lima pu.luh pErSEl‘l] dan
plutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan
nilai agunan atau nilai barang sitaan {jika ada); dan

kualitas macet 100% (secratus persen) dari piutang dengan

kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai
barang sitaan (jika ada).

Penyisihan piutang tidak tertaglh untuk objek retribusi, dltetapkan
sebesar;

d.

" Kualitas lancar sebesar 0% [nol pcrsen],

‘Kualitas kurang lancar sebesar 10% [Bepuluh pers&n] dari -
_piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai
- agunan atau nilai barang sitaan {jika adaj;

Kualitas diragukan sebesar 50% (lima puluh pr:rscn] dan

piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan

nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

Kualitas macet 100% (seratus persen) dari piutang dengan
kuglitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai
barang sitaan (jlka adal).

Penyisihan piutang tidak tcrtaglh untuk objek hukan pa_]ak sela.ln
Retribusi, ditetapkan sebesar:

a.-

b.

0% [nol persen) dari piutang dengan kualitas lancar '_
10% (sepuluh persen} dari piutang dengan kualitas kurang

lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang
sitaan (jika ada);
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C. 50% (lima puluh pefsén} dari Piutang dengan kualitas

diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau mla.l :

barang sitaan (jika ada); dan

d. 100% (seratus persen} dari Piutang dengan kualitas macet
- setelah dikurangi dengan nilai agunan etau nilai ‘ba.rang sitaan
(jika ada), :

. Penjrlslhan dilakukan sc’uap bulan tetapi pada akhlr tahun baru

"~ dibebankan. -

Pencatatan transaksi pr:nyisihan piutang dilakukan pada ekhir
periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka
dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan
kualitas piutangnya, : |

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka

- tidak perlu dilakukan jurmal penvesuaian cukup diungkapkan di

dalam . CalK, namun bila kualitas piutang menurun, maka

dilakuken penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak -
tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan

dalam neraca dengan saldo awal, Sebaliknya, apabila kualitaa

piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka .

pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak
teriagih schesar selisih antara angka yang seharusnya dlsajlkan
dalam neraca dengan saldo awal.

F. PEMBERHENTIAN PENGAKUAN

1l

Pemberhentian pengakﬁan atas piutang dilakukan berdasarkan

sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian - piutang

dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan
cara membayar tunai {pelunasan) atau melaksanakan sesuatu
schingga tagihan tersebut selesaiflunas,

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasa.n juga dikenal
dengan dua cara  penghapustagihan . [wnte-ﬂ_ﬂ‘] dan
penghapusbukuan {write downy.

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan interm manajemen.

. merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar .

nilai piutang dapat dlpertahankan sesuai dengan net realizable
valueﬁnya

Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus
kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti
pengalihan pencatatan . dari infrakomptabel - menjadi
ekstrakomplabel. : :

Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi
penghapustagihan piutang.  Penghapusbukuan piutang dibuat

berdasarkan berila acara atau keputuesan pejabat yang berwenang

untuk menghapus tagih piutang, Keputusan dan/atau - Berita

Acara merupakan dokumen yang sah untuk buktl akuntansi

panghapushukuan

Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:

a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar
-:lanpada kerugian pcnghapushukuan
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1} Memberi gambaran obyektf tentang kemampuan keuangan
entitas akuntansi dan entitas pelaporan. .
2} Membert gambaran ekuitas lebih cbyektif, tentang
- penurunan skuitas.

- E é] Mengurangl beban admmlstramfakuntanm, untuk mencatat

- hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya. .

| b Perlu kajian yang mendalam t:ntang dampak hukum dari

penghapusbukuan pada neraca pemerintsh daersh, apabila
perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil
kcpumsan penghapusbukuan.

C. Penghapusbulman berdasarkan keputusan formal otoritas
tertinggl yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan
‘atau  hapus buku (write offf, Pengambil = keputusan
penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif [tidak
berinisiatif], berdasar suatu system nominasi untuk dihapus

. bultukan atas usulan berjenjang - yang bertugas melakukan B

analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut. . |
Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai

- kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan

10,

hapus tagih vang defensive bagi pemerintah secara hukum dan
ekonomik,

Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya
penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang
sendiri gagal meka penagihannya harus dilimpahkan kepada
KPKNL dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat
piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagibannya
dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui
KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan
dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan,

Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp. 5 milyar
oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp. 5 milyar aleh
Bupati dengan persetujuan DPRD.

Kriteria Pcnghapustag:lhan Pluta.ng sebaglan atau seluruhnya
adalah sebagai berikut: = ~

A Penghapustaglhan karena mcnglngat Jasa-_]asa plhak yang

. berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari
 keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang
tidak mampu membayar.

b. Penghapustagihan sebagai suat sikap menyejukkan, membuat
- . citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril
Iebih luas menghadapi tugas masa depan.

e Penghapustagihan  sebagai .= sikap berhentl | mcnaglh,

menggambarkan situasi tak mungkln tertagih mehhat kondisi - .

- pihak tertagih.

d. Penghapustagihan untuk restmkmnsasi penyehatan utang.
misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi
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menjadi pokok krecht hsru, reschedufmg tla.n penurunan ta.n:l'
bunga kredit.

e. Penghapustagihan setelah semua rancangan dan cara lain
gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet
dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual {an_lak
piutang), jaminan dilelang,.

f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum
kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia,
industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak,
melakukan benchmarkmg kehqakan! peraturan write off dl
negara lain,

'g. Penghapustagihan secara hulmm su.lit atau tidak munglun.

dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali
cacat hukurn. Penghapusbukuan (write down maupun write off]
masuk ekstrakomptabel dengan beberapa sebab miszlnya
kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur
menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan
misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan haircut
mungkinkan dicatat kembali menjadi rekening aktif
intrakomtabel.

G. PENGUNGKAPAN

1.

Piutang dlsajlka.n dan diungkapkan secara memadai. Informasi’

- .. mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK
.-~ Informasi dimaksud dapat berupa:

. a. Kebijakan akuntansi yang dlgunakan dalam penﬂman,'

pengakuan dan pengukuran piutang.

b. Rincian jenis-jenis, salde menurut umur untuk mengetahm
tingkat kolektibilitasnya.

c. Penjelasan atas penyelesaian piutang.
d. Jaminan atay sita jaminan jika ada.
Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus

diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesman bzuk
melalui cara damai maupun pengadilan. :

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup
dalam CalK agar lebih & informatif. Informasi yang perlu

- diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang,

nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang,- daseu'_.

- pertimbangan pcnghapusbukuan dan pcn_]n:lasan lamn}fa yang

dianggap perlu.
Terhadap kejadian adanya plutang yvang telah dlhapuﬁ buku

" ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya’

maka pencrimaan tersebut dicatal sebagai pcnerimaan kas pada
periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan
pendapatan pa_;ak atau melahii akun Penerimaan Pembmyaan
tergantung dari jenis pintang.
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A UMUM

1,

BAB XI
KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

TIlJ'I..‘lH_Il .'

Tujuan kebjjakan akuntansi persedlaan adalah unt'uk mengatur
perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan
dalam laporan keuangan.

. .Ruang Lingkup

~ a..Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian persediaan dalam

- laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan
. disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual,

b Kebijakan ekuntansi ini mengatur perlakuan - akuntansi

. persediasan yang meliputi definisi, pengakua.n pengukuran
dan pengungkapannya.

c. Pemyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansif

" pelaporan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, yang memperoleh
anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan

Def 1nisl
Berikut adalah istilah- 1st11ah yang dlg'unakan dalam Kebl_]a.kan

- Akuntansi ini dengan pengertian:

' a. Persedinan edalah aset lancar dalam bentuk barang ‘atau

. perlengkapan yvang dimaksudkan untuk mendukung kegiaten
' operasional pemerintah - daerah dan barang-barang yang
. dimaksudkan untuk dijual dan/fatau dlsr.rahkan dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.
b. Nilai Wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban
. antara pihak yang memahami dan berkemg;man ~untuk
melakukan transaksi wajar.

~ ¢. Persediaan diklamﬁkamkan sebagalmana diatur dalam Baga.n

Alun Standar.

. Persedlaa.n mcmpakan aset bemm_]ud yang beruPa'

a. Barang atau perlengkapan {supplies) yang dlgu_nakan dalarn :
© rangka kegiatan operasional Pemerintah Kebupaten Pringsew.
b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang dlguna.ka.n dalam
proses produksi.
c¢. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk
dijualatau diserahkan kepada masyarakat.

' d. Barang vang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada

-' masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dlbeh dﬂ.n
_disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti

alat tulis Kkantor, barang tak habis pakai seperti komponen

' peralatan dan pipa, dan barang di bekas pakai sepertl komponen
- bekas dan pipa bekas. . :
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6.

Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sehagm

. persediaan, contchnya alat-alat pertanian setengah jadi,

7.

Persediaan dapat terdiri dari:
a. Barang konsumsi;

b. Amunisi;

c. Bahan untuk pemcliharaan;

_ d. Suku cadang;

" e. Persediaan untuk tujuan strategis/ berjaga-_]agﬂ.

f. Pita cukai dan leges;
g. Bahan balku;
h. Barang dalam proses/ setengah jadi;

- i. Tanah/bangunan untuk - dijual ataﬁ diserahkan kepada

masyarakat.

: _] Hewan dan taneman, untuk dijual atau dlserahkan kcpada

masyarakat

B. PENGAKUAN

1

~Persediaan diakui pada saat:

‘a. Potensi manfaat ekonomi masa depan d1pemleh pemenntah
daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur
dengan andal.

b. Diterima atau hak kcp-emﬂlkannya dan/ atau kcpcnguasaann}ra

berpindah.

" Pengakuan persedlaan pada akhir periode akuntanal, d:lakukan'

berdasarkan hasﬂ mv:ntansam fisik.

C. PENGUKURAN

1.

.-':keuangan dilakukan berdasarken hasil inventarisasi dengan .

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka
pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan

menggunakan ha.rgs. pewlehan terakhir/harga pokok produksi
terakhir/ nilai wajar. .

Persediaan disajikan schesar

~ a.Biaya perolehan apabila diperoleh dengan p:mhehrm Biaya

- perolehan  persediaan meliputi harga  pembelian, biaya

pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara
langsung dapat dibebankan pada perolchan persediaan.
Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurang;l
" biaya perolehan,

- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memprodukal

" sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya

langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan
biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. .

~ c¢. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau

- penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan
 berkeinginan melakukan transaksi -wajar (arm  length

fransaction).
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- D, BEBAN PERSEDIAAN
1. Beban persc{haan dicatat sebesar p:makamn perscdlaan (use uf '

goods).

2. Penghitunga.n beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian
LO.

E, FENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN '
1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lanca.r

2. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK:

a. Persediaan seperti barang atau perlengkapan ]rang digunakan
dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang
digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk
dijual atau diserahkan kepada masyarakat dan barang yang
masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijueal
atau diserahkan kepada masyarakat; dan . :

b. Jenls jumlah dan nilai persediaan dalarn kondisi rusak atau
usang. - . .
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A. UMUM

BAB XII
KEBIJAKAN M(UNTEN S1 IN‘VESTHSI

1. Tu_]uan
Tujuan kebijakan ekuntansi investasi adalah untuk mengatur

perlakuan akuntansi untuk investasi dan informasi lainnya yang '

dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.
Ruang Lingkup - |

a.

Kehijakan Akuntansi ini diterapkan dala:ﬁ penyajian seluruh
investasi baik invesiasi jangka pendek maupun investasi

" jangka panjang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum

yang disusun dan disgjikan dengan basis akeual.

Kebijakan Akuntansi ini. mengatur perlakuan akuntansi = . !
investasi Pemerintah Daerah baik investasi jangka pendek - -

meupun investasi jangka panjang yang meliputi pengakuan,
klasifikasi, pengukuran dan metode penilaian investasi, serta
pengungkapannya pada laporan keuangan. :

Definisi

a.

" manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan =~
pemerintah da.erah dalam rangka - pelayanan kepada .

Investasi adalah aset .yang dimaksudkan untuk memperoleh
marnfaat ekonomi seperti bungsa, dividen dan royaltt atau

masyarakat

Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh
pemerintah daerah untuk memaniaatkan surplus anggaran
untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan -

- memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi -

jangka pendek dalam rangka manajemen kas; .

Investasi jangka pendek adalah investasi yang. dapat segera e

dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua
belas) bulan atau kurang. o

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan - -

untuk dimiliki lebih dari 12 {dua belas) bulan.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang
tidak termasuk dalam investasi permanen, dunaksudkan untuk
dimiliki secara tidak berkelan_]utfm. : '

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang .
dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. .
Metode biaya adalah suatu metode alkuntansi yang mencatat

nilai investasi berdasarkan biaya perclehan.

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat
nilai investasi awal berdasarkan biaya perolehan. Nilai investasi

tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian -
kepemilikan investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan |~ |
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usahé penerima investasi (investee) ya.ng' terjadi sctélah
perolehan awal investasi.’ ' _
i. Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga-
seperti nilaj yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.
j. Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan
suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang
independen.

k. Nilai wajar adalah nilai di mana suatu aset dapat

dipertukarkan atau suatu kewajiban disclesaikan antara pihak . -

yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi
wajar (arm's length transaction)

B. KLASIFIKASI INVESTASI

1l

Investast pemerintah diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi
jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka
pendek mr—:rupakan kelompok aset lancar, sedangkan investasi
jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.

Investasi _]angka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga)
bulan sampai dengan 12 {dua belas) bulan.

b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah
daerah dapat menjualfmencmrkan mvestas: tersebut jika
timbul kebutuhan kas.

c. Imr_estam jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berfangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan -

dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito
berjangka waktu kurang dari 3 {tiga) bulan dikategorikan sebagai
Kas dan Sctara Kas.

Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya
dibagi menjadi dua yaitu; -

&. Investasijangka panjang non permanen

investasi jangka panjang non permanen merupakan investasi .-

jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak .
berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik
kembali.

b. Investasi jangka panjang permanen

investasi jangka panjang permanen merupzkan investasi
jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara

berkelanjutan atau tanpa ada niat untulk dlpEIjualbchkaﬂ atau .

dltank kembali,

Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemenntah Kabupaten |

Pringsewu adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk
diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen danfatau
pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga
hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa :

8. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pringsewu pada
- perusehaan daerah, badan internasional dan badan usaha L
. lainnya yang bukan rmllk daerah. ;
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6.

b. Invéstasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah
Kabupaten Pringsewu untuk menghasilkan pendapatan atau
- meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Klasifikasi investam jangka panjang terinci diuraikan dalam BAS.

C. PENGAKUAN INVESTASI

Suatu transaksi kas untuk memperoleh mvestaal dan/atau konversi
aset untuk memperoleh investasi, dan penerimaan hibah dalam
bentuk investasi dapat diakui sebagai investasi a.pa.blla memenuhi
kriteria sebagai berikut: '

a.

Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa
potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut

dapat diperoleh pemerintah. Pemerintah daerah perlu mengkaji '

tingkat kepastian mengalirnya menfaat ekonomi dan manfaat
sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti
yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali,

Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara
memadai/andal (reliable), biasanya didasarkan pada bukti
transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya.

~ Jika transaksi tidak . dapat diuvkur berdasarkan bukti

perolehannya, - penggunaan esurn.am yang layak juga dapat
dilakukarn,

D. PENGUKURAN DAN PENILAIAN INVESTASI

- L

Secara umum untuk investasi yang l'l'lf:mlllkl pasar aktif yang

dapat membentuk nilai - pasarnya, maka nilai pasar dapat

dipergunakan sebagai dasar penerapan nilali wajar. Dan untuk
investasi yang yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat
dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

. Pengukuran investasi berdasarkan jenis mvcstasmya, . dapat
. diuraikan sebagai berikut: . ;

a. Pengukuran investasi ]angka pendek
1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga

a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka - .

investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan
* harga transaksi investasl ditambah komisi perantara

jual beli, jasa bank dan biaya la;rmlya yang timbul dalatn

_rangka perolehan tersebut,; . _

b} Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya maka
. investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan
nilai wajar investasi pada tanggal perclehannya yaitu
sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai
wajar, wmaka investasi jangka pendek dicatat
berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk

memperoleh investasi tersebut.

2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham,
' misalnya dalam bentuk deposito Jangka pcndek dlukur dan
_ " dicatat sebesar nilal nominalnya. -
b. Pcng‘ukuran mveatasuangka panjeng: .
1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanzn dicatat
- sebesar biaya perolehannya, melipud harga transaksi
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investasi ditambah biﬁj*a, lain yang timbul dalam rangka &
_ perolehan investasi berkenaan.
2} Investasi jangka panjang non permanen:
@) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk

.. pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang .. .,
 dimsksudkan tidak wuntuk dimiliki berkelanjutan,

" dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya. |
b) Investasi jangka - panjang non permancn yang
dimaksudkan untuk penychatan /penyelamatan

perckonomian misalnya dalam bentuk dana talangan -

- untuk penyehatan perbankan dinilaj s:basar nilai bersih
yang dapat direalisasikan, .

c) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk .
. penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan
pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan -

dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk bimya - !

yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain '.
yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek -
sampal proyek tersebut diserahan ke pihak ketiga,

c.*Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan = - i
pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan - -

dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi .
tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

d. Nilaj perolehan investasi dalam valuta asing yang diba}rarkan .
. dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam .
. rupiah dengan menggunakan nilai tukar {kurs tengah bank - .-

sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi. '

3. Penilalan investasi pemerintah daerah dﬂakukan dengan tiga
metode sebagat berikut:
8. Metode biaya

'Dengan menggunakan mf:tode bla}ra investasi dmﬂal sebesar
biaya perolehan, Hasil dari investasi tersebut diakni sebesar -
bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya
" investasi pada badan usaha! badan hukum ]rang terkait.

b.  Metode ekuitas.
* Dengan mﬁnggunakan metode ekmtas, investasi pemcrmtah

daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah |

atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase
kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan.

. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk -

" dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi =
nilaj investasi pemerintah daerah. Penyesuaian terhadap nilai
investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan

_ investasi pemerintah daerah, mlsaln}ra adanya perubahan yang
timbul akibat pengaruh valuta asing serta rcvaluam aset tctap

¢. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan
terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam
jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat
- direalisasikan, . investasi pemerintah daerah dinilal sebesar
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harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penylmhan
- atas investasi yang tidak dapat diterima kembali,

" Perhitungan atas nilai - bersih investasi }fang : dapat

" direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi

pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan :

periode jatuh temponya (aging schedule), '

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat dltenma

- kembali dlhltung herdasarkan persentase pcnylsman untuk
. masing-masing kelompok sebagai berikut:

No Periode Jatuh Tempo Pengembalian Persentase
Investael Penyisihan
1 |Jatuh tempo pada pericde 1 8.d 2 Tahun 0O %%
2 {Jatuh tempo pada periode 2 8.d 3 Tahun 10 %
'3 {Jatuh tempok pada periode 3sdg . .50 %
Tahun o
.4 | Jatuh tempo pada pi:nude di atas 4 - 100 %
_[Tahun o

4, Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada

kriteria sebagai berikut:
a. Kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh pf:rsen]
menggunakan metode tiaya.

b. Kepemilikan 20% [dua puluh persen) sampai 50% {hrna ruluh
.+ persen), atau kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen]
¢ .. tetapi memiliki pengm'uh :,rang signifikan mengglmakan metode

: Ek-u.lta5| )

'. “c. . Kepemilikan lebih dari 50% {hma puluh persen} mengglmakan'
~ metode ekuitas,

. Kepemilikan atas mvestasl jangka panjang bersifat non
" permanen menggunakan  metode  nilai bersih . yang
direalisasikan.

5. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan
.saham - bukan merupakan faktor yang menentukan dalam
_ pemilihan metode penilaian investasi, tetapi vyang lebih
. menentukan adalah tingkat pengaruh (the degree of influence) atan
- pengendalian terhadap operusahaan investee. Ciri-ciri  adanya .
- . pengaruh atau pcngendahan pada perusahaan muestee, antara
- lain: :
A kemarnpuan mempengarthi komposisi dewan kormsans,
b, kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
c. kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi
" perusahaan investee,
. d. kemampuan untuk mengendalikan ma:,rontas suara dalam
. rapatjpertemum dewan direksi.

E PENGAKUAN HASIL INVESTASI -

1. Hasil investasi yang dlpemleh dari investasi jangka pendek, antara
lain berupa bunga deposito dan bunga obligasi, yang telah menjadi
hak pemerintah diakui sebagai piutang hasil investasi pada neraca.'
dan pcndapatan hasi} investasi pada LO.
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F.

Hasil investasi yang diperolch dari investasi jangka pendek atau
investasi jangka panjang non permanen berupa pendapatan
dividen tunai {cash dividend) diakui sebagai piutang dividen pada
neraca dan pendapatan hasil investasi pada LO pada saat dividen
diumumkan dalam RUPS. '

. . Hasil investasi berapa dividen tunai yang dipcmlch dasi penyertaan

modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya
pada saat diumumkan dalam RUPS dicatat sebagai piatang dividen
pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada LO.

Hasil investasi berupa bagian laba yang diperoleh dari penyertaan
modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode
ekuitas, dicatat scbagal pendapatan hasil investasi pada LO dan
penambah nilal investasi pemerintah pada neraca.

Dalam metode ekuitas, pengakuan bagian rtugi dalam nilai
investasi pemerintah vang disajikan pada neraca dilakukan sampai
nilai investasi menjadi nihil. Selisih bagian rugi yang belum diakui

- dalam investasi pemerintah akan diungkap dalam CaLK.

Pengakuan bagian laba dapat kembali dilakukan ketika bagian
laba telah menutup akumulasi rugl yang tidak d:akm pada saat’
nilai investasi negatif disajikan nihil, :

Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif

dan pemerintah memiliki tanggung jawab hukum untuk .

.. menanggung kerugian atas badan wusaha penerima investasi
- {investee) tersebut, maka baglan akumulam Tugi dlalcul seba.gm

g kewajlban K

PELEPASAN INVESTASI

1.

Felepasan aset investasi pemenntah dapat berbentuk pen_]ualan
aset investasi, pertukaran dengan aset lain, kompensasi utang
pemerintah, hibah dan donasi, pembcbasa.n utang hapi penerbit
efek obligasi, dan lain sebagainya. .

Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai
tercatatnya diakui sebagai surplus/defisit pelepasan investasi.
Surplus/defisit pelepasan investasi disajikan dalam LO. :

PENGUNGKAPAN

Pengungkapan  investasi dalam CalLK  sekurang-kurangnya
mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: -

1.

Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi.
Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan non permanen.
Perubahan harga pasar baik mvestas'.l jangka pendek maupun
investasi jangka panjang.

Penurunan nilai investasi yang mgmﬁkan dalam penyebab
penurunan tersebut. |

Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya.
Perubahan klasifikasi pos investasi. _ _
Perubahan porsi kepemilikan atau pengaruh signifikan yang
mengakibatkan perubahan metode akuntansi.

103



A. UMUM

1.

BAB XIiI
KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

m_]uan '

Mengatur perlakuan alcl.mtanm untuk aset tetap melipﬁti
pengakuan, penentuan . nilai tercatat, serta penentuan dan .
perlakuan akuntansi atas penﬂman kembali dan penurunan rulsu

' tercatat aset tetap.

Ruang Lingkup

&. Kebijakan Akuntanm ini d1terapkan dalam penya_]lan seluruh
aset tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang
disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini |

- diterapkan untuk entitas akuntansi dan entitas pelapnran '
pemenntah daerah,tidak termasuk perusahaan daerah. -

S b. Kt:bl_]akan akuntansi ini mengatur perlakuan a,kuntanm aset

tetap pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan,
pengukuran, pcmlman pen}ra_;ian dan pengungkapan aset -
- tetap; . _ o

.:_ . Kebljakan ini tidak dxterapkan untUk

" 1)Hutan dan sumber daya alam yang dapat dlperbaharm o

. (regenerative natural resources}; -

2} Kuasa pertamhangan, cksplorasi dan penggahan mmeral
' minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak
dapat dlperbaharm {nan—regeneranve natural resources). .

'I.-Ial ini berlaku untuk aset tetap vang digunakan untuk .
mengembangkan ataw memelihara aktivitas atau aset yang - - .

tercakup dalam butir 1) dan 2) dl atas dan dapat dlplsahkan dari
aktivitas dan aset tersehut .
Deﬁmm

Berikut adalah 131:11511 1st11ah _',rang dlgmlakan dalam kehljakan
akuntansi ini dengan pengertlan

“a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyal masa

manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan
dalam kegiatan Pemenntah Daerah atau dunanfaatkan oleh .
masyarakat umum. .

.b. Biava perolehan adalah Jumlah kas atau setara kas yang

dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk
mempernleh suaty aset pada saat perolehan atau konstruksi
sampal dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang

. siap untuk dipergunakan.’
¢. Masa manfaat adalah:

1) Periode suatu aset dﬂlarapka.n digunakan untuk aktivitas
' pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau '

2) Jumlah produksi atau wunit serupa yang diharapkan
o o ) | 104



dlpemleh dari aset untuk aktivitas p-emenntahan dan ;" atau ) .

pemenntahan publik. :
d. Nilai sisa adalah jumiah netc:- yang d]harapkan dapat dlpemleh '

pada akhir masa manfaat suatu aset sete]ah dlkura_ngl taksiran -

_ bigya pelepasan. R :
- e.” Nilai tercatat {carrying amount} adalah nilai buku aset yang

" dihitung dari biaya pemlehan suatu aset setelah dﬂcu:angl TR

o akumulas:. penyusutan,

B Nllsu WB.JSI‘ adalah nilai tukar aset atau penyelesalan kewajlban S

.. antara pihak yang  memahami  dan bcrkemgman untuk_- )
. melakukan transaksi wajar. . -

- & Fen}rusutan adalah alokasi jrang sistermmatis atas mlal suatu . -

- aset yang dapat disusutkan [Depremabie Assets} sclama masa .
'’ manfaat aset yang bersangkutan »

" h. Konstruksi dalam pengerjiaen adalah aset-aset tetap yang.'

Ny - . sedang dalam proses pembangunan, . o
" i, Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dllakukan secara .

. khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi-. . -

. yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung .
. dalam hal rancangan, tf:kn{)lng1 dan fungsi atau tuluan atau -

. penggunaan utama.’

.. }.. Kontraktor adalah su.atu entitas ytmg mengadakan kontrak e

. untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi
- untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan Spﬂ&lﬁk&ﬁl :,rang -
L ditetapkan dalam kontrak knnstrukm ' .

ki Uang muka kerja adalah 3umlah vang :llterlma nleh le‘ltl'ElktGl' D

- sebelum pEkeqaan dllﬂkukan dalam rangka knntrak .' c

e konstruksi. -

= RN Klaim adalah _]umlah yang dlmlnta kcuntraktur kepada pemben
- . kerja sebagai pengganhan blaya—blaya :,rang tidak tennasuk _i.
- dalam nilai kontrak. o

'm. Pemberi ' kerja adalah enutas yang mcngadakan kontrak L
; konstruksi dengan pihak  ketiga - untuk membangun atau_ '
memhenkan jasa kc}nstrukai :

: n Retensi adalah Junﬂah termin [pmgress thImg] yang be]um L
* “dibayar hingga pemenuhan kondisi yang d;tentukan dalam -
~ kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.

o ~Termin (progressbifling) adalah jumlah yang dltaglh untuk
- pekerjaan yang dilakukan dalam suatu Kontrak baik yang telah
; dlbayar ataupun yang belum dlhayar oleh pemben kc:ja -

. ] E KLASIFIKASI ASET TETPLP

1. Aset tetap dJklasﬂ'lkaslkan br:rdasarkan kesamaan dalam s:.fat atau :
fungsinya dalam saktivitas operasi ent.lt.as I{Iamﬁkasl aset tetap a
adalat sebagai berikut: S

Cw tansk
. b. Peralatan dan Meam o
" e&. Gedung dan Bangunan; Co



d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan; -
. e Aset Tetap Lainnya; dan = - -
'f  Konstruksi dalam Pengerjaan.

| 20 Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang

diperoleh - dengan maksud  untuk dlpakal dalam . _keglatan e

operasional pemerintah dan dalam kondisi siap deakal : ,
. 3..Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunfm -

yang diperoleh dengan maksud untuk’ dlpakal dalam keglatan :

- . operasional pemerintah da_n dalam kondisi smp dlpa_km

4. Peralatan dan mesin mcncakup mesin-mesin dan kendaraan -

bermetor, alat elektonik, inventaris kantor dan peralatan lainnya ©.-. -

' yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua .
.+ - belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. : _

o, -.Ialan irigasi, dan Jarmgan mencakup jalan, 1r1g9.51, dan _]armga.n
.- yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/ atau dlkuasal.
oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. - . ’

. 6, Aset- tetap lainnya mencakup aset tetap yang- tzdak dapat '
- _dlkﬁlumpckkan ke dalam kelompok aset tetap .di atas, yang
+ diperoleh dan dimanfaatkan - untuk keg1atan 'operasiunal
B pemenntah dan dalam konchsﬂ siap dipakai. - - - . .. S

7. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang

 dalam ; proses pembangunan . namun pada tanggal laporan
e keuangan belum selesai seluruhn},ra S .
L B._,Aset tetap y:mg tidak digunakan untuk keperluan uperasmnal :
. pemerintah tidak memenubhi definisi aset tetap dan harus d:;sa_ukan Iy
_dl pns aset lmnnya sesueu dengan Illlﬂ_l tercatatnya S

c PENGAKUAN ASET 'I‘ET.F&F

1 ' Pada nmumnya aset tet&p diakui pada saat manfaat ekonomi masa ¢

. depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Untuk dapat diakui sebagal aset tetap harus memenuhl kntena S

. sebagai berikut:
.. a. Berwujud; co
b.” Mempunyai masa man_t"aat leblh dari 12 {dua belas] bula.n
. €. - Biaya perclehan aset dapat diukur secara andal;, .- L
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi nnrmal enntas '
¢. Diperoleh atau dlbangun dengan maksud untuk dlgunakan -
= .1, . Nilai Rupiah pembehan barang matenal atau pengeluaran -
- untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan mmlmal '
- kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan, =

" Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan ma_nfaat Sﬂl'ta

. kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa knnstruksl Jlakukan R

. pada saat realisasi belanja modal.

" 2. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyal manfa.at L B

.- lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai
. manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap
. tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi Kegiatan
operasional  pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran
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pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah, Manfaat
ekonomi mesa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat
dipastikan bila entitas tersecbut akan menerima manfaat dan
menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika
manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini

- terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
3. ‘Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan

4,

oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan
bukan dimaksudkan untuk dijual.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima
atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat
penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandallkan apabila terdapat bukti
bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau
petriguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti
kepemilikan kendaraan bermwotor. Apabila perolehan aset tetap
beham didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih
adanya suatu proses administrasi vang diharuskan, seperti
pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli
(akta} dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka
aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa
penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya
telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas seruﬁkat tanah
atas nama pEII‘I.ﬂJ.k sebelunmya '

D. BATASAN JUMLAH BlAYA - KAPITALISAS!  (CAPITALIZATION
TRESHOLD) PEROLEHAN AWAL ASET TETAP, '

1.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah penguluaran
pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap darl hasil
pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah
perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset
tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalzh
nilai per unitnya sebagal benkut:

a, Peralatan dan mesin sebesar Rp. 2.000.000,- (dua ]uta
rupiah} keatas,

b. Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian,
hewan, ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan dan aset
tetap lainnya sebesar Rp. 1,- (satu rupiah) keatas.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset

tetap konstruksi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta

rupiah) keatas.

E. PENGUKURAN ASET TETAP

1.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset
tetap dengan menggunakan biaya perclehan tidak memungkinkan
maka nilai aset tetap dldasarkan pada nilai wejar pada saat
perolehan.
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. 2. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat
perolehan untuk kendisi pada Paragraf diatas bukan merupakan
suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten
.dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya

- . diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya,
bukan pada saat perolchan awal.

3. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transak51 .
pertukaran dengan buktl  pembelian aset tetap  yang

mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset vang

. dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat

- diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak

eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan balax,
tenaga kerja dan blaya lain yang digunakan dalam proses

konstruksi.

4. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola

- meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya
tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan,
perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya
lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap
tersebut.

5. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya -
perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat
neraca awal tersebut disusun. Untuk pericde selanjutnya setelah
tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap bary, suatu entitas
menggunakan biaya pcrulehan atau harga wajar bila blaya
perclchan tidak ada. T _

F. KDMPDNEN BIAYA o _
" 1. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau
konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat
diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke
kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk -
penggunaan yang dimaksudkan,
Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
a. biaya perencanaan;
b. biaya lelang;
c. biaya persiapan tempat; =
d. biaya pengiriman awal (initialdelivery] dan biaya simpan dan
bongkar muat (handlingcost);
e. biaya pemasangan (instalationcost);
£, blaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
g- biaya konstruksi., B -

-. 2, Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Em}ra

- perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan

tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak,

biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya
yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai, Nilai tanah
juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang

dibeli tersebut jika bangunan tua terscbut dimaksudken untuk - "

dimusnahkan.
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Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah
pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan

dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain

meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi
serta biaya Iangsung lainnya untuk mempernleh .dan
mempersiapkan sampai peralatan dan mesin  tersebut map

' dlg'unakan

Biaya perclehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh- .
. biaya yang dikeluarkan dan vang masih harus dikeluarkan untuk -

. memperoleh gedung dan bangunan sampal siap pakail. Biaya ini

9,

1.

antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruks:.
termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

Biaya perolehan jalan, jaringan dan instalasi menggambarkan
seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus

dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan dan instalasi

- sampai siap pakail. Biaya ini meliput biaya perolehan atau biaya

konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan,
jaringan dan instalasi tersebut siap pakai,

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya
yang dikeluarkan dan yang masih harus dikelunarkan untuk
memperoleh aset tersebut sampai siap pakai,

Biaya administrasi dan umum lainnya bukan_merupaksn suatu
komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat
diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap
atau membawa aset kekondisi kerjanya.

Blaja perclehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola .- g
ditentukan menggunaka.n prmmp yang sama seperti aset yang = -

dibeli. -

Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga'

pembelian,

. PENILAIAN AWAL ASET TETAP

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai
suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya
harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset terscbut

adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya

perolehan aset tetap vang digunakan adalah nilai wajar pada saat
neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah
tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas

mengguneaken bla]ra pem]ehan atau harga wajar jlka. bla}ra_

perclehan tidek ada.

. PEROLEHAN SECARA GABUNGAN °

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara
gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gaburngan
tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset
yang bersangkutan.
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L. ASET TETAP DIGUNAKAN BERSAMA

1. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi,

pengakuan aset tetap bersanglatan dilaleukanfdicatat oleh Entitas

- Akuntansi vang melakukan pengelolaan (perawatan dan

pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan

dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang
Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah,

2. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan
pemeliharaan} hanya oleh enfitas akuntansi dan tidak bergantian.

J. ASET PERJANJIAN KERJASAMA FASILITAS SDSIAL DAN FAS[LITAS
UMUM '

1. Pengakuan aset tetap akibat d:-.u-i perjanjian kerja sama dengan
pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilites wumum
(fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya
Berita Acara Serah Tenma [BAST} atau diskui pada saat
penguasaannya berpindah, -

2. Aset tetap yang diperoleh dari pen}rf;rahan fasos fasum dinilai
berdasarkan nilai nomina! yang tercantum BAST. Apabila tidek
tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai
berdasarkan nilai wa;ar pau:la saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

. PERTUKARAN ASET (EXCHANGE DFASSETS]

1. Suatu  aset tetap dapat diperoleh melalui permkaran atau . |

pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset
leunnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai
wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat
aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah aetlap kas
atau setara kas yang ditransfer/diserahkan, .

2. Suatu aset tetap dapat chperc-leh melalui pertuka.ran atas suatu
aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki
nilaj wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepaa dalam

- pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan
tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam
transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai
tercatat {carrying amount] atas aset yang dilepas.

3. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan
- bukti adanya suatu pengurangan (impairment} nilai atas aset yang
dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-
nilai-bukukan (written down) dan nilai setelah diturun-nilai-
bukukan (written down) tersebut merupakan nilaj aset yang
diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk
pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus dan kapal terbang.
Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas,
maka hal ini mengmdikaslkan bahwa pos yang dipertukarkan
tidak mempunym nilai yang sama.

L. ASET DONASI

1. Aset tetap yang dipcmleﬁ dari sumbangan {donasi} harus dicatat
sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
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- 2, Bumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer | tahpa

. persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya
- perusahaan non pemerintah memberikan bangunan  yang
dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah.
Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akean

sangat . andal bila didukung dengan bukti pcrpmdahan )

kepemilikannya secara hukum, seperti adanya ekta hibah.

3. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap ;

tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada

. . pemerintah daerah, Sebagai contoh, satu perusahaan swasta -

membangurn aset tetap untuk - pemerintah deerah dengan

o persyaratan kewsajibannya : kepada pemerintah daerah telah - L
dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus dlperlakukan :

seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
' 4, Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset

donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan

operasional.

. PENGELUARAN SETELAH -~ PEROLEHAN (SUBSEQUENT
EXPENDITURES) '

1. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang
: memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar

memberi manfaat ekanomi dimasa yang akan datang dalam beniuk " -

kapasitas/volume, peningkatan - efisiensi, peningkatan mutu

produksi, penambahan fungsi atau peningkatan standar kinerja - o
 yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap =
- atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat [dlkapltahsam]

aset yang bersangkman

2. Tidak termasuk dalam pengertian mempcrpanjang masa manfaat"
- atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk.

peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan

mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah

pemeliharaan/ perbaikan/penambahan yang merupakan

pemeliharaan rutin/berkalafterjadwal atau yang dimaksudkan

hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi

baik/normal atau hanya untuk sekedar memperindah atau
- mempercantik suatu aset tetap.

" 3. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengcluaran .'

» sctela.h perclehan yang dimaksud adalah sebagal berikut:

.. "a, Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan, Jalan, Lo
' irigasi, laringan sebesar Rp 50.000.000,- [lima- puluh Juta ST

rupiah) keatas.

b. Pemeliharaan peralata.n dan mesin tidak dilekukan kaplta.hsasl =

. PENGUKURAN BERIKUTNYA [SUBSEQUENT MEASUREMENT)

TERHADAP PENGAKUAN AWAL -

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolchan aset tetap tersebut

dikurangi ekumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang

-memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan .

dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.
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PENYUSUTAN

1. Metode penyusutan yang dlpergunakan adalah metode garls harus

{straight line method).

2. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai
~ beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi PEI‘IYLIS’utan Aset
Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap,

3. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-
- masing kelompok aset tetap dijelaskan tersendiri pada Lampiran II
.. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

. 4. Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam

. pengerjaan, buku-buku perpustakaan hewan ternak da.n
tanaman,

5. Aset tetap yang dlreklaslﬁkaslkan scbagal aset lalnn}fa d:ajam:"

neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga disusutkan . |
sebagaimana layaknya aset tetap.

6. Penyusutan tidak dilakkukan terhadap aset tetap jra_ng
. direklasifikasikan sebagai aset lainnya berupa:

a. Aset tetap vang dinyatakan hilang berdasarkan du]-:umen

- sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelela barang
untuk dilakukan penghapusannys; dan |

b. Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang
telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk d]lakukan.
penghapusan, :

. 7. Penyusutan aset tetap selain yang dikecualikan sebagaunana pada

: pom 4 dllakuka.n pada tahun dimulainya penerapan penyusutan

' PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP (REVALUATION)

1. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan
karena kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah menganut
penilaian aset berdasarkan biaya perolechan atau harga pertukaran.
Penyimpangan dari ketentuan irdi mungkin dilakukan berdasa:kan
ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. :

2 Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai

penyimpangan dari konsep biaya perolehan didzlam penysjian aset

_ tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran

- keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengaﬂ nﬂal .
_ tercatat aset tetap dlbukukan dala.rn ekuitas, S

PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TETAP

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari
neraca dan diungkapkan dalam CaLK ketika dilepaskan atau hila aset
secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak
memiliki manfaat ekonomifsosial signifikan dimasa yang akan datang
setelah ada Keputusan dari Bupati danfatau dengan persetu_]uan

. DPRD.

- Aset tetap yang dlhent;kan dari penggunaa.n ektif pemerintah tidak

" memenuhi definisi eset tetap dan harus dlpindahkan kc pos aset -

1amn},ra sesual dengan nilai tercatatnya.
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R PENGUNGKAFAN ASET TETAP

o1

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masmg—m&smg
jenis aset tetap sebagai berikut:

" a. Dasar penilaian yang dignnakan untuk mcncntukan mlal

tercatat {carrying amouni). .

b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode ]rang _
menunjukkan: .

1} Penambahan;

- 2] Pelepasan; : R

3) - Akumulasi penyusuta.n dan perubahan nila, jika ada, S

" 4) Mutasi aget tetap lainnya, .

" ¢ Informasi penyusutan, meliputi:

1) Nilai penyusutan;

2] Metode penyusutan yang digunaken; o

3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal
dan akhir periode.

“Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;

b. Kebijakan akuntansi untuk kapltahsaal yang berkaitan dcngan

aset tetap;

.c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam knnstrukm dan

d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. |
Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilei kemball hal- ha.l |

" berikut harus diungkapkan: -

a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;

- b. Tanggal efektif penilaian kembali;

c. Jika ada, nama penilai independen;

d. Hakikat setiap petunjuk yang digunaken untuk menentukan

biaya pengganti; dan

" e. Nilai tercatat setiap jenis aset fetap.

Aset berseja:ah tidak disajikan dalam neraca, hamun diungkapkan

secara rinei dalam CalK antara lain nama, jenis, kunclml da_n_ .

lokasi aset dimaksud.

S AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

1.

Konstruksi dalam pcngﬂrjaan mencakup aset tetap yang sedang |

. dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum

selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan

. mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, -

irigasi  dan jaringan dan asct tetap lainnya yang proses
peralehannya danjfatau pembangunannya membutuhkan suatu
periode waktu terientu dan belum selesai. Perolehan melatui
kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode
waktu tertentu, Periode waktu perclehan tersebut bisa lebih dar
satu pericde akuntansi. '
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B '2 Pﬂi'n.lehan. aset dapat dilakukan dcﬁgan | memhéﬁgun sendiri _f
~ [swakelola) atau melalm p]_hak kct:lga dcnga_n knntrak knnstmkm '
3 Kontrak Kontruksi ' SR A o
- a, Kontrak’ konstruksi' dapat - berkaitan dcngan _- perolehan
- . sgjumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung

satu sama lain dalam hal rancangan, teknolngi, fungm atau

_. tujuan dan penggunaan utama.
" b, Kontrak konstruksi dapat mehput.l

1) - kontrak untuk perolehan jasa yang berhuhungan hﬂgsung S

.. dengan - perencanaan konstrukm aset sepertl _]EISEI. '

. arsitektur; o
S :2-] kontrak untuk pcmlehan atau kunstruksx aset SR
L 3] kontrak untuk : perolehan jasa = yang berhubl.mgan-

langsung pengawasan konstruksi aset yang mﬂhput:l

© . - manajemen konstruksi dan value engineering; . : E
4] kontrak untuk membongkar atau merestoram aset dan -
. restorasi lingkungan. . . R

4 Pen}fatuan dan Segmentasl Kc-ntrak Knntrukm

. a Ketentuanketentuan dalam kebljakan ini d1terapkan secara'
.. terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam

' - keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapka_n kebijakan - |
ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang - -

. ‘dapat diidentifikasi secara : terpisah atau suatu  kelompok
- . kontrak - konstruksi secara bersama agar mencerminkan

. hakikat suatu - kontrak konstrukm atau kelompnk kﬂntrak RS

“konstruksi.

b Jika Suatu kontrak kcnstrukm mem:akup SE_]UIﬂlElh aset
- konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak -

' konstruksi yang tcrplsah apablla semua syarat d1bawah 1n1 T

- terpenuhi:
- 1) Proposal tr:rplsah telah dla_lukan untuk se‘aap aset

.' . 2) Betiap aset telah - dinegosiasikan - secara terplsah dan'-'_ L
. kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau .- -

., menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan
- masing-masing aset tersebut; .

_ 3} Biaya masmg rnasmg aset dapat dudent.lfikaslkan f e
S Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkmkan 1

. konstruksi aset tambahan atas permintasn pemberi kerja atau - ' R
. dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan - dapat - .
" dimasukkan kedalam kontrak tersebut. Konstruksi tarnbahan .- .

.' ~ diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika: -
* 1] Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam

rancangan, - teknelogi atau  fungsi denga.n aset yang " S

. tercakup dalam kontrak semula; atau -

o 2].:Harga aset - tambahan = tersebut - dltetapkan | tanpa JEE

. . memperhaukan harga kontrak semula
5 Pcngakuan Kontruksi Dalam FEIlgE:IjH.EIIl -

a' _Suatu benda bemn.;uud harus diakui sebagal konstrukm dalam o N

. pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika: -
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'

1) besar kemungkinan bahwa menfaat ekonomi masa yang
- akan datang . berkaitan dengan aset tersebut. akan
diperoleh; dan '
2] biaya perclehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
3) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi dalam pengerjaen biasanya merupakan aset yang
dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah
Kabupaten Pringsewu atau dimanfaatkan olech masyarakat
dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan
dalam aset tetap. :

Konstruksi dalam pengerjaan akan direklasifikasi ke pos aset
tetap sesuai dengan kelompok asetnya setelah pekerjaan
kontruksi telah dinyatakan selesai dan siap digunakan dengan
tujuan perolehannya.

6 Pengukuran Kontruksi Dalam Pengerjaan

b.

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya pérnlehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan
konatruksi, :
2) Biaya yang dapat dlamhusﬂcan pada kegiatan pada
"~ urnuwmnya dan dapat dialokasikan kekonstruksi tersebut;
3) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubunga.n
konstruksi yang bersangkutan. -

Bigya-biaya yang berhuhungan langsung dengan keglata.n g
konstruksi antara lain meliputi:
1) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;

' 2) Biaya bahan yang digunaken dalam konstruksi,

e,

3) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari
dan ketempat lokasi pekerjaan; _

4] Biaya penycwaaan sarana dan prasarana,

5) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung
berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan
perencana.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi

pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu,

meliputi:

1) Asuransi;

2) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak
langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;

3) Biaya-biaya [ain yang dapat diidentifikasikan untuk
kegiatan konstruksi . yang bersangkutan seperti biaya
inspeksi.

Nilai konstruksi yang djkezjakan oleh kontrsktor melalai

kontrak konstruksi meliputi:

1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor
sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;

2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor
berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterimea tetapl-
belum dibayar pada tanggal pelaporan; . _
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3 Pembaya.ran klaim kepada kontraktor atau pihak ketlga .

schubungan dengan pelaksanan kontrak kﬂnstrukm

{. - Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya
- dilakukan  secara bertahap [termin) berdasarkan tingkat
penyvelesaian yang ditetapkan dalam kontrak  konstruksi,
- Setiap pembayaran yang dilakukan  dicatat  sebapgai
penambah nilai konstruksi dalam pengerjaan. -

g. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman

" yang timbul sclama masa konstruksi dikapitalisasi dan
menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat
 diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal. .

h. Biaya pinjaman mencakup blﬂ.}'ﬂ. bunga dan biaya lamnya yang

timbul sehubungan dengan pm;amem yang dlgunakan untu.k
membiayai konstruksi.

1 - Jumlah biaya pinjaman }rang dikapitalisasi tidak bnleh meleblhl

' jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang mamh harus
dibayar pada periocde yang bersangkutan.

j- Apabila pinjaman digunakan unfuk membiayai beberapa jenis

aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya
pmjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-

- masing konstruksi dengan metode rata-rata tErttmbang atas
total pengeluaran biaya konstruksi.

ok ‘Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan

sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat

. forcemgjure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama

"~ masa pemberhentian sernentara pembang‘unan knnstrukm :
. dikapitalisasi.

. L Kontrak konstruksi }'ang mencakup beberapa jenis pekerjaan

yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda,
maka jenis peketjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan
biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk
jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

m. Realisasi atas pekerjaan jasa konsultansi perencanaan yang
- pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tzhun
. selanjutnya sepanjang sudah terdapat Lkepastian akan
. pelaksanaan konstruksmya dialkoui sebagal konstrukm dalﬂm.
.. pengerjaan. S

' Pengungkapan Knntrukm Dalam Pcngcljaan

a. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenaij
Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
1} Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut
tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
2) Nilaj kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
4) Uang muka kerja yang dlbenkan dan
5} Retensi,

. Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan

. tentang retensi. Misalnya, termin yang masih ditahan oleh -
- pemberl Kkerja selama - masa pemeliharaan, Jurnlah retenal
. dlungkapkan dalam CaLK S
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BAB XIV
KEBIJAKAN AKUNTANSI
DANA CADANGAN

A. UMUM
1 Tujuan _ _ _
Kebijakan skuntansi dana cadangan mengatur perlakuan °

" akuntensi atas dana cadangan yang meliputi pengakuan, =

pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyuaunan _
Laporan Keuangan pemerintah dacrah :

-2 .Ruang Linglaap

a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi dana cadangan yang
disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi’
berbasis akrual.

b. pemyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansif
pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran
berdasarkan APBD, tidak termasuk perusaliaan daerah. :

3. Dcﬂmsi

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan
Akuntansi ini dengan pengertmn

a. Dana cadangan adalah’ " dana yang disigihkan untuk
. menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar
yvang tidek dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Pana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas
nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh
Bendahara Umum Daerah {(BUD).

. b. Pengelolaan dana cadangan adalah penempatan dana
cadangan sebelum digunakan sesuai dengan peruntukannya,
dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan nsiko
rendah. Portofolio tersebut antara lain Deposito, Sertifikat Bank
Indonesia {SBI}, Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Surat
Utang Negara (SUN) dan surat berharga lainnya yang dl]amm -

- pemerintah, : '

_Ic. Pembentukan dana cadangan adalah pengcluaran pemhla},raan

dalam rangka mengisi dana cadangan. Pembentukan dana -

- cadangan berarti pemmdahan akun Kas menjadi bentuk dana .
cadangan. :

~ d. Pencairan dana cadangan adalah penerimaan pembiayaan yang

' berasal dari penggunaan dana cadangan untuk membiayai
belanja. Pencairan dana cadangan berarti pemindahan akun
dana cadangan, yang kemungkinan dalam bentuk deposito, -
menjadi bentuk kas yang dapat dipergunakan - untuk
pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan.

e. Dana cadangan diklasifikasikan berdasarkan tujuan -
peruntukkannya, misalnya pembangunan rumah sa.klt, pasar
induk atau gedung nlahraga_
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B. PENGAKUAN

1.

Pembentukan dan peruntukan suatu dana cadangan harus
didasarkan pada peraturan daerah tentang pembentukan dana
cadangan tersebut, sehingga. dana cadangan tidak dapat .
digunakan untuk peruntukan yang lain.

Dana cadangan chakul pada saat terbit SP2D-LS pembentukan"

dana cadangan.

Pencairan dana cadangan mengurangl dana cadangan yang
bersanglutan.

Pencairan dana cadangan diakui pada saat terbit dokumen
pemindah-buluan atau yang sejenisnya atas dana cadangan, yang
dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD."

Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di
pemerintah daerah merupakan penambah dana cadangan.

C. PENGUKURAN

1.

. 2.

Dana cadangan diukur sesuai dengan nilal nominal dari Kas yang
diklasifikasikan ke dana cadangan., |

Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan diukur
sebesar nilai nominal yang diterima. .

D, PENYMIAN DAN PENGUNGKAPAN

1.

2

3.

Dana Cadangan dlsajlkan dalam Neraca pada kelnmpﬂk A.set Nﬂn
lancar,

Dana Cadangan disajikan dengan mlal Rupiah,

Dalam hal dana cadangan dibentuk untuk lebih dari sati1
peruntukan maka dana cadangan dirinci menurut tujuan
pembentukannya. .

Pengungkapan dana cadangan dalam CalX, s:kurang—kurangnya
meliputi hal-hal sebagai berikut:

a, peraturan daerah pembentukan dang cada.ngan.

" b. tujuan pembentukan dana cadangan;

c. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

d. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus
dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;

e, sumber dana cadangan; dan - :

f. tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

Hasil pengelolaan dana cadangan dicatat dalam lain- lam PAD yang' |
sah sebagai Pendapatan LO. - . '

Pencairan dana cadangan dlSE.J].kEIl dalam LRA sebagal pcncnmaan

pembiayaan., Pembentukan dana cadangan dlsa_ukan dalam LRA

sebagai Pengeluaran pembiayaan.

Pencairan dana cadangan disajikan di LAK dalam kelnmpc-k arus -
masuk kas dari aktivitas investasi.

Pembentukan dana cadangan dlsa_]ikan di LAK dalam kelompok
arus kas keluar dari aktivitas investasi.
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UMUM

BAB XV
KEBIJAKAN AKUNTANSI
ASET LAINNYA

1. Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas S

 pset lainnya yang mencakup pengakuan, pengukuran dan-
penilaian, serta pengungkapann},ra dalam laporan keuangan
pemermtah daerah. '

2. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan .pada akuntansi aset lainnya dalam

al.
rangka penyusunan laporan neraca,

b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansif
pelaporan yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD,
tidak termasuk perusahaan daerah,

3. Definisi

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebljakan
Akuntansi ini dengan pengertian: - :

.

Aset lainnya merupaksn aset pemermtah deerah yang tidak
dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi ]angka .
panjang, aset tetap dan dana cadangan. o
Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

1) Tagihan penjualan angsuran.

2) Tuntutan ganti kerugian daerah,

3) Kemitraan dengan pihak ketiga,

4) Aset tidak berwujud.

5) Aset lain-lain.amortisasi aset tidak berwu;ud

6) Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud.

7} Akumulasi penyusutan aset lainnya. _

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang
dapat diterima dari perjualan aset pemerintah daerah secara
angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan

perjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dmas .

dan penjualan kendaraan dinas.

Tuntutan ganti kerugian adalah suatu proses funtutsn vang - -

dilakukan terhadap pegawai negeri bendahara/bukan

bendaharz/ pe:_labat lain dengan tujuan untuk memuhhkan- ,

kerugian daerah.

Kemitraan adalah peljan_pan antara dua pihak atau lebih yang
mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang
dikendalikan bersama dengan menggunakan aset danfatau
halk usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan dengan p:hak
ketiga antara lain:
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1) Sewa.
2) Kerjasama pemanfaatan.
3) Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS3/BSG).
4} l{cr:[asama penyediaan infrastruktur. g
[. BGS adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan
barang milik daerah berup tanah cleh pihak lain, dengan cara

mendirikan, bangunan dan/atau sarana lain berikut
fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut -

dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk .-

. kemudian diserahkan - kembali tanah beserta bangunan .
dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya setelah berakhirnya -
jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).

g. Pada akhir rnasa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak
ketiga/ investor kepada pemerintah daecrah sebagai pemilik
aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran cleh
pemerintah daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh
pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jurnlah yang
sangat rendah. Penyerahan dan pembeyaran aset BGS ini
harus diatur dalam perjanjian {kontrak kerjasama.

h. BSG) adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah
oleh pihak ketiga/investor, dengan cara mendirikan bangunan

dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai -

pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak
lain tersebut dalam jangkawaktu yvang telah disepakati. :

i, - Aset tidak berwujud adalah aset non keuangan yang dapaf a

diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki - -

untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau
digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan
intelektual, Contoh aset tidak berwujud antara lain doodwill,
lisensi dan franchise, hak paten, hak cipta. Aset tidak berwujud
dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dlkembangkan
sendiri cleh pemerintah daerah.

j- Pos aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang
tidak dapat dikelompokkan ke dalam tagihan penjualan
angsuran, tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan
pihak ketiga dan aset tak berwujud.

k. Termasuk dalam aset lain-lain =adalah aset tetap yang
dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena

hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi - -
. tetapi belum dihapuskan atau aset tetap yang dipinjam pakai = . - ;
kepada unit pemerintah yang lain atau eset yang telah & - -
- diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hlbah atau -

serah terima atau dokumen sejenisnya.

l. Aset lainnya diklasifikasikan lebih lanjut sebagaimana
tercantum pada Bagan Akun Standar, '

B. PENGAKUAN

1. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat: |
a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh
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-2,

'pemenntah daerah dan mempunyal nilal atau blaya yang dapat
. diukur dengan andal.

~ * b. Diterima atau kepemﬂﬁcaxmya dan/atau kepcnglmsaaﬂnya' '

berpindah.
c. Dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah - dan
direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain. _
Aset lainnya yang dipercleh melalui pengeluaran kas maupun
tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat t::jadinya transaksi

berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

3. Aset lmnnya. yang berkurang melalui penerimaan kas maupun _
' tanpa penerimaan kas, diakul pada saat terjadinya transaksi
. berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang -

berlaku :

. .PENGUKURAN DAN PENILAIAN

1.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai normnal dari
kontrak/berita acara penjualan asct yang bersangkutan setelah
dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke .
kaz umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tag1han
penjualan angsuran.

Tuntutan Ganti Kerugian dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat |

~ Keterangan Tanggungjewab Mutlak (SKTM) setelah chkurangl_
- dengan setoran yang  telah dilakukan nleh pﬂg&wal yang
- bersangkutan ke kas umum daerah,

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan cleh pemermtah ~
kepada pihak ketiga/investor untuk m:mhangun aset - BGS .
tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terplsah dari .
aset tetap.

Aset Bangun Kelola Serah yang harus disusutkan tetap dlsusutkan
sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan,

Penyerahan/pengembalian aset BGS oleh pihak ketiga_a'invcstnr

. kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagaj

berikut:

_a] Untuk aset yang berasal dari pemermtah daerah dinilai sebesar e

nilaj tercatat yang diserahkan pada . saat aset’ tersebut
dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap. -

'..b] Untuk aset yang dlbangun oleh plhak ketiga dinilai sebesar '

" harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaltu harga
yang harus dibavar entitas untuk mempereoleh suatu aset tak
berwujud hingga eiap untuk digunakan dan aset tak berwujud
tersebut mcmpunyai manfaat ckonomi yang diharapkan dimasa

. datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tﬁl'sﬁhllt akan

mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

Asect yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tidak
berwujud, namun biaya perolehann},ra tidak dapat ditelusuri dapat _

. disajikan sebesar nilai wajar
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PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1.

Secara . umum aset lainnya disgajikan dalam Neraca pada .

kelompok aset n-:}nlancar Rlnmann}fa dijelaskan dan dlungkapkan o

dalam CalLK.

Aset Tidak Berwujud dlsa_ukan dl neraca sebagal bagian dari Aact - PR
" Lainnya berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. =~ - ¢
Perhitungan ameortisasi dilakukan dengan metode garis lurus - -

' sesual - dengan masa manfaat aset tidak berwujud yang

bersangkutan.
Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

Aset lain-lain disajikan di dalam kelompok aset lainnya dan
diungkapkan secara memadai di dalam CalK.

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan,
sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. rincian aset lainnya;

b, kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;

c. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga; dan

d. informasi lainnya yang penting.
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o CBABXVI - - -
- KEBIJAKAN AKUNTANSI .
 KEWAJIBAN =~

TUJLIEII

Tujuan Pern},rataan Standa.r ini adalah mengatur peﬂakum [
akuntansi kewapban mﬁhputl saat pengakuan, penentuan nilai. =~

[ tercatat dan biaya plnjaman ya_ng dlbehankan terhadap kewajlban R

. tersebut. . o . :

N Ruang ngkup

) N T a. Kebijakan akuntansi ini dlterapkan u_ntuk saluruh ent:ltas

.~ akuntansi dan/atau  entitas ' pelaporan yang menyajikan L
.. - laporen keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang -
o perlakuan alkuntansinya, termasuk pengakuan, pcnglﬂmran, .

' penyajian dan pengungkapan yang diperlukan.

o _Kchljakan akuntansi ini mengatur: . : ' ' CL
1) Akuntansi kewajiban termasuk kewajiban Jangka pendek o
.-, dan kcwa_llhan jangka panjang yang dlﬁmh'-llkaﬂ dan utang Lo

" dalam negeri dan utang luar neger.

} 2] Perlakuan akuntansi untuk biaya }raﬁg tmlbul dan uta_t]_g S

pemenntah

Def"misl .

... Berikut adalah 1sulah-1st11ah yang d1guna_kan dalam kebuakan L

: - "akuntansi ini dengan pengertian: .

a. "Kewajiban adalah utang yang timbul darl p-enstlwa masa lalu
- yang penyelesaiannya mcngaklhatkan aln‘an keluar sumber PR

daya ckonomi pemerintah daerah.

b. Blaya pinjaman adalaeh - bunga dan bla],ra lainnya yang '- Db
- ditanggung oleh pemerintah kabupaten pnngsewu sehubungan L .

- dengan pemlnjaman da.na

__ ¢. Debitur adalah pihak j,rang menerzma utang darl kredltur _
: d Kreditur adalah plhﬂk yang memberikan utang kepada dehltur '

. f. Kewajiban Jangka pendek adalah kewa;1ban }fang d1harapkan SR
- dibayar dalam wakl:u 12 {dua belas] bulan setela,h t-anggal e

| g  Nilai nommal adalah mlal 1‘:'3‘5"-’*?1.111343-1"JL pemenntah pada saat o
pertama kali transaksi berlangsung sepcrti nﬂa.l ygﬂg tertera_:_

h Utang Perhitungan Fihak Ketiga, s ela.n_;utnya d_LsehutUtang PFK L P
. merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang &= . 7.
. disebabkan kedudukan pemerintah dacrah sebagai pemotong .. v

Kewaﬁban JBIlngl. panjang adalah kewajiban yang dmarapkan e

- dibayar dalam waktu leblh darl 12 [dua belas] bulan setc:lah - .

tanggal pelaporan
pelapcnran _

pada lembar surat utang pemerintah.



pajak atau pungutan lainnya, scperti Pajak Penghasilan (PPh),
Pajak Pertambahan Nilai (PPN}, iuran Askes, Taspcn, dan
Taperum. '

i. Utang Bunga adalah unsur h1aya berupa bunga yang harus

dibayarkan kepada - pemegang surat-surat utang karena . .

pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antard lain |
berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang

yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang ot
jangks panjang sekfor pf:rbankan dan utang jangka panjang B

~lainnya.

j. Bagian Lancar Utang Jangka an_lang merupakan bﬂglﬂ.ﬂ o

utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negerimaupun
luar negeri yvang akan jatuh tempo dan diharapkan akan
dibayar dalam waktu 12 (dua belas] bulan setelah tanggal .
Neracsa.

k. Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewsjiban yang tirmbul
karena adanya kas yang tclah diterima tetapi sampai dengan
tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum
diseralikan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

1. Utang Belanja adalah utang pemenntah daerah yang timbul
karena pemerintah daerah mengikat kontrak  pengadaan
barang &atau jasa dari pihak ketiga yang pcmhayarann}ra aken
dilakukan 4i kemudian hari atau sampai tanggal pelapﬂran _
belum dilakukan pembayaran.

m. Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban jangka pendek -~ & *
. vang tidek dapat diklasifikasikan dalam kewajiban Jsmgka L

pendek seperti pada akun d1 atas.

B. PENGAKUAN

1.

Kewajiban diakui jika besar kemungkman bahwa pcngeluaran
sumber daya ekonomi akan dilakukan wuntuk menyelesaikan
kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas
kewajiban teraebut mempun]ra.l nilai penyelesaian yang dapat
diukur dengan andal.

Kewajiban dapat timbul dari:

a. transaksi dengan pertukaran (exchange transactions);

b. transaksi tanpa pertukaran {non-exchange {ransactions), sesuai
hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum
Tunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan; .

c. kejadian yang berkaitan dr—:ngan pemerintah [gouernment— '
related events);

d. kejadian yang dlakul pemenntah [gcuemment acknowi’edged

euents]

Kewajlban dialaai pada ‘saat dana pinjaman diterima oleh
pemerintah daerah atzu dikeliarkan oleh kreditur sesuai dengan
kesepakatan dan/atau pada saat kewajiban timbul. :

Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban Jangka panjang adalah h
saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara

pemerintah daerah dengan Sekior Perbankan/ Sektor Lernbaga

Keuangan Non Bank/Pemerintah Pusat atau saat diterimanya
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C.

uang kas dari hasil penjualan ﬁb]igasi pemerintah daerah.
Utang PFK, diakui pada saat dilakukan pemotongan cleh

Bendahara Umum Daerah [BUD} atas pengeluaran dari Kas Daerah - i

untuk pembayaran sepert gajl clan tunjangan serta pengadaan '
barang dan j Jasa.

Utang bunga sebaga.l baglan dari kewajiban aetas pokok utang :
berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi-

. -dan belum dibayar. Pada dasarnys berakumulasi seiring dengan - . . -
" berjalannya waktu, schingga untuk keprakfisan utang bunga T

diakui pada akhir periode pelaporan.

Bagmn Lancar Hutang .Jangka Panjang, diakui pada saat
reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh termnpo

dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap :

akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jengka
panjang Yyang akan didanai kembali. Termasuk dalam bagian
lancar hutang jangka panjang adalah utang jangka panjang yang
persyaratan tertentunya telah dilanggar schingga kewsjiban ita
menjadi kewajiban jangka pendek.

Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul
klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang

telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada pen}rerahan
barang/jasa dari pemerintah daerah.

Utang belanja diakui pada saat;
a. belanja secara peraturan penmdang-undangan sudah terjadi
tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar,

b, terdapat klaim pihak ketiga, biasanys dinyateken dalam -
~ bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah .

daerah terkait penerimaan barang/jasa  yang belum
diselesaikan pembayarannya cleh pemerintah daerah.

¢. barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau'

pade saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa
pengangkutan {dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal
pelaporan belum dibayar,

10. Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada sast terdapat/ timbul

klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima
tetapi belum ada pembayaran,f pengakuan sampai dengan tanggal
pelaporan.

PENGUKURAN

1
2

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk
barang delam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah

“harus mengakui kewajiban atas Jurnlah yang helurn dibayarkan T S

untuk barang tersebnat.

'Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk PFK adalah sebesar
kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh BUD namun belum

disetorkan kepada yang berkepentingan.

. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang bunga adalah

sebesar kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi
tetapi belum dibayar oleh pemerintah,
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Nﬂa.l yé.ng dicantumkan di.Neraca untuk bagian lancar utﬁng :

. jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo

dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca. Dalam
kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena payable on
demand, nilai yang dicantumkan di Neraca adalah sebesar zaldo
utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang
harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk pendapatan diterima
dimuka adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan

.- oleh pemerintah daerah kf:pada p1hak ketiga sampai dengan '
L tanggal neraca.,

9.

Nilai yang dicantumkan dalarn neraca untuk utang belan_]a adalah

- sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai -
' perjan_]lan atau perikatan sampai dengan tanggal Neraca.

Nilaj yang dicantumkan delam Neraca untuk utang }angka pendek
lamnya adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diakui
sampai dengan tanggal Neraca.

Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1.

“Jumlah saldo kewajiban jangka pr:ndck dan jangka pan_]ang yang

- diklasifikasikan berdasarkan pemht:n pinjaman.

2.

Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemermtah daerah.

' berdasarkan jenia sekuntas utamg pemerintah - clan ]ELtLlh
- temponya.

Utang PFK disajikan dl Neral:a dcngan klasifikasi/ st kﬂWﬂjlbﬂﬂ |
jangka pendek. :

Pada akhir perindc pelaporan jika masih terdapat saldo
pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain, -
jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada

- laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Utang bunga maupun commitment fee merupakan kewajiban
jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal
pelaporan. Rincian utang bunga maupun commitment fee untuk
masing-masing jenis utang diungkapkan pada CalK. Utang bunga

maupun utang commitmert fee dlungkapkan dalam CalK secara I
. terpisah. L

Bagian Lancar Utang Jangka Fan_]a.ng disgjikan di Neraca scbagm
kewajiban jangke pendek. Rincian Baglan Lancar Utang Jangka
Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pm_laman

- diungkapken di CaLK.

Pendapatan Diterima Dimuka dlsa_llkan sebagai kcwaglban _]a.ngka
pendek di Neraca. Rincian pendapatan diterima dimuka
diungkapkan dalam CaLK.

Utang Belama dlsa_;lkan Neraca dalam klasifikasi kcwa_uhan jangka
pendek dan rinciannya diungkapkan dalam CaLK. '

. Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan sebagai kewajiban jangka

pendek di Neraca. Rinciannya diungkapkan dalamCalK. -
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A,

UMUM

1.

BAB XVII
KEBIJAKAN AKUNTANSI
EK_'U'ITAS

'h.uuan

a.

b.

Tujuan kebijakan akuntanm ckuitas adalah untuk mengatur
perlakuan akuntansi atas ekuitas dan informasi lainnya yang
dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan, _
Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi eckuitas
pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan,
pengukuran, penilaian dan pengungkapannya. :

Ruang Lingkup

Kebijakan akuntansi ini dltf:rapkan dalam penyajian ckuitas
dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun
dan disajikan dengan basis akrual.

Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan/atau entitas .-
pelaporan pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran -
berdasarkan APBD, ndak termasuk perusahaan daergh.

Definisi

Berikut adalah istilah- 1st11ah vang digunakan dalarn Kebijakan
Akuntensi int dengan pengertian: . '

E.

b.

C,

Ekuitas adalah kekayaan hei‘sih pemerintal yang merupaké.n
selisih antara aset dan kewajaha.n pemerintall daerah pada
tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dar saldo akhir ekuitas pada
Laporan Perubahan Elruitas {LPE).

Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditammbah (dilcurangi)
oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi
nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, dan lain-lain yang
tersaji dalam LPE.

PENGAKUAN

Pengakuan atas ekuitas tergantung dari saat pengakuan aset dan
kewajiban.

PENGUKURAN
Pengukuran atas ekmtaa tergantung dari pengukuran Hias Bsct dan

_ kewajlban

FENYAJIAN DAN PENGUN GKAPAN

Ekuitas disgjikan dalam Nereca dan d1_|elaska.n rmcmnnya dalam
Catatan atas Laporan Keuangan [CaLK]
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: BAB XVIKX
KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENDAPATAN-LO

A UMUM
. 1." TuJuan

Menetapkan dasar-dasar penyejian pendapatan dalam Laporan

Operasional untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi
tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangarn,

2. Ruang Lingkup ' 8

a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntanm Pcndapalan-w yang
disusun dan disajikan dengan menggunakan alcuntanm
berbasis akrual.

b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/f
pelaporan pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran
berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah. :

3. Definisi |

Berikut adalah lst:tlahnlstﬂah yang digunakan dalam Kehuakan
Alkuntansi ini dengan pengertian:

a, Pendapatan-LQO adalah hak pemerintah daerah yang dlakm

sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang

- bersangkutan dan tidak pcrlu dibayar kembali;

b. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan '
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

B. PENGAKUAN

1. Pendapatan-LO diakui pada saat:
a. timbulnya hak atas pendapatan {earned); atau
b. pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya
ekonomi (realized}.
2. Pengakuan pendapatan-LO pada pemerintah daerah dilakukan
bersamaan dengan penerimasn kas selama periode berjalan kecuali

perlakuan pada saat penyusunan laporan kcuangan dengan
melakukan penyesuaian dengan alasan:

a. tidak terdapat perbedasn waktu ya.ng signifikan antara -
penetapan hak pendapatan daeah dan penerimaan kas, SR

b.  ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggl,

-¢. dokumen timbulnya hak sulit, tidak dipcml::h atau ndak
diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;

d. s:baglan pendapatan menggunakan system self assement
dimana tidak ada dokumen penetapan {dibayarkan secara tunai -
ta.npa penetapan). -
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e. sistem atau administrasi piutang {termasﬁk aging schedule
piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian

diawal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut -

tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak
bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda

_ tidak mengakui adanya pintang diakhir tahun. _
3. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui

dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur B

S mengenai badan layanan umum daerah,
e _' 4, Pengalkuan Pendapatan-LO dibagi men_]adl dua yaitu: _ S
' B.] Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan p:ncrlmaan kas' '

selama tahun berjalan  Pendapatan-LO diekui bersamaan L

dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses

transaksl pendapatan daecrah tidak terjadi perbedaan waktu

antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas
daerah. Atau pada saat diterimanya kas/faset non kas yang
menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya .

penctapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat .

kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen
penetapan.

'b} Pendapatan-LO d;aku: pada saat pen:,rusunan Lapnran
Keuangan o

1} Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas.

' Pendapatan-LO = diakui sebelum penerimaan . kas . '-'-_.f

- dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan’.. =~
deerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan - - -
metode official assesment atau Perpres/Permenkew/Pergub) .

dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran
oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah
daerah, Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi
pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau plhak
yang menerbitkan keputusan fperaturan.

2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas., C
Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah
terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima
dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya
diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau
kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO -

yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuman __ o

dengan pasangan akun pendapatan diterima dlmuka

C PENGUKURAN : . -
T, Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, }rmtu

dengan membukukan pendapatan brute dan tidak mencatat .

jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2. "Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto
(biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak
' dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses behum se]csal
- maka asas bruto dapat dikecualikan. :
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3. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada

~ tanggal transakei menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. -

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Pendapatan-LO disajikan dalam LO sesuai dengan klasifikasi dalam
BAS, Rincian dari pendapatan dijelaskan dalam CalK sesuai
dengan klasifikasi sumber pendapatan.

2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CalK terkait dengan .

Pendapatan-LD adalah:

- ¥

Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal E
' berakhlrnya tahun anggaran. : . '

Fcn_]e:lasan mengenai Pendapatan -LO  yang pada ) tahun
pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang berslfat'

khusua.

Penjelasan sebab-sebab tidak tercapa.mya target penenmaan _

pendapatan daerah.
Informasi lainnya yang dia.nggap periu.
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’VlA;UMUM

1

BAB X1X
KEBLJAKAN AKUNTANSI
PENDAPATAN-LRA

Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajlan realisasi dan anggaran |
pendapatan pada entitas pelaporan dalam rangke memenuhi

tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan. Perbandingan antara anggaran dan realisasi
pendapatan menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang
telah disepakati antara legislative dan eksekutif sesuai dengan
peraturan perundang- undangan.

Ruang Lingkup

a. Kebiiakan ini dltr:rapkan dalam akuntansi Pendapatan-LRA
- dalam penyusunan laporan realisasi anggaran.

b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/
pelaporan pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran
berdasarkan APBD, tidak termaauk perusahaan daerah.,

Definisi : : _ _—
~ Berikut adalah 1st11ah-1stﬂah },rang dlgunaka.n dals.m Kebljakan

Alcuntansi ini dengan pengertian:

a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rckcnlng kas
umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak -
pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b. Rekening kas umum daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
gubermur/bupati/walikota - untuk  menampung sehiruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah
pada bank yang ditetapkan.

¢. Saldo anggaran lebih adalah g':mggungan saldo yang bcrasal'j -
dari akumulasi SiLPA/SIKPA tahun-tahun  anggaran

- sebelumnya dan tahun berjalan serta pcnycsuman lain yang :
. diperkenankan. .

d. Sisa lgblhfl{urang Pemblayaan Anggaran [SiLPA,.fSiKPﬂ] '

adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA _‘_'
dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiaysan ... -

dalam APBD selama satu penm:le pelaporan.’

e. Swrplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara - S

pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
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f. Pendapatan LRA terdiri dari:
g) Pendapatan Asli Daerah - LRA;
b} Pendapatan Transfer — LRA; dan
" ¢) Lain-lain Pendapaten Daerah Yang Sah - LRA,

4. PENGAKUAN

'ﬁ'1l.

2.

Pendapatan-LRA diakui pada saat:
a. Diterima pada rekening kas umum daerah
b. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima oleh SKPD

c. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima entitas lain diluar
pemerintah daerah atas nama BUD,

Pengakuan pendapatan mencakup hal-hal sebagai berikut;

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.

b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara
Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke
RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut
rncrupakan bagian dari BUD.

c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan :
digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat
entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD,

' d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam / -

luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran -
entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wa_ub

melaporkannya kepada BUD.

¢. Kas atas pendapatan jrang diterima entitas lam diluar entitas |
pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD dan

BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP Nomeor 02 Lampiran I Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP Nomor
02 Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 maka
pengakuan atas pendapatan telah dinterpretasikan dalam IPSAP
02. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh BUD sebagai
pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUD sebagai
salah satu tempat penampungannya.

Pengakuen pendapatan diskui berdasarkan bukti dokumen
surnber yang sah,

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto,
yaitu dengan membukukan penerimaan brutg, dan tidak mencatat

: jurnlah netonya [setr:]ah dlkompensamkan dengan pengeluaran).

5 PENGUKURAN

1.

Pcndapatan -LRA dlukur mlau nomma.l bulktl penenmaan dan'
dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan
penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nctnnya (setelah
dll-:cmpcnsasxkan dengan pengeluaran),
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Pcngukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupmh
berdasarkan nilai rupigh yang diterima.

Pendapatan-LRA dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada
tanggal trzmsaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. -

6. PENYMIAN DAN PENGUNGKAPAN )

1, Pendapatan -LRA disajikan dalam LRA dcngan ba&us kas dan _.
disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dljﬁlaskﬁn dalam-
CalX sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CalK terkalt dengan
Pendapatan-LRA adalah:

2.

&

Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal

i berakhlm}*a tahun anggaran,

b,

penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan
yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus; .

'penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan

pendapatan daerah; dan
informasi lainnya yang dianggap perlu.
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BAB XX
KEBILJAKAN AKUNTANSI
BEBAN

‘A, UMUM -

1. "h.uuan '

Kebijakan akuntansi beban mengatur perlakuan akuntansl atas
beban yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan

pengungkapannya dalam = penyusunan laporan keuangan
pemerintah daerah.

Ruang Lingkup

a.

b.

Kebijakan ini dlterapkan dalam akuntansi beban yang disusun
dan disajikan dengan mengglmakan elkxuntansi berbasis akrual.

‘Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/ pelapnrs.n.

pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan
APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

a.

-Beban adalah penurunan manfast ekonomi atau potensi jasa

dalam periode pelaporan yang menurunkan ckuitas, yang dapat
berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya .
kewajiban. . S '

Beban merupakan 1..11'ls1|.1r,|Ir kompnnen penyusuna.n Lapnran.
Operasional (LO). '

Beban penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi
akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi
pada saat penurunan nilaj aset schubungan dengan,
penggunaan aset bersangkutan /berlalunya waktu

Beban transfer merupakan beban bBerupa pengeluaran uang
atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah

. daerah kepada entitas pelaporan lain yang dlwﬂ,]lbk&ﬂ oleh
- peraturan perundang-undangan.

Beban operasi adalah pengeluaran uang atau kewsulban untuk
mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan
operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya
dengan baik. -

Beban operasi terdiri dari beban pegawai, beban barang dan
jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan
sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyisihan

 piutang dan beban lain-lain. S
'Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai ba.lk L

dalam bentuk uang atan barang, yang harus dibayarkan .
kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai yang

dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus

PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan,
kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
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h Beban barang den jasa merupakan penurunan mmfaat '
ekonomi dalam periode pelaporan yang rmenurunkan ekuitas,
yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau
timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan
jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan
termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non
- pegawai dan pemberian hadiah atas kegmtan tertenty tcrkmt
dengan suatu prestasi. :

Beban bunga merupakfm alﬂkasi pengelua.ra.n pemerintah -
daerah untuk pembayaran bunga (interesf) yang dilakukan atas

- kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding
termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan
pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah dacrah seperti
biaya commitment fee dan biaya denda.

.
H

j. Beban subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran
vang diberikan - pemerintah daerah - kepada .
perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual prc:-duksﬂ_]aaa '

- yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. -

k. Beban hibah  adalah beban pemerintah dalam b:ntuk :
uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya,
perusahaan negara/dacrah, masyarakat dan organisasi
kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

l. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah daerah -

. dalam bentuk wang atau barang yang diberikan kepada
individu, keluarga, kelompok dan/etau masyarakat yang
sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan
untuk melindung dari kemungkinan terjadinya resiko social.

m. Beban penyisihan piutang merupakan cadangan yang harus
dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun p1utang terkait
ketertagihan piutang.

n. Beban lain-lain adalah beban operasi yang tidak tcrmasuk
dalam katcgun tersebut di atas.

0. Beban non operasional adalah beban yang mfatny& tidak rutin j.'

“dan . perlu dlkclnmpnkkan tersendiri dalam - keglatan nen -

_ {)perasmnal

p. Beban luar biasa adalah beban yang te:jach karcna kejadian -
yvang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun
anggaran,tidak diharapkan terjadi benilang- u]ang dan kejadian
diluar kendali entitas pemerintah,

. Beban diklasifikasikan menurat klasifikasi ekonomi, yaitu
mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan
Aku.n Standar, :

B. PENGAKU AN

1. Beban diakui pada:
a. Saat timbulnya kewajiban. - -
b. Saat terjadinya konsumsi aset.
c. Saat tezjadm}ra penurunan manfaat ekonomi atau pntcnm jasa,
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2,

Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat
terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah
tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah, Contohnya
tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada
tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

Saat terjadinya konsumsi asset artinya beban diakui pada saat
pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya
kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas da.lam kegiatan
operasional pemerintah daerah. '

Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan
dengan penggunaan aset bersanglutan/ berlalunya waktu. Contoh
penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa ada]ah penyusutan
atau amortisasi.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pcngakuan beban
dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas,

b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas.

¢. Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Beban diakni sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam
hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu
antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan
beban daerah dilakukan lebih dulu, meaka kebijakan akuntansi
untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit

 dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas . )

belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya

“beban dan sesual dengan prinsip akuntansi yang konservatif

bahwa jika beban sudah menjadi kewsajiban harus segera
d;lal-mkan pengakuan meskipun belum dilakukan pengcluaran

- kas.

Beban ~diakui bersamaan dengan pengehiaran kas dilakukan
apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan
pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka . heban diakui
bersamaan dengan saat pengeluaran kas, :

Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dala.m hal
proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu
antara pengeiuaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana
pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka
pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa
dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat
pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa
dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diekui sebagai

beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai
beban dibayar di muka (akun neraca), aset tetap dan aset lainnya.

Pengakuan beban pada periode berjalan di pemerintah daerah
dilakukan bersamsaen dengan pengeluaran kas yaitu pada saat
diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal.
Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan
kcuangan dlla}mkan penyesuman.
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1{} Beban dengan mekanisme L3 akan dialui berdasarkan terbitnya

. dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui
- bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan pen}resuman
- pada akhir periode akuntansi. .- .

" 11.Beban dengan mekanisme UP/ GUJ’TU ekan diakui herdasarkan
bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/
pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan
dengan p-engcluaran kas dari bendahara pengeluaran . dan
dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

12.Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan
penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

- a.. Beban pegawai, diakui timbulnya kewsjiban beban pegawal

- berdasarkan dokumen yang sah, missal daftar gap, tetapa pada o

" 31 Desember belum dibayar. ~

b. Beban barang dan j jasa, diakui pada saat t.lmbuln},ra kewajlban
atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti
penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima
ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam
hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang

" belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

c. Beban penyusutan dan amortisasi dialkui saat akhir tahun/
periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan . .
amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukn :
memorial yang diterbitkan. . '

- d. Beban penyisihan pmtang diakui saat ekhir tahun_."pﬁnﬂde :
. akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang
- sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memerial yang
diterbitkan.

- e. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk

"~ dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban
bunga dialkui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat
jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

f. Beban transfer diakni pada saat timbulnya kewajiban
- pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi
. terdapat alokasi dana yang harus dibagi hasilkan tetapi belum
- disghurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, -
- maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang
.. berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeliaran kas,

C. - PENGUKURAN

Beban diukur sesuai dengan:

1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas
kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan
- manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan
mengglmakan mata uang rupiah. -

" 2. Menaksir nilai wajar barang/] ;asa teracbut pada ta.nggal transaksf
© jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
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D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Beban disajikan dalam Laporan Dperaamnﬁl (LO).. Rincian dari -
Beban dijelaskan dalam Catatan atas Lapcran Keuangan [CaLK]
sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

A,

b.

c.

d.

Beban operasi, yang terdini dari : Beban Pegawal, | Bﬁban
Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah,
Beban Bantuen Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi,

' Beban Penyisihan Piutang dan Beban lain-lain.

Beban transfer. N
Beban non operasional, .
Beban luar biasa.

2. Pos luar biasa disgjikan terplsah dari pos-pos lamn}ra dalam .
- Laporan Operasional dan dlsa_ukan sesudah Surplusf Deﬁsxt dari
Kegiatan Non Operasional. . .

3. Hal-hal yang perlu dlungkapkan sehubungan dengan bf;han antiara
lain:

a.

b

Pengeluaran beban tahun berkenaan.
Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya

' periode  akuntansiftabun  anggaran scbagai penjelasan

perbedaan antara pengakuan belanja,

. Informasi lainnya yang dianggap perht.

b

138



BAB XX1
KEBIJAKAN AKUNTANSI
BELANJA

A UMUM
L. ‘1‘1.1_11.19.11'

Kebijakan akuntansi belan_la mengatu.r perlakuan akuntansi atas
belanja yang meliput pengakuan, pengukuran, penyajian dan
pengungkapannya dalam penyusunan laporan  keuangan
pemeﬁntah kabupaten pringsewnt. _

Ruang Lingkup

. &,

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi helanja yang disusun

.~ dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual,
b,
- entitas pelaporan pemerintah daersh, yang memperoleh

Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan

anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan
daerah dan badan layanan umum.

Definisi
Berikut adalah istilah-istilah vang digunalkan dalam chuaka.n
Aklmta_nm ini dengan pengeman

CEL

Belan]a adalah semua pengeluaran dari rckenmg kaa umum
dacrah dan bendahara pengeluaran yang mengurangi salde
anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan
yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah. '

Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan LRA.

Belanja terdiri dan belanja operasi, belanja modal dan belanja
tak terduga serta belanja transfer.

Belanja operasi adalah pengeluaran enggaran untuk kegiatan
sehari-hati yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja
operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang
dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan
belanja bantuan social

Belanja pegawal merupakan kompensasi terhadap pegawai baik
dalam bentuk uwang atau barang, yang harus dibayarkan

- kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang
. dipekerjakan oleh pemerintah daersh yang belum berstatus
PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, -

a kﬁcuall pekerjaan yang berkaitan dengan pcmbentuka.n modal.

Belan_;a barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk
pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari

" 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan

kegiatan pemertintahan,

Belanja bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk
pembayaran bunga (interesf) yang dilakukan atas kewajiban
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penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk

. beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman

. dan hibah yang diterima pemerintah daerah scpertl b:ays.
. commitment fee dan biaya denda.’

h. Belanja subsidi merupakan pengeluaran atau alckasl anggaran

yang . diberikan. pemerintah daerah -~ kepada

. perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa
yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat

i. Belanja hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk

uang, barang atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah
- lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi
. kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat,

i. Belanja bantuan sosial merupakan pengeluaran anggaran

. dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada
" individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang
.. sifatnya tidak secara terus menerug dan selektif yang bertujuan
. untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko social,

k. - Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perclehan
aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari
satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain

" belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan,
_peralatan dan aset tak bETWLl]ud

Nilai yang d:anggarkan dalam belanja medal scbesar harga

~ beli/ bangunan asset ditambah seluruh bclan_la yang terkait

. dengan pcngadaan;‘pembangmmn aget sampal aset tersebut
. slap digunakan.

1" Belanja tak terduga adalah pengeluaran angga.ran untuk
" kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan
berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana
sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat
~ diperlukan dalam rangka penyelenggaraan  kewenangan
pemerintah daerah.

‘m. Belanja transfer adalah bﬁlﬂn_]a berups pengeluaran uang atau
. "kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan
- - kepada suatu entitas pelaporan lain yang dlwa_]lhkan oleh
pcratura.n perundang- undangan

B. KIASIFIK&SI BEMNJA

1. Belanja daerah dlk.lasﬂkas&.an menurut:

a. Klasifikasi belanja menurut ekonomi, yaitu mengelnmpnkka.n
belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu
 aktivitas, Klasifikasi ekonomi wuntuk pemerintah daerah
- meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal,
bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.

' b. Klasifikasi belanja menurut organisasi, yaitu mengelompokkan L

. . belanja berdasarkan - unit organisasi atau Satuan - Kerja
- Perangkat Daerah [SKPD} Pengguna Anggaran. - o

c. Klasifikasi belanja menurut fungsi, yaitu mcngelnmpnkkan
~ belanja berdasarkan fungsi-fungsi utama pemerintah daerah
-~ dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

140



.o .

-2, Contoh klasifikasi fungsi yaitu:
= Pelayanan Umum
- Pertahanan
- Ketertiban dan Keamanan
- Ekonomi
- Perlindungan Lingkungan Hld‘l.lp
" . =- Perumahan daan Femulﬂman
- Kesehatan
- Pariwisata dan Budaya’
- Agama
- Pendidikan
- Perlindungan Sosial

3. Contoh Klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja] adalah
sebagal berilout; :

. a. Belanja operasi:
- Belanja Pegawai
- Belanja Barang/Jasa
- Bunga '
- Subsidi
- Hibah
. = Bantuan Sosial
b. Belanja Modal:
- Belanja Aset Tetap
- Belanja Aset Lainnya

¢, Belanja Tak Terduga
d. Transfer

C. PENGAKUAN BELANJA

1. Be!anjé diakui pada saat:

a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD. :

b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran-
. pengekuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban ataes
pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunysl
fungsi perbcndaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D
Nihil.

¢. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan
mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur
mengenai badan layanan umum.

2. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi
yang dltetapkan dalam dokumen anggaran,

D, PEN GUKURAN BELANJA

1. Pengukumn belanja berdasarkan realisasi Klasifikasi yang
ditetapkan dalam dokumen anggaran.

2. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan
diukur berdasarkan nilai neminal yang dikeluarkan dan tercantum
dalam dokumen pengeluaran yang sah.
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E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

L

Belanja disajikan dalam LRA sesual dengan klasifikasi ckonomi,
yaltu :

a. Belénja Operasi;
b. Belanja Modal;

‘¢. Belanja tak Terduga; dan

d. Belanja Transfer

‘dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran
kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran
tersebut dijabarkan dan dmyataka.n dalam mata uwang rupiah.
Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah
Bank Indonesia pada tanggal transaksi

Perlu d1ungkapkan jnga mengenai pengeluaran belanja tahun
berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan

' sebab-sebab tidak terserapnya anggaran helanja daerah, referensi

silang antar akun belanja modzl dengan penambsehan asect tetap,
perjelasan  kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang

dianggap perlu.
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BAB XXI1
KEBIJAKAN AKUNTANSI
TRANSFER

A. UMUM-
1. Tu]uan

a.

b

Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur
perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam
rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana
ditetapkan cleh peraturan perundang-undangan.

Perlakuan akuntansi transfer mencakup def'uum, pengakusm

-~ dan pengungkapannya
2. Rua.ng ngkup

E..

Kebijakan ini d1tcrapkan dalam a.kuntans: n'ansfer yang
disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi
berbasis akrual.,

Kebijakan ini berlaku untuk entitas alcuntanmf pelaporan
pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran herdasarkan
APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

Berikut adalah 1st11ah-1st11ah yang digunakan dalam Kebuakan
Akuntanm ini dengan pengeruall

a.

Transfer adalah penerimaan atau pcngeluaran uang oleh suatu
entitas pelaporan darifkepada entitas pelaporan lain, termasuk
dana perimbangan dan dana bagi hasil.

‘fransfer masuk (LRA} adalah pencrmlaan uang da.n entitas
pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari

' pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi,

Transfer keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas

. pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana

- perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bag1 hasil oleh . o

pemerintah daerah.

Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk

menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai
akibat peraturan perundang—undanga.n Pmtang transfer dirinci
menurut sumbernya.

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk
melakukan pembayaran kepada entitas lain scbagai akibat

. ketentuan perundang-undangan. Utang transfer dlanallals
- menurut entitas penerimanya. - : :

Pendapatan transfer (LO) . adaleh pendapatan ' 'berupa

. penerimgaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas

" oleh peraturan perundang-undangan;

pelaporan dari suatu entintas pelaporan lain yang diwajibkan
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g.

Beban transfer (LO) adalah beban berupa pengt:luaran uang
atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas
pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lam yang diwajibkan

 oleh peraturan perundang-undangan.

Transfer diklasifikasikan = menurat sumber dan entltas

. penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan

-
.

sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan

" entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai BAS;

Klasifikasi transfer menurut sumber dan entitas penerima
dalam Bagan Akun Standar.

B. PENGAKUAN

1.

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

a. .

b.

Transfer masuk pada . LRA . disajikan dalam kelump-::k
pendapatan transfer.”

Untuk kepentingan penyajian tr&nai‘:r masuk pada LRA,
pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer
masuk ke RKUD., '

Transaksi penerimaan transfer/transfer masuk pada laporan
arus kas disajikan dalam arus masuk aktivitas operasi.

. Untuk kepentingan pl‘:l‘r_‘,?a_llan pendapatan transfer pada dalam

LQ, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transf:r
dilakukan pada saat:

1) tlmbulnya hak atas pendapatan (earned), atau -
' 2) pendapatan dircalisasi yaltu aliran masuk sumber daya

ekonomi (realized).

. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan

penerimaan kas selama periode berjalan, Sedangkan pada saat
penyusunan laperan keuangan, pendapatan transfer dapat
diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan

- hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sa.h scsual

dengan ketentuan yang berlaku,

. Pada tahun . berjalan dimungkinkan terjadinjra kelebihan
. penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat yang

. ditetapkan eesuai ketentuan berlaku, Atas hal - tersebut

dilakukan koreksi atas pendapatan transfer-LO dan diakui

~ sebagai pendapatan transfer diterima dirnuka.
Transfer Keluar dan Beban Transfer

f.

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada LRA,
pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbltnya
SP2D atas beban anggaran tranafer keluar.

Transfer keluar atau transfer pada LRA d1sa]1kan seba.gal pns

- yang terpisah yaitu pos belanja transfer.

Transaksi pembayaran transfer/transfer keluar pada 1aporan

..arus kas disejikan dalam arus keluar aktivitas operast
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d. untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan

Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode

- berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu

pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuen beban

- transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan
‘penyesuaign  berdasarkan _dokumen yang menyatakan

.. kewajiban transfer pemenntah daerah yang hersa.ngkutan
. kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

C. PENGUKURAN
1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

a.

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA,
transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan Junﬂah transfer

- yang masuk ke RKUD., ,
. Dalam hal terdapat - lebih " salur pada TA 's’ebcmmnya,

penyaluran aken dipotong oleh pihak yang menyalurkan, dan
pendapatan dicatat sebesar nilai brutonya dan nilai yang
dipotong dicatat sebagai pengurang SiLPA.

. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapafan transfer
. pada LO, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan
" hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

. Pendapatan Transfer LO diakui dan dicatat sebesar kas yang

diterima oleh pemerintah daerah dan/atau sebesar pengakuan

- kurang salur oleh entitas penyalur. Nilai penerimaan kas -
- - didasarkan pada penyaluran transfer yang diterima di RKUD.

- Selain itu pendapatan transfer LO atas kureng salur dicatat

sebesar nilai yang aken diterima yang dstetapkan dalam
peraturan mengenai kurang salur dimaksud. ' :

2. Transfer Keluar dan Beban Tra,t_mfer

a.

y
. dan dicatat sebesar nilai SP2D yang dlterbltkan ataa beban
‘anggaran transfer keluar.

Belanja transfer atau transfer keluar diukur dan dicatat
sebesar nilai nang yang dikeluarkan dari RKUD.

Untuk kepentingan penyusunan LRA, transfer keluar diukur

‘Untuk kepentingan penyusuna_u 1O, bchan transfer dlukur dan

dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang
bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/pekon

. . berdasarkan dokumen vang sah sesuai ketentuan yang

berlaku,

D. PENILAIAN

1.

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaltu dengan

- membukukan penerimaan bruto, dan tidek mencatat  jumlah

_netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran].
a. Dalam hal terdapat pemotongan dana transfer dari pemerintah

pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan

" tidak memenuhi kewajiban financial seperti pembayaran
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plnjaman pemerintah ~ daerah yang . tertunggek = dan

- dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah
. . daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan
L sebagsu transfer DAU.  dan pengeluaran - pembiayasn
. pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal i ini Juga berlaku

untuk penyajian dalam LO.

"Namun jika pcml:}tunga.n dana transfer nﬁsa]nya DAU

merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi
pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah
pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan
sebapgai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas
pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.

.. Dalam hal terdapat pemotongan dana transfer karena adanya

- . kelebihan penyaluran dana transfer pada tahun anggaran

- sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan

' sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun

anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama. -

E. PENGUNGKAPAN

1. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan h‘ansﬁ:r
dalam CalK adalah sebagai berikut:

a.

- d.

penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk

.pada LRA dan realisasi pendapatan transfer pada LO beserta
- perbandingannya dengan - realisasi tahuna . nggaran -

sebelumn}ra'

penjelasan atas penyf:bab terjadinya selisih antara anggarﬂn'
transfer masuk dengan realisasinya,

penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam
LRA dengan realisasi pendapatan transfer pada LO;

informasi lainnya yang dianggap perlu.

2. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam CalK
adalah sebagei berikut:

.

penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar

- pada LRA, rincian realisasi beban transfer pada 1O beserta

perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya; .

penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran'
transfer keluar dengan realisasinya;

penjelasan atas perbedaan nilaj realisasi transfer keluar dalam

. LRA dengan realisasi beban transfer pada LO;

informasi lainnya yang dianggap perlu.
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BAB XX
KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMBIAYAAN

A. UMUM .

1. Tujuan
a. Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk

mengatur perlakuan akuntansi untuk pembiayaan dan
informasi lainnya yang dlanggap periu disajikan dalam lapuran
keuangan.

" Kebijekan ini mengatur  perlakuan akuntansi pembla}raa.n
 pemerintah kabupaten pringsewu yang meliputi = definisi, -

pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapann}ra,

2. Ruang Lingkup

a.

b.

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pemblayaan yang '
disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi basis
akrual. '

Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas
pelaporan pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran
berdasarkan APBD, ﬁdak termasu.ﬂc perusahaan daerah :

3. Deﬁnlsl

a.

Pemblayaan ialah seluruh transaksi keuangan pemermtah'
baik penerimsan maupun pengeluaran, yang periu dibayar
atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran
pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup

R defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menjadi penerimaan pembm}raan
dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penenmaan RKUD
antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan

.. obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah,
| penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak

ketiga, penjualan mvestasi permanen lainnya, dan penca.lra.n

. dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengf:luaran RKUD
antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga,

~ penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembah pokok

pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan

~ pembentukan dana cadangan.

: Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan
. setelah dikurangi pengeluaran pemblayaan dalam pcnode :
’ tahun anggaran tertentu.

) SﬂFAfSLKPA adalah selisih lebih Jkurang amtara realisasi

' penerimaan dan pengeluaran selama safu periode pelaporan.
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B. PENGAKUAN

1.
- 2,

Penerimaan pembigyaan diakui pada saat diterima pada RKUD.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran
kas dari RKUD. Dalam pelaksanaannya Pengeluaran pembiayaan

- diakui pada saat diterbitkannya dokumen yang mengaklbatkan _'

terjadmya pengeluaran kas daerah.

C. F‘ENGUKURAN

1.

"

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang mplah sebesar
nilai nominal kas yang diterima dan nilai nominal kas yang
dikeluarkan, :

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke

dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah -

Bank Indonesia) pada tanggal direalisasikannya pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari
transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanekan berdasarkan azas
bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak
mencatat jumlah netonya (sctelah d:kompensasﬂ{an dcng&n

pengelaaran).

Pengeluaran pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal
transaksi. Pengeluaran pemblayaan dilaksanakan berdasarkan

' azas bruto

D. .PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1.

Selisih lebin/kurang antara .penenmaan dan pcngeluérén
pembiayaan selama satu periode pelaporan dlcatat dalam
pembiayaan neto,

Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja
serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama - satu
periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/SiKPA.

Sisa lebih/kurang pemblayaan anggaran pada akhu‘ permde :

- pelaporan dipindahkan ke LP-SAL,

Pembla}raan disajikan dalam LRA, LAK, Neraca daerah da.n CaLK
Dalam LRA, pembiayaan dilaporkan sampai dengan J:nm

- pembiayaan. Pembiayean disajikan dalam bentuk perbandingan

antara jumlah anggaran dan realisasi anggaran,
Dalam LAK, pembiayaan dilaporkan hingga jenis pembiayaan dan

- disajikan dalam kelompok arus kas dari aktivitas pembiayaan.

Dalam Neraca daerah, pembiayaan dicerminkan oleh penambahan
atau pengurangan Utang dan atau investasi perma.nen {Lihat

- kebuakan akuntansi Utang dan investasi permanen). |
. Dalam CalK, pembiayaan dﬂaporkan sampal dengan rincian lebl.h

. 1an_|ut _]f:ms pembiayaan.
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BAB XXV
KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN,

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI
- AKUNTANSI DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

A, UMUM
1 'I‘u_luan

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas
koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan
estimasi akuntansi dan operasi jrang tidak dllanjutkan

2. Ruang Lingkup

a.

Dalam menyusun ‘dan menyajlkan laporan keuangan suatu
. entitas menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh

kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan
" estimas] akuntansi, dan nperam yang tidak dilanjutkan.

Pemyataa.n kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan

entitas pelaporan dalam menyusun Jlaporan keuangan
- pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan
-~ APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

a.

Kesalahan adalah penyﬁjian pos-pas yang. secara signifikan
tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi
laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos
yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai
dengan yang seharusnya.

{Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi

" atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu

fungsi, program atau kegiatan, schingga aset, kewajiban dan
operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungql program
atau kegiatan yang lain. '

Perubahan estimasi adalah revisi EStllTlE.Sl karena pr:mbahan _
kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat
informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi,
atau perkembangan lain.

Penyvajian kembali (restatement] adalah perlakuan akuntansi
yvang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu
. dilakukan penyajian kembali pada awal periode pemerintah
daerah wuntuk pertama kali ekan mengzmplementamkan

. kebuakan akuntansi yang baru,

Laporan keuvangan dianggap sudah dlterbltkan apabﬂa sudah
dxtetapkan dengan peraturan daerah.
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B KC}REKSI KESALA.I—IAN

1.'

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu ataq

beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada ™ N

. periode - berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya

- keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggsran oleh
* pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan
dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi

fakta, kecurangan atau kelalaian.

Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh
signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan pericde
sebelumnya schingga Iaporan laporan keuangan tersebut tidak
dapat diandalkan lagi. :

Kesalahan ditinjau dari mfat ke]adlannya dﬂ(elampokkan dalam

. 2 [dua) jenis:

a. Kesalahan yang tidalk berulang
b. Kesalahan yang berulang dan sistemik.

. - Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang dlharapkan

tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua)
jenis: '

a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada pe:nude

berjalan.

b. Kesalahan yang tidak berulang vang terjadi pada periode
. sebelumnya.

Kesalahan vang berulang ‘dan mstemlk adalah kesalahan yang
disebabkan oleh sifat alamiah {normal) dari jenis-jenis' transalksi

tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang.” Contohnya

adalah penerimean pajak dari wajib pa]ak yang memerhikan

. koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atan tambahan

pembayaran dari wajib pajak. -

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi,
melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk
mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi

- pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkuta.n

Terhadap setiap kesalahan - dllakukan koreksi segera setelah

. diketahui.

Koreksi kesalahan yang udak berula.ng VAng tﬁl‘_ladl pada permde
berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak,
dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan
dalam periode berjalan.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode

. beralan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak,

dilakukan dengan pembetuilan pada akun yang bersangkutan
dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau

* akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-

._periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan
keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan
-pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun -
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pendapatan- LRA atau akun belan_]a, maupun akun pendapatan-
LO atau akun beban,

10. Koreksi kesalahan atas pengeluaran ‘belanja {sehingga
' mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang
- yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambgh
- posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah .
diterbitkan, dilalkukan dengan pembetulan pada akun pendapatan
lain-lain-LRA, Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas
dilakukan dengan pembetulan pada akun SAL.
- Contoh koreksi kesalahan belanja:
a. yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas.
Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas
. yaitu = pengembalian  belanja pegawai karcna  salah
. penghitungan jumlah gaji, dlkurekSI menambah saldn kas dan
: pendapatan lain-lain; -

b. yvang menambah saldo kas terkait belanja modal yang
menghasilkan eset, yaitu belanja modal yang di-mark-updan
setelah dilakukan pemeﬁksaan kelebihann belanja tersebut
harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas
dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA; :

C. vang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja
pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan
mengurangl akun Saldu Anggaran Lebih dan mengura.ngl saldo
kas :

d. _]rang mengurangi saldu kas terkait belanja modal yang
- menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum -
dicatat, dikoreksi dengfm mengurangl akun saldn anggaran
lebih dan mengurangi saldo kas. :

11. Koreksi kesalahan atas perolehan asset selain kas yang tidak
berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan
menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila  laporan
keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan
pcmbetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan. .

Cc-ntuh koreksi kesalahan untuk pemlehs.n aaset selain kas:

. a. yang menambah saldo kas terkait perclehan aset selain Kas

' yaitu pengadasn asset tetap yang di-mark-up dan- setelah

- dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai asset tersebut harus

. dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan
mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap;

b. yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selainkas
yvaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan,
- dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tctap

dan mengurangi saldo kas.

12, Knrekm kesalshan atas beban yang ti.dak berulang, sehmgga
- mengakibatkan pengurangan beban, yeng terjadi pada periode-
~ pericde sebelumnya dan mempengamhi posisi kas dan tidak

mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila
laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan
dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO.
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Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dcngan
pembetulan pada akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan beban:

a. vang menambah salde kas yaitu pengembalian bebaﬂ pegawai
. tahun lalu kerena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi

dengan menambah saldo kas dan menarmbah pendapatan lain-
- lain ~LO,;

b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban
pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan
mengurangi akun beban lain-lain -LO dan mengurangi saldo
kas.

13, Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak

berulang yang terjadi pada periude-pcriodc sebelumnya dan
menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan
keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan

~ pembetulan pada akun kas dan akun SAL.

14.

Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA:

a. yang menambah saldo kas yaitu pcnyctoran bagian laba
- perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan
menambah akun kas dan menambah akun SAL; :

b. yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan
dana alckasi umum karena kelebihan transfer oleh pemerintah
pusat, dikoreksi olch:

. 1) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi = -

' akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurang salde kas;

.2'] pemerintah pusat dengan menambah akun salrln kas dan
menambah SAL.

Koreksi kesalahan atas penerimaan p:ndapatan-LG yang tidak
berulang yang terjadi pada pericde-periode sebelumnya dan
menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan
keuangan pericde tersebut sudah diterbitkan, dilakukan deng&n
pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Cantoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:

4. yang menambah salde kas yaitu penyetoran haglan laba

15.

perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan
menambah alkun kas dan menambah akun ekuitas;

b. yang mengurangi saldo kas yaifii pengembalian pendapatan
dana alokasi wurnum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah
Pusat dikoreksi oleh:

1} pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi
. sakun Ekuitas dan mengurangi saldo kas;

: -2] pemerintah pusat dengan mcna.mbah akun saldo kaa dan
- - menambah Ekuitas. .

Koreksi kesalaban atas penerimaan dan pengelua:an pembiayaan
yang tidak berulang yang terjadi pada periode-pericde sebelumnya
dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan
keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan
pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

152



b, yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu SRT

Contch korekm keselahan terkalt penerimaan pembiayaan:

8. yang menambah saldo kas yaitu pemerintah daerah menerima
setoran kekurangan pembayaran cicilan pokek pinjaman tahun
lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh pemerintah daerah
dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo
Anggaran Lebih; ;

b. yang mengurangi saldo kas terkait pencrimean pembiayaan,
yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran
cicilan pokok pln_]aman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi -

dengan mengurangi = akun - Saldo Anggaran - Lebih. dan____

mengurangi saldo kas.

Contch koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan: .

a. yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu
angsuran utang jangka panjang schingga terdapat
pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan
menambah saldo kas dan mena.mbah akun Saldc: Anggaran
Lehih;

angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi
dengan mengurangi saldo kas dan mengurangl akun Saldo-
Angparan Lebih.

16. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatﬁn kewajiban

17.

18.

19,

yang terjadi pada pcriude—perindc sebelumnya dan menambah
maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode

tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada - .

akun kas dan akun kewajiban bersangkutan,

Contoh koreksi kegalahan terkait pencatatan keﬁrajiban: _'
a. yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas

karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran

suatu  kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan
menambah akun kewajiban terkait;

b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu o

angsuran kewsjiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu
dikoreksi dengan menambah akun - kEWEI._]l'DEI.Il terkait dan -
mengurang saldo kas. - :

Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada angka. 9, 10, dan
11 tersebut diatas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau
belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya
koreksi kesalahan,

Koreksi kesalahan sebagaimanae dimaksud pada angka 9, 12 dan .

14 tersebut 4i atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang
hersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahen.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada p:rmde-' -
periode scbelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik
sebelum maupun eetelah laporan keuangan periode tersebut
diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait
pada periode ditemukannya kesalahan.

Contohnya adalah pengeluaran untuk pembehan peralatan dan
mesin (kelompok asget tetap) dilaporkan sebagai jalan, jrigasi dan -
jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pade Neraca dengan . '
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mengurang: akun Jalan irigasi dan jaringan ‘dan menambah akun
peralatan dan mesin. Pada LRA tidak perlu dilakukan koreksi

20. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang

latu terhadap posisi kas dilaporkan dalam LAK tahun berjalan
pada aktivitas yang bersangkutsm.

21, Kurekm kesalahan dlungkapkan pada CalK.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTAN SI

Para pengguna perlu membandingkan lapcuran kcuangan dari
suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui
trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu,
kebijakan akuntansi yang digunakan dlterapkan secara konsisten

“pada setiap periode. _
. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan atau pengukuran

akuntansi sebagal akibat dari perubahan atas basis akuntansi,
kriteria kapitalisasi, metode dan estimasi, merupak:an contoh
perubahan kebijakan akuntansi. .

. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan han}ra apabila

penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan
oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi
pemeriniahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa
perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi
keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan
lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas,

. Perubahan kebuakan akuntansl tidak mencakup hal hal sebagal _

berikut: -
a. Adopsi suatu kebijakan akuntanm pada peristiwa, atau kejadian
' yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian
sebelumnya.
b. Adopsi suatl kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau
transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

. Timbulnyva suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan

suatu - perubahan kebijakan gkuntansi. Namun demikian,

- perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi
" terkait yang telesh menerapkan persvaratan—persyaratan
- sehubungan dengan revaluasi. '

. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada LPE dan

diungkapkan dalam CalLK.

D, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

1. Apar memperoleh laporan keuangan yang andal, maka estimasi
. akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan,

tujuan penggunaan aset dan . kGl'.I.dlSl I.ingk‘ungan enntas yang

" berubah,
. Penga.ruh atau dampak pembahan estimasi akuntansi dlsajlkan

pada LO pada periode perubshan dan periode selanjutnya sesuai
sifat perubahan, Sebagai contoh, perubahan estimasi masa
manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan
tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
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' 3

Pengaruh perubahan terhadap LO penudc bezjalan da:n yang akan
dating diungkapkan dalam CalK, Apabila tidak memungkinkan,
harus dlungkapka.n alasan tidak mengungkapkan pengaruh
perubahan itu,

E. OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

1.

5.

'Apabilei ‘suaty misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah
. dihapuskan oleh peraturan, -maka suatu operasi, kegiatan,
" program, proyek atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut

dihentikan.

Informasi penting dalam operasi yang tidak di]anjutkan, -misalnya
hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan,
tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan
beban * tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila

_ dimungkinkan, dampak ~ scsial atau dampak pelayanan,

pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada pr:nghentlan aps.blla
ada harus diungkapkan pada CalLK, :

Apar lapnran keuangan msa_]lkan SECara kﬁmparahf suatu segmen

yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam laporan keuangan
walaupun berjumlah neol untuk tahun berjalan. Dengan demikian,

operasi yang dihentikan tampak pada laporan keuangan. -
Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun

berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seclah-olah
operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada

umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal = ..

penghentian bertahap atau sckaligus, resolusi masalah legal,
lelang, penjualan, hibah dan lain-lain. o

" Bukan merupakan penghentian operasi apabila;

a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen
secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh
demand [permintaan publik yang dllayam}l yang terus merosot,
pergantian kebutuhan lain. . :

b. Fungsi tersebut tetap ada.

.c." Beberapa jenis suh keglatan dalam suatu fungsi pnkuk'

dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu
program, proyek, kegintan ke wilayah lain,
d. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah,

menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu :
_uperaal tersebut.

_ F PERISTIWA LUAR BIASA

1

Perlstlwa luar biasa menggamha:kan suatu kc_]adlan atau

transaksi yang secara jelas berbeda dari ektivitas biasa. Didalam - . |

aktivitas biasa entitas pemerintah daerah  termasuk -
penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang.
Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa
hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang
tEI‘]a{h sebelumnya.
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2.

PEnstmra yang berada di luar kendali atau pcngaruh entitas adalah
kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak
dicerminkan di dalam anggaran., Suatu kejadian atau transaksi
yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan
peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemeriniah
tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar blasa

untuk entitas atau tmgkatan pemerintah yang lain. . '

Dampak vyang signifikan terhadap reslisasi anggaran karena.
peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara
tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran
belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan
perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.

Angearan belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang
ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya
berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian

" yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu, Apabila selama tahun

" anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan

sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dar mata
anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk

~ peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai

menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi
apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima
puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa
tersebut Iayak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa.

Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas

" memerlukan perubahan atau = penggescran anggaran guna

membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang
scharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga
atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena
peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi
dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam
keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.

Peristiwa [uar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
tidak merupakan kegiatan normal dari entitas; _
tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang,
" berada di luar kendali atau pengaruh entitas; ;
" memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran
atau posisi asetfkewajiban.

Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa
luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam CaLK.

0 oW
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.. A. UMUM

e BAB XXV
o KEBIJAKAN AKUNTANSI
PROPERTI INVESTASI

" 1, Tujuan - . )
Kebuakan ini ini bcrtu_]uan untuk mengatur pcrlakuan akuntansi
propert investasi dan pengungkapan yang terkait.

Ruang Lingkup

B.

k. .

c.

Kebijakan ini diterapkan dalam pengakuan, pengulcuran,
penyajian, dan pengungkapan properti investasi dalam laporan

~ keuangan untuk tujuan umurm,

Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntanm dan o :-. L
entitas pelaporan dalam- menyusun laperan keuangan .

pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarken

' APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Kebijakan ini tidak berlaku untuk:
1) aset biclogis yang terkait dengan aktivitas agrikultur; dan
2) hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak,

gas alam dan sumber daya. alam st:]enls yang tidak dapat | -

d1perbaha.n11

Defimsl o

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan
kebijjakan ini dengan pengertian: .

H.

b,

Nilai tercatat [carrying amount) adalah nilai buku aset, yang
dihitung dari biaya perolechan suatu aset setelah d11cura.ng1
akurnmulasi penyusutan,

E!Ja},ra perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang tela.h
dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain
yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh
suatu aset pada saat perclehan atau konstruksi sampai dengan
aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk
dipergunakan.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat -

nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.

.~ Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau pen}'elesalan kcwajlban - L

- antar pihak yang memahami dan bcrkcmgman untuk
. melakukan transaksi wajar.

Properti investasi adalah propert untuk menghasilkan
pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau

' keduanya, dan tidak untuk:

i
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1) Dlgunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan
- oleh masyara.kat umum, dalam produksi atau penyediaan
barang atau jasa atau untuk tujuan administratif. L

o 2) Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan -
kepade masyarakat.

L Prﬂpﬂrn yang digunakan sendiri adalah propertl yang d1kuasﬂ.1

- {oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk
kegintan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat urmnum,
dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau lmtuk
tujuan administratif.

B. PRDPERTI INVESTAS]

1.

Ada sejumlah keadaan di mana entitas pemerintah dapat memiliki

. preperti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa
" dan/atau untuk peningkatan nilai. Misalnya, entitas pemerintah
" mengelola portofolic properti berdasarkan basia komersial. Dalam
“hal ini, properti yang dimiliki oleh entitas, selain yang dimiliki

untuk digunakan sendiri atau dijual dan/fatau diserahkan dalam

* rangka pelayanan kepada masyarakat, memenuhi deﬁmm prﬂpcru

investasi.

Selain itu, entitas pemerintah, dapat juga memniliki pmpertl untuk
disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilal, dan
menggunakan hasil yang d1perolf:h tersebut untuk membxaya:

. kegiatannya.

Contoh, suatu entitas dapat memﬂlkl bangunan yang dlsewa.kan |

- secara komersial kepada pihak eksternal untuk menghasilkan

" pendepatan sewa. Properti ini memenuhi definisi properti investasi.

Pada - umumnya entitas pemerintah -memiliki aset berwujud
berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12

" {dua belas} bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah

atanl dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun, terdapat
beberapa keadaan dimana entitas pemerintah memiliki aset
properti yang dikelola untuk menghasilkan pendapatan sewa

. dan/atau aset yang dimiliki dengan maksud untuk memperoleh

kenazikan nilai.

. Properti investasi dikuasai untuk menghamlkan pendapatan sewa,

atau untuk memperoleh kenalkan nilal, ateu keduanya. Oleh
karena itu, properti investasi rnenghasilkan arus kas vang sebagian
besar tidak bergantung pada aset {ain yang dikuasai oleh entitas,

" Hal ini membedakan properti investasi dari prﬂpcrti yang

digunakan sendiri (asct tetap).

Berikut adalah contoh properti investasi;

a. Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang
~dengan tujuan untuk mempercleh kenaikan nilai dan bukan
untuk dijual danfatau diserahkan dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat atau kepada entitas pemenntah yang la.m

i dalam jangka pendek. -
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b. Tanah yang dikussai dan/stau dimiliki namun belum

ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum
menentukan penggunaan tansh sebagai properti yang
digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas
pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut
diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan
nilai.

Bangunan yang dimiliki nleh entitas {atau dikuasai nleh entitas

melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain

melalui satu atau lebih sewa operasi.

Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai danjatau
dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain
melalui satu atau lebih sewa operasi,

Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang
di masa depan digunakan sebagai properti investasi.

6. Contoh aset yang bukan merupaXkan propert] investasi dan dengan
demikian tidak termasuk dalam ruang linglkup kebijakan ini: '

Properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam
proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual
danfatau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif
dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk
pengembangan dan diserahkan kembali.

Propertd yang masih dalam proses pembangunan atau
pengembangan atas nama pihak ketiga,

Properti yang digunakan sendiri (PSAP 07: Akuntansi Aset
Tetap}, termasuk (di antaranyaj properti yang dikuasai untuk
digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan
sendiri, properti yang dimilili untuk pengembangan di masa
depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang
digunakan sendiri, dan properti yang dxgunakan sendiri yang
menunggu untuk dijual. -

Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan CATE sewa ' ;
pembiayaan, .

Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang
menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar,
misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang
disediakan hagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan
mengenakan sewa di bawah harga pasar.

Properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai
dengan PSAP yang mengatur aset tetap, '

Properti yang tidak ditujukan untuk menghasﬂkan pendapatan
sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada
pihak lain, Misalkan pemerintah memiliki properti yang
digunakan wuntuk kegiatan oprasional namun sesekali
disewakan kepada pihak lain.
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7. Aset yang dikuasai dan/atau dimilili oleh entitas pemerintah pada
. umummnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah,

. bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa ataun kenaikan nilai, .

- karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi prnpern investasi.

- 8. Dalam beberapa praktik, terdapat entitas pemerintah yang

. memmiliki aset yang digunakann ;
a. Secara sebagian untuk menghasilkan p:ndapata.n SEWa, atau.
_ kenatkan nilai
b. Sebagian lain digunakan wuntuk kegiatan npcramunal
pemerintah,

Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah,
entitas mempertanggungjawabkannya - secara terpisah. Namun
apabila masing-masing bagian aset tersebut tidek dapat dijual
_secara terpisah, maka eset tersebut dikatakan sebagai properti
" investasi hanya jika bagian vang tidak signifikan dzgunakan untuk
kegiatan operasional pemerintah.

9. Dalam hal entitas menyediakan tambahan Ia.}ranan kepada para
penyewa properti yang dimilikinya. Entitas memperlakukan
properti tersebut sebagai properti investasi jika layanan yang
diberikan tidak signifikan terhadap keseluruhan ptﬂjanjian
Misalnya ketika pemilik gedung kantor menyediakan jasa
keamanan dan pemeliharaan kepada penyewa gedung. -

10. Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti investasi
yang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas indulg
{entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau cntltas anak
“lainnya (entitas yang laporannya dikonsolidasi),

Properti investasi tersebut tidak memenuhi definisi prnperu
investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi karena
kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu
kesatuan ckonomi. Aset tersecbut disajikan sebagai properti
investasl pada entitas akuntansinya pescwa. Kondisti ini dapat
terjadi jika pemerintah menetapkan manajemen suatu bangunan
. yang mengelola gedung yang disewakan kepada entitas pcmenntah
~ lain dengan pola penyewaan secara komersil, '

- Dalam laporan keuangan entitas pengelola gedung, hangunan
tersebut disajikan sebagai properti investasi, Namun demikian, -
untuk . keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasi,
bangunan tersebut disajikan sebagai aset tetap sehagmmans.
ketentuan dalam PSAP yang mengatur aset tetap.

11. Propertl investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah
lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada
pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan
keuangan kedua entitas pelaporan. .
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C. PENGAKUAN

1.

2,

Properti investasi diakui scbagai aset jika dan hanya jika:
a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan
mengalir ke entitas di masa yang akan dateng dari aset properti
- investasi.

b. Biaya perolehan etau nilai wajar pmpcrti mvestam dapat diukur

. dengan andal.

Dalam menentukan apakah sua.tu properti investasi memenuhl,
kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat
kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan
berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal
Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ckonomi yang
melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut.

Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan, setnua
biaya properti investasi pada saat terjadinya. Biaya-biaya tersebut,
termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti
investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang -
digunakan untuk pena.mbahan, penggantian, atau perba.lkan
properti investasi,

Entitas tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari propert
tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi. Sebaliknya,
biaya-biaya tersebut diakui sebagai surplus atau defisit pada saat
terjadinya. Biaya perawatan schari-hari tersebut terutama
mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat
berupa bagian kecil dari biaya perolehan. Tujuan dari pengeluaran
biaya terscbut sering digambarkan sebagai biaya perba.lkan dan
pf:mchharaan properti. :

Ba@an dari properti investasi dapat dipercleh melalu:l penggantian.
Misalnya, interior dinding bangunan mungkin merupakan
penggantian dinding aslinya. Berdasarkan prinsip pengakuan,
entitas mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas
biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya
biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian
yang digantikan dihentikan  pengakuannya . sesuai dengan

~ ketentuan penghentian pengakuan dari Kebijakan ini.

D. FENGUKU RAN SAAT PENGﬂKUﬂN AWAL

1.

2.

Pmpertl investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan
{(biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).

Apabﬂé properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukar&n,
propertl investasi tersebut dinilal dengan menggunakan nilat wa_]a.r
pada tanggal perolehan.

Biaya perclehan dari properti investasi yang dﬂ:ue]i mellputl harga
pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan
secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara
langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak <an biaya transaksi
lainnya.
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Biaya pem]ehan propertl investasi tidak bertambah atas biaya-
biaya di bawgh ini:

a. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang dlperlukan untuk

_ ' .- membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan).
" .. b. Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti mvestaai _

. mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan.

" ¢. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain

yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan
properti investasi.

Jlka pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya
perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah
tersebut dan pembayaran dlakm sebagai beban’ bunga selama
periode kredit. :

Properti investasi dapat' diperoleh melahai transaksa non _
pertukaran, Misalnya, pemerintah menggunakan kewenangannya
untuk mengalihkan properti. Dalam hel dilakukan pengalihan

- tersebut, nilai properti investasi yang diakui adalah sabesar nilai

wajar. -

Biaya perolchan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara
sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat
sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah
mana yang lebith rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari
pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai

. liabilitas sesual dengan ketentuan paragraf yang sama. _
.. Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan :

aset moneter atau aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter

. dean nonmoneter. Nilai perclehan properti mw.restam tersebut

dihitung dari nilai wajar kecuali:

a)  Transaksi pertukaran tersebut tidak mem:hkl suhstansi
komersial.

b} Nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang dlscrahkan
tidak dapat diukur secara andal.

Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan rulal wajar,

- biaya perolehannya dlukur dengan jumlah tercatat aset yang

dlserahkan

Dalam menentukan suatu. transakm pcrtukaran mcmihlu
substansi komersial atau tidak, entitas mempertimbangkan

~apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang

diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut.
Suatu transaksi pertukaran memilild substansi komersial jika: -

- a) Konfigurasi [risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau

. potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi
arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau .

'_ b} Nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi

" oleh perubahan transaks;t },rang diakibatkan dan pertukaran
"tersebut den o .
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¢} Selisih antara (2} atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar
" dari aset yang dlpertukarkan

10. Untuk tujuan penentuan apakah tra.nsaksi pertukaran memiliki
- gubstansl komersial, nilai khusus entitas dari porsi {bagian]

operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang ' akan

menggambarkan arus kas sesudah -pajak. Hasil analisis ini akan
- jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.

11. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak

tersedia, dapat diukur secara andal jika:

a. Vanabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasmna.l
- untuk aset tersebut tidak signifikan; atau

b. Probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai
secara rasional dan digunaekan dalam mengestimasi nilai wajar.

. Jika entitas dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik
' dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari

“aset yang diserahkan digunekan untuk mengukur biaya

L perolehan dari aset yang diterima kecuali jika milai wajar aset

yvang diterima lebih jelas. -

_ 12. Properti investasi yang dlpeml:h dari entitas akuntansi lainnya

1.

2.

dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai
buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas
akuntansi lainnya di luar entitas pelapuran, dinilai denga.n
menggimakan nilai waJar.

: PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL

Properti investasi dinilai dengan metode hlaya yeutu schesar nilai
perolehan dikurangi akurnulasi penyusutan.

Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode
penyusutan sesuai dengan PSAP yang mengatur aset tetap.

Penilaian kembali atau revaluasi propert investasi pada umumnysa
tidek diperkenankan karena SAP menganut penilaian aset
berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.

. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan

ketentuan pemermtah yang berlaku secara nasicnal.

. Delam hal proses revaluasi  dilakukan secara bertahap, haaﬂ

revaluasi atas properti investasi dipercleh diakui dalam laporan
keuangan periode revaluasi dilaksanekan, jika dan hanya jika,
properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.

Properti investasi direvaluasi secara simulitan untuk menghindari
revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan
keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (costs
and vahues) pada tangpal yang berbeda. Namun, properti investasi
dapat dinilai kembali secara bertahap (rolling basis} asalkan
penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam Waktu smgkat dan

- nilai revatuasi tetap diperbarui.

. Pada saat revaluasi, propertl mvcstam dinilai sebesar rula.1 W&JEI’
berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan
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nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas padaL-' '

periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti -
investasi dinilaji sebesar nilai  wejar dikurangi akumulasi -
penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa meanfaat atas @

properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fiaik
. properti investasi tersebut.

8. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, - |

maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. -
Sebaliknya, jika tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, .-
maka penurunan 'tersebut diakui scbagai pcnu:unan dalarn )
ekuitas. : '

9. Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada ha:ga klm dalam pasar
aktif untuk properti serupa dalam lckasi dan kondisi yang sama
dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Entitas
harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau
kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan
kontrak lain yang berhubungan dengan properti.

10. Tidak tEI'SEdIH_n]Ta harga kini dalam pasar aktif yang sefenis aepcrn :
yang diuraikan diatas, suatu entitas harus mempertimbangkan -
informasi dari berbagai sumber, termasulk: '

a. Harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memilild
sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa
atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk -
mencerminkan perbedaan tersebut.

b. Harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, '_ -

dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubshan -
dalam kondisi ekonomni sejak tanggal transaksi terjadi pada
harga tersebut. '

¢. Proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di

masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan -

syarat/klausula yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain
yang ada dan (jike mungkin) dengan bukti eksternal seperti
pasar kini rental untuk properti '

d. serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan pengguﬂafm’ o

tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari
ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.

11. Berbagai sumber yang diuraikan di atas sebelumnya menunjukkan
kesimpulan berbeda tentang nilai wajar properti investasi. Entitas
harus mempertimbangkan alasan-alasan atas perbedaan tersebut
agar diperoleh estimasi nilai wajar yang paling andal dalam
rentang estimasi nilal wajar yang tepat. : '

12. Dalamn melakukan revaluasi entitas dapat menggunakan panllalan
secara internal ataupun penilai secara independen.

F. ALIH GUNA -

1. Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya
jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjuklkan dengan:
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a Dimulainye penggunaan properti investasi oleh entitas,

. dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap.

sy, Dimulainya pengembangan propertl investasi untuk dijual,

- dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan.

. Berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau

entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi -
propertl investasi.
d. Dimulainya sewa npe.ram ke psha.k lain, " ditransfer dari
. persediaan menjadi properti investasi.
Penggunaan properti cleh pemerintah dapat beruhah ubah dari
waktu ke waktu., Misal:

a. Pemerintah dapat memutuskan untuk menggunakan banglman
- yang saat ini diklasifikasikan sebagai properti investasi, atau .

.b Menyewakan kepada pihak ketiga bangunan yang saat ini

o digunakan untuk tujuan administratif,

'Da.lam contoh pertama, properti investasi d1a11hg1makan menjadi

* aset tetap, Dalam contch kedua, aset tetap dialihgunakan menjadi

properti investasi.

Dalam penjelasan alih guna pada angka 1.b diatas mengharuskan
entitas mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi
persediaan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan,
yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan

. tujuan untuk dijual. Jika entitas memutuskan untuk melepas

" properti investasi tanpa dikembangkan, maka entitas tetap
- memperlakukan properti sechbagai properti investasl hingga
~dihentikan pengakuannya - [dihapuskan dari laporan posisi

keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan, -

‘Demikian juga jika entitas mulai mengembangkan properti

investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai
properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak
dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti.

Entitas dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-
gedung untuk menentukan zapakah memenuhi syarat sebagai

- properti investasi, Jika pemerintah memutuskan untuk menahan

bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan

pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilal maka bangunan
- tersebut diklasifikasikan sebaga.l properti investasi pada permulaan_

" berlakunya sewa.

Karena entitas menggunakan metode biaya, alih guna antara
properti investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan
tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta
tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan

- pengungkapan. Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih

guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang

- dialihgunakan.
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oG PELEPASAN

M.

Properti . investasi  dihentikan  pengakuannya pada saat. °
pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan .
lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa
depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.

Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual,
ditukar, dlhapuskan atau dihentikan pengakuannya.

Jika sesuai dengan prinsip pengakuan, entitas mengakui biaya |

penggantian untul bagian tertentu dari suatu properti investasi di -~ o

dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut, maka jumlah tercatat
dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi. Suatu bagian yang .
diganti dari properti investasi yang dicatat dengan men
model biaya bisa saja bukan merupakan bagian yang disusutkan -
secara terpisah, Jika penentuan jumlah tercatat dari bagian yang

diganti tersebut tidak dapat secara praktis dilalkukan, entitas -
dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk. -

menentukan berapa jumlah biaye bagian yang dlganu pada saat
dipercleh atau dibangun. -

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari p-enghenha.n atau
pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil
neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam
surplus/defisit dalam penodc terjadinya . penghentian atau -
pelepasan tersebut,

Imbalan vang diterima atas pelepasan properti investasi pada

ewalnya diakui sebesar nilai wajar, Jika pembayaran atas properti -

investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya
diakui sebesar setara harga tunai, Selisih antara jumlah nominal
dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui
sebagai pendapatan bunga.

Entitas mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan
pmpertl investasi setelah pelepasan tersebut.

Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dcngan'.

- penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi - o

diakui sebagai surplus/defisit ketika knmpensam terscbut diakui .
s:bagal pluta.ng . )

" H, PENY&]IAN PROPERTI INVESTASI

1.

-

3.

Sesuai PSAP yang mengatur pcnyajlan laporan keuangan, properti
investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.

Pmperh investasi disajikan terp:sah dari kelﬂmpok asﬁt tetap dan .-'_;__

aset launnya

Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk '

memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat
saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas
properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan

- memanfaatkan properti tersebut &i masa mendatang.

T
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" Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan
-~ maksud pemilihan aset properti investasi secara herkelanjutan )
~ atau tidak berkelanjutan. : Do

I PENGUNGKAPAN

1. Entitas mengungkapkan:
a. Dasar penilaian yang digunakan untuk mcnentukan nilai
tercatat (carrying amount).
. b. Metode penyusutan yang digunakan.
" ¢. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang dlgunakan o
7 d. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan [a.gmgat

. dengan akumulasi rugl p-enurunan nilai pada awal dan akhir
- pericde. S

“e. Rekonsillasi Jumlah tr:rcatat properti mvestasi pada awal dan
' akhir periode yang menunjukkan:

1) Penambahan, pengungkapan terpisah untuk penamhahﬂn
yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan
pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset.

2) Penambahan jrangdlhasﬂkanmela]w penggabungan.

3) Pelepasan.

. 4) Penyusutan. :
5} Alih puna ke dan dari persediaan dan pmpem yang
.. digunaken sendiri. =
- "6) Perubahanlain. _ e
~-f. Apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi,
. nilai wajar dari propert mvcstas:; yang menunjukkan hal—hal

sebagai berikut: R

1) Uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi.

2) Dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi.

3) Tanggal efektif penilaian kembali.

4] Nilai tercatat sebelum revaluasi.

- §) Jumlah penyesuaian atas nilai wajar.
... 6) Nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
Y. g Apabila penilaian dilakukean secara bertahap, cnt:ltas perlu :

. mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi.’ o

0 "h. Apabila pengklasifikasian atas properti investasi . sulit

- dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan

properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan

- dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan

usaha sehari-hari. .

i. Metode dan asumsi signifikan yang diterapkan - dalam
- - menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi
. dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah
| penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau
. lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan
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oleh entitas tersebut] karena sifat properti tersebut dan
keterbatasan data pasar vang dapat diperbandingkan.

Apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan
penilai independen, sejauhmana kualifikasi profesional yang
Televan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai.

Jumlah yang diakui dalam surplus/defisit untuk:

1)
2)

8)

Penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi.

Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan. =

pemeliharaan) yang timbul dari- properti investasi yang
menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut.

Beban operasi langsung . (mencakup perbaikan dan -
pemeliharsan) yang timbul dari properti investasi yang tidak -

menghasilkan pendapatan- sewa menyewa biasa selama'
periode tersebut. '

Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau
mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan,
pemeliharaan atau peningkatan.

m. Properti investasi yang disewa olch entitas pemerintah Jain.

- PENJABAT BUPATI PRINGSEWU, o

dto

ADI ERLANSYAH
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH

DAERAH
- MASA MANFAAT ASET TETAP
: MASA MASA
URAIAN IMANFAAT MANFAAT
{Tahun) | (Bulanj
113 ASET TETAP
113]2 PERALATAN DAN MESIN
113121017 . { ALAT BESAR
1[3|2{01|01]| Alat-Alat Besar Darat 10 120
11312101]02] Alat-Alat Besar Apung B~ 26
113|2|01}03] Alat-Alat Bantu 5 60
11312]02 ALAT ANGKUTAN
1(3]|2]02|01| Alat Anglkutan Darat Bermotor 3 60
1/3]2]02/02; Alat Angkutan Berat Tak Bermotor 2 24
1§3}2}02 03| Alat Angkut Apung Bermotor - 10 120
1|32 02|04 Alat Angkut Apung Tak Bermotor 2 24
113]|202|05] Alat Angkut Bermotor Udara 20 240
1|3(2]|03| |ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR
1[3[2]03]|01] Alat Bengkel Bermesin 10 120
1|3]|2]03|02| Alat Bengkel Tak Bermesin 5 60
1|3|2|03|03] Alat Ukur 5 60
1{3|2|04] | ALAT PERTANIAN . :
1[{31{2]|04|01|Alat Pengolahan - 4 48
11312105|: {ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGCGA .
113(2]905{01] Alat Kantor 5 G0
1[{3]2]05|02[ Alat Rumah Tangga o 60
1}3]|2]|05i03| Meja dan Kursi Kerja/Rapat Peiabat 5 60.
11al2los ALAT STUDIO,KOMUNIKASI DAN
PEMANCAR
113}2106|01] Alat Studic -5 60
1|3]|2|06|02| Alat Komunikasi S 60 -
1|3]2106|03| Peralatan Pemancar - 10 - 120
1|3}2|06|04| Peralatan Komunikasi Navigasi 10 120
11312107 ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
1[13|2|07|01| Alat Kedokteran 5 &0
1|3|2|07]|02] Alat Kesehatan Umurm - 60
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NFAAT] .

| MASA | MASA
URAIAN MANFAAT
' (Tahun) | (Bulan}
1(312108 ALAT LABORATORIUM
1|3 |2|08|01| Unit Alat Laboratorium 8 96
112 |2|08]02| Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 15 180
1|3|2]08]03] Alat Peraga/Prakick Sekolah 10 120
Alat Laboratorium Fisika Nuklir : : :
|1]3]2] 08| 04| A2 LaDOra . / 15 180
.=1 Alat Proteksi Radiasi / Proteksi :
1|3}2|98/05| (i1 orungan / 10 | 120
Radiation Aplication and Non :
113]2)08/06 Desm,'tctive?rcsting Laboratory Lainnya 10 120
1|3 |2|08|07| Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 5 60
113 |2|08|08] Peralatan Laboratorium Hidrodinamika 15 180
1] 2] 08 os| e eboreorian Siareriee s | s
11312109; tALAT PERSENJATAAN
1|3} 21 09|01 Senjata Api 10 120
1|3 |2|09]|02| Persenjataan Non Senjata Api 2 24
1|3]|2]|09|03] Senjata Sinar 5 60
113]!2]09;04; Alat Khusus Kepolisian - 1 60
113]12)10 KOMPUTER
1/312]1001{ Komputer Unit - 4 48 -
1{312]10{02] Peralatan Komputer - 4 48
1|3|2]|11| |ALAT EKSPLORASI
1|3|2]| 11]01| Alat Eksplorasi Topografi S 60
11312} 11021 Alat Eksplorasi Geofisika 10 120
11312312 ALAT PENGEBORAN
132 12|01) Alat Pengeboran Mesin - 10 120
1/3|2] 12| 02| Alat Pengeboran Non Mesin 10 - 120 -
ilatei1a] ALAT PRODUKSI,PENGOLABAN DAN
PEMURNIAN
1(31{2113|01| SBumur 10 120
1(3|2]|13]|02| Produksi 10 120
1|3 |2| 13! 03} Pengolahan dan Pemurnian 15 180
1131214 ALAT BANTU EKSPLORASI . :
1[3|2} 14| 01| Alat Bantu Eksplorasi 10 120
1{3l2] 14| 02| Alat Bantu Produksi 10D 120
1|13]|2]|15] | ALAT KESELAMATAN KERJA
1|13|2]|15]|01| Alat Deteksi 2 24
113]|2] 15102| Alat Pelindung 3 60
11312] 15!03] Alat SAR 2 24
11312} 15|04 Alat Kerja Penerbangan 5 60
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: MASA MASA
URAIAN [MANFAATMANFAAT
{Tahun) | {Bulan)
113|2]| 16 ALAT PERAGA
113]2| 16|01} Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 10 120
11312717 PERALATAN PROSES/PRODUKSI
1|3|2{ 17| 01| Unit Peralatan Proses/Produksi 8 96
1]31218 RAMBU RAMBU . :
1|3]|2] 18| 01| Rambu-rambu Lalu lintas Darat 5 60
1{3]|2/| 18| 02| Rambu-rambu Lalu lintas Udara 5 60
1| 3|2 18] 03| Rambu-rambu Lalu lintas Laut 5 60
11312 19 PERALATAN OLAHRAGA
113}12119;01]| Peralatan Qlahraga . 4 48
1/3(3| - | GEDUNG DAN BANGUNAN '
1:3/3|01 BANGUNAN GEDUNG - S
1(3]|3]01|01| Bangunan Gedung Tempat Kerja 50 600
1|3]3|01|02{ Bangunan Gedung Tempat Tinggal o0 600
113302 MONUMEN
1|3]3]02[01| Candi/Tugu Peringatan/Prasast 50 600
1132|031 [ BANGUNAN MENARA
11313|03j01} Bangunan Menara 40 480
1(3|3|04 TUGU TITIK KONTROL /PASTI :
1(3|3(04|01| Tugu/Tanda Batas 50 600
11314 JALAN, JARINGAN DAN TRIGASI
1[{3i14101] [JALAN, DAN JEMBATAN
1(3[4]01|01|Jalan ' 10 120
1|3|4]|01]|02|Jembatan 50 600
1/3|4]|02 BANGUNAN AIR
1|3]4]02|01] Bangunan Air Irigasi 50 6500
113 |4 | 02) 02| Bangunan Air Pasang Surut . 3D 600 -
11314i02|03 Ezizéf:nan Pengmhangan Rawg dan | o5 300
]3] 4| 02) 04 Be e imgen Bencana Atam | 10| 120
1]3la}ozjos g;“ﬁﬁrﬁgmm“ Sumber Air | 5 360
113 |4 |02)06) Bangunan Air Bersih/Baku 40) 430
11314/ 02]07] Bangunan Air Kotor 40 480
11314|03 INSTALASI : : o '
1134 ]|03)01]Instalasi Air BersihfAir B 30 360
1|34 0302 Instalasi Air Kotor 30 360
1|3]|4|03|03|Instalasi Pengolahan Sampah 10 120
1| 3] 4| 03] 04| Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 10 120
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MASA

: i:_. . ' MASA
: o UIULMN N MANFAAT MANFAAT
b : {Tahun] | {Bulan)
113|403} 05; Instalasi Pembangkit Listrik 40 480
1]13] 4] 03|06} instalasi Gardu Listrik 40 480
1]13|4]| 03|07 Instalasi Pertahanan 30 360
113 |4 03!08] Instalasi Gas 30 360
-1 113140309 InstalasiPengaman - . 20 240
113|4]| 03! 10] Inatalasi Lain 20 240
1{314(04] -|{JARINGAN
113|4| 04|01 Jaringan Air Minum 30 360
| 113 [4] 04)| 02| Jaringan Listrik 40 480
1:31]4104]03; Jaringan Telepon 20 240
11314} 04! 04] Jaringan Gas 30 360
' i
!
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